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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan
Bantuan Siswa Miskin (BSM) dilihat dari sasaran, mekanisme pengusulan,
pengambilan dana, pemanfaatan dana, dan tugas dan tanggung jawab, serta faktor
pendukung dan penghambat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu Staf Seksi SMP Bidang Pendidikan Dasar
Disdik Kota Yogyakarta, Kepala Sekolah dan Guru BK SMP N 15 Yogyakarta, tiga
orang siswa SMP N 15 Yogyakarta penerima BSM, serta orang tua ketiga siswa
penerima BSM. Objek penelitian ini mengenai implementasi kebijakan program
Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun pelajaran 2012/2013 di SMP N 15 Yogyakarta.
Instrumen penelitian yaitu pedoman observasi dan pedoman wawancara. Analisis data
menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi, penyajian data, dan
verifikasi. Uji validitas data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran BSM di SMP N 15 Yogyakarta
adalah siswa yang memiliki Kartu BSM sebanyak 15 siswa. Mekanisme pengusulan
dimulai dari siswa menyerahkan Kartu BSM ke Guru BK. Guru BK merekapitulasi
dan memverifikasi data siswa pemilik Kartu BSM untuk dikirim ke Kemdikbud
melalui Disdik Kota Yogyakarta. SK penerima BSM dikeluarkan oleh Kemdikbud
kemudian ditindaklanjuti oleh sekolah untuk mengambil dana BSM di kantor pos.
Dana BSM diambil secara kolektif oleh Guru BK dengan membawa surat kuasa yang
ditandatangani oleh siswa. Dana BSM diserahkan oleh Guru BK kepada siswa dan
disaksikan oleh orang tua siswa. Dana BSM dimanfaatkan oleh siswa untuk membeli
sepatu, seragam, alat tulis, tas, dan pianika. Tugas yang dilaksanakan oleh sekolah
yaitu mendata siswa penerima Kartu BSM, mengirim laporan realisasi dana ke kantor
pos dan Disdik Kota Yogyakarta, menerima pengaduan, dan memantau presensi siswa
di sekolah. Tugas yang tidak dilaksanakan oleh sekolah yaitu menyusun skala
prioritas siswa calon penerima BSM, membuat SK Kepala Sekolah, dan melakukan
pembinaan dan evaluasi. Faktor pendukung implementasi: informasi yang diberikan
secara rutin dari dinas ke sekolah,  adanya rasa saling percaya terkait pemanfaatan
dana, penggunaan Data Pokok Pendidikan dan Basis Data Terpadu mampu
meningkatkan keakuratan sasaran. Faktor penghambat: pelaksana kebijakan di
sekolah kurang beradaptasi dengan mekanisme baru, kurangnya pembinaan bagi
siswa penerima bantuan, sulitnya mengumpulkan kuitansi pemanfaatan dana BSM
dari siswa, terbatasnya dokumen atau arsip sekolah terkait BSM.
Kata kunci: implementasi, kebijakan, bantuan siswa miskin
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Tahun 2000 menjadi permulaan ditandatanganinya Deklarasi
Milenium yang berisi komitmen para pemimpin dunia untuk menyepakati
percepatan pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. Deklarasi
Milenium tersebut dikenal sebagai Millenium Development Goals (MDG’s).
Terdapat delapan hal yang menjadi target MDG’s diantaranya memberantas
kemiskinan dan kelaparan ekstrem, mewujudkan pendidikan dasar untuk
semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi
HIV dan AIDS, malaria, serta penyakit lainnya, memastikan kelestarian
lingkungan dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Indonesia sebagai negara yang turut mensukseskan Millenium Development
Goals (MDG’s) segera membuat berbagai strategi untuk mencapai target
tersebut mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Berbagai strategi
tersebut diharapkan mampu mencapai target MDG’s pada tahun 2015
(Laporan MDG’s Nasional edisi Oktober 2008).
Tahun 2013 ini beberapa target MDG’s masih belum terlihat telah
dicapai, beberapa diantaranya yaitu memberantas kemiskinan dan pendidikan
untuk semua (Education for All). Jumlah orang miskin di Indonesia saat ini
masih menunjukkan angka yang tinggi yaitu 28,59 juta jiwa pada September
2012 (data resmi BPS 2013). Jumlah yang masih cukup tinggi untuk segera
2dituntaskan sampai tahun 2015. Sebagai dampak dari tingginya angka
kemiskinan di Indonesia menyebabkan kesejahteraan masyarakat pun tak
kunjung membaik.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh  Badan Pusat Statistik Daerah
Istimewa Yogyakarta (BPS DIY) pada 2013, jumlah penduduk miskin, yaitu
penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, pada Maret
2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 550,19 ribu orang. Jika
dibandingkan dengan keadaan September 2012 yang jumlahnya mencapai
562,11 ribu orang, berarti jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak
11,92 ribu orang dalam setengah tahun. Bila dibandingkan keadaan Maret
2012 yang jumlah penduduk miskin mencapai 565,32 ribu orang, maka
selama satu tahun terjadi penurunan sebesar 15,13 ribu jiwa (BPS 2013).
Meskipun data menunjukkan telah terjadi penurunan, namun angka tersebut
bukanlah angka kecil yang dapat diremehkan. Apabila tidak ditangani dengan
baik, penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terus
bertambah.
Sebagian besar orang setuju bahwa kemiskinan selalu memiliki
dampak pada kesejahteraan dan akses pada pendidikan. Kurangnya
kesejahteraan hidup atau dapat disebut kurangnya pendapatan di satu
keluarga ditambah dengan mahalnya biaya pendidikan saat ini menyebabkan
pendidikan tidak lagi menjadi hal utama yang harus dipenuhi. Hal inilah
yang menyebabkan banyak orang tua yang terpaksa tidak menyekolahkan
anak-anak mereka karena terhimpit kemiskinan. Sebagai akibatnya yaitu
3meningkatnya angka putus sekolah. Padahal menyimak dari Undang-undang
Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008 pasal 5 ayat 1 “Setiap
warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan
yang bermutu”. Namun, kenyataannya masih terdapat anak-anak yang belum
dapat mengakses pendidikan karena masalah ekonomi.
Angka putus sekolah di DIY tahun ajaran 2011/2012 mencapai 1.149
siswa (BPS DIY).  Jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan
Sekolah Dasar tahun ajaran 2011/2012 mencapai 184 anak. Pada jenjang
SLTP mencapai 178 anak (sumber: DIKPORA DIY). Jumlah ini menurun
dari tahun sebelumnya yang mencapai 207 dan 218 anak pada
masing-masing jenjang SD dan SLTP. Hal ini mengindikasikan bahwa
komitmen pemerintah DIY dalam memperluas pemerataan pendidikan sudah
berdampak positif.  Namun, masih tetap dibutuhkan upaya pemerintah
untuk menurunkan angka putus sekolah ini dalam rangka mencapai
pemberantasan buta huruf dan pemerataan pendidikan khususnya di Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat miskin
serta para siswa miskin untuk terus bersekolah yaitu membentuk Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang bertugas
melakukan strategi-strategi kebijakan untuk mempercepat penanggulangan
kemiskinan di Indonesia. Berbagai program TNP2K dalam mempercepat
penanggulangan kemiskinan diantaranya, Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras untuk Keluarga
4Miskin (Raskin), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
(PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Salah satu program TNP2K yang sangat populer dalam bidang
pendidikan yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) bertujuan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional
sekolah. Namun, hal itu belum secara tuntas menyelesaikan masalah
ketuntasan pendidikan dasar khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal
ini dibuktikan masih adanya anak-anak yang belum dapat mengakses
pendidikan. Akses terhadap pendidikan tidak hanya dapat ditangani dengan
disediakannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena kebutuhan anak
untuk bersekolah pun tidak hanya menyangkut tentang biaya operasional
sekolah, namun juga menyangkut biaya transportasi ke sekolah, biaya
pembelian seragam, sepatu, buku, dan perlengkapan sekolah lainnya yang
tidak dapat dianggap murah.
Pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K) menyelenggarakan program Bantuan Siswa Miskin
(BSM) yang bertujuan untuk membantu siswa miskin memperoleh akses
pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin
untuk kembali bersekolah, serta membantu memenuhi kebutuhan sekolah.
Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk membantu
memenuhi kebutuhan sekolah seperti membeli perlengkapan sekolah, biaya
transportasi siswa ke sekolah, dan uang saku siswa. Dengan adanya Bantuan
5Siswa Miskin (BSM) diharapkan tidak ada lagi siswa yang tidak bersekolah
karena miskin, sehingga Wajib Belajar dapat dituntaskan (Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2012).
Sumber dana bantuan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN). Alokasinya tertuang dalam DIPA di lingkup Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan serta DIPA Kementerian Agama. Dana bantuan
ini diperuntukkan bagi siswa yang berada di jenjang Sekolah Dasar (SD) atau
Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau
Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah (MA) di seluruh
Indonesia. Pada awalnya, sebelum tahun 2012/2013, dana Bantuan Siswa
Miskin (BSM) dikirim melalui rekening sekolah, dan selanjutnya pihak
sekolah menyerahkan langsung kepada siswa penerima bantuan (Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2012).
Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menemukan bahwa terdapat beberapa
kelemahan dalam mekanisme ini. Sebelum tahun pelajaran 2012/2013,
mekanisme pencairan dana BSM dicairkan melalui nomor rekening sekolah
dan Kepala Sekolah diijinkan untuk mengambil dana BSM atas nama para
siswa. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memperlihatkan bahwa, dalam
beberapa kasus, ada Kepala Sekolah yang memanfaatkan dana BSM untuk
membeli sepatu dan seragam serta membagikannya kepada baik penerima
6manfaat maupun yang bukan penerima manfaat program BSM (Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2012).
Banyak penerima manfaat BSM belum memiliki pemahaman yang
cukup tentang hak mereka, termasuk jumlah uang yang berhak mereka terima.
Tantangan ini ditambah dengan adanya kekurangan program dalam
memastikan keberlanjutan transfer tunai pada periode transisi antar jenjang
pendidikan (terutama sewaktu masa transisi dari SD/MI ke SMP/MTs, dan
dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA), jumlah transfer tunai yang terbatas, dan
pencairan dana transfer tunai yang kerap terlambat kepada siswa yang berhak
menerimanya (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
2012).
Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk mulai mengujicobakan
mekanisme baru program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Uji coba ini
dilakukan secara bertahap mulai tahun ajaran 2012/2013. Diharapkan
mekanisme baru ini dapat mempersempit celah penyalahgunaan dana serta
mengefisienkan waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
program  ini (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
2012).
Mekanisme baru yang mulai diujicobakan pada tahun pelajaran
2012/2013 ini meliputi mekanisme pencairan dana yang langsung ditujukan
kepada siswa melalui kantor pos dan tidak lagi melalui rekening sekolah,
sehingga meminimalkan terjadinya penyalahgunaan dana yang dilakukan
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(BSM) ditentukan dengan menggunakan pertimbangan dari Data Pokok
Pendidikan yang berisi informasi siswa kelas 1 hingga kelas 9 pada tahun
pelajaran 2012/2013 serta Basis Data Terpadu yang berisi informasi yang
dapat mengidentifikasi nama anak, usia, dan alamat rumah tangga di
kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penentuan dengan menggunakan
indikator ini membantu pemerintah mendapatkan data mengenai keluarga
miskin dengan lebih akurat serta mampu memangkas birokrasi. Data calon
penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) tersebut dikirim langsung ke alamat
siswa calon penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dalam bentuk kartu
BSM, selanjutnya, siswa membawa kartu tersebut ke sekolah tempat siswa
bersekolah dan menunjukkan kartu BSM pada pihak sekolah untuk
ditindaklanjuti.
Salah satu sekolah di Yogyakarta yang memiliki siswa penerima
Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah SMP N 15 Yogyakarta. SMP N 15
Yogyakarta terletak di Jalan Tegal Lempuyangan no. 61, Kecamatan
Danurejan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada
tahun pelajaran 2012/2013 terdapat 15 (lima belas) siswa miskin dari sekolah
ini yang menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Masing-masing siswa
menerima bantuan sebesar Rp 550.000,00 per tahun. Dana tersebut
digunakan oleh siswa untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka,
diantaranya untuk membeli perlengkapan menulis, tas, sepatu, alat musik,
dan lain-lain. Kelima belas siswa tersebut mendapatkan Bantuan Siswa
8Miskin (BSM) berdasarkan kepemilikan kartu BSM yang dikirim dari
pemerintah pusat. Adanya kebijakan mengenai Bantuan Siswa Miskin (BSM)
yang berasal dari pusat ini mendorong sekolah untuk mengimplementasikan
kebijakan secara lebih operasional. Oleh karena itu, penelitian ini perlu
dilakukan untuk mengetahui bagaimana SMP N 15 Yogyakarta
mengimplementasikan kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di sekolah
serta apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi
kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di sekolah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Bantuan
Siswa Miskin (BSM) serta faktor pendukung dan penghambat implementasi
Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun pelajaran 2012/2013 di SMP N 15
Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan
penjelasan yang lebih rinci mengenai implementasi Bantuan Siswa Miskin di
SMP N 15 Yogyakarta dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi
praktik-praktik pendidikan untuk menuntaskan masalah pemerataan
pendidikan dan wajib belajar bagi anak-anak usia sekolah.
B. Identifikasi Masalah
1. Tahun 2013 masih terdapat target MDG’s yang belum tercapai di
Indonesia, yaitu dalam hal pemberantasan kemiskinan.
2. Kurangnya akses masyarakat pada pendidikan menyebabkan anak-anak
rawan mengalami putus sekolah.
3. Di Yogyakarta masih terdapat anak-anak putus sekolah karena faktor
ekonomi, padahal Yogyakarta merupakan kota pendidikan/pelajar.
94. Bantuan pendidikan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih
belum mencukupi karena BOS hanya mensubsidi aspek operasional
sekolah saja, namun belum kepada mencukupi aspek keperluan
perlengkapan belajar siswa.
5. Bantuan Siswa Miskin yang dicanangkan oleh pemerintah yang
ditujukan untuk para siswa miskin untuk memenuhi perlengkapan dan
kebutuhan pendidikan di luar biaya operasional pada awalnya memiliki
mekanisme yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana.
6. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Program Bantuan Siswa Miskin
(BSM) menunjukkan kelemahan dari program, yaitu terkait ketepatan
penetapan sasaran BSM di mana ditemukan masih banyaknya rumah
tangga tidak miskin yang menerima BSM dan jumlah beasiswa yang
kurang memadai. Oleh karena itu, TNP2K menerapkan mekanisme baru
penetapan sasaran sampai penyerahan Bantuan Siswa Miskin mulai
tahun ajaran 2012/2013.
C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas diperoleh gambaran dimensi
permasalahan yang luas. Oleh karena itu, pembatasan masalah diperlukan
agar masalah dapat diteliti secara jelas, fokus dan terarah. Penelitian ini
dibatasi pada implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun
pelajaran 2012/2013 serta untuk mengetahui faktor pendukung dan
penghambat program ini. Penelitian ini dilakukan di SMP N 15 Yogyakarta.
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D. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang
dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun
pelajaran 2012/2013 di SMP N 15 Yogyakarta?
2. Faktor apa yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan
Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun pelajaran 2012/2013 di SMP N 15
Yogyakarta?
3. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan
Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun pelajaran 2012/2013 di SMP N 15
Yogyakarta?
E. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:
1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM)
tahun pelajaran 2012/2013 di SMP N 15 Yogyakarta.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam
implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun pelajaran
2012/2013 di SMP N 15 Yogyakarta.
3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam
implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun pelajaran
2012/2013 di SMP N 15 Yogyakarta.
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F. Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti
Mengetahui hasil dari penelitian sehingga diharapkan dapat
dijadikan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya.
2. Bagi pihak sekolah
Sekolah dapat meningkatkan pelayanan terhadap peserta didik
khususnya yang telah mendapat Bantuan Siswa Miskin (BSM) maupun
bantuan lainnya dengan meningkatkan dukungan positif bagi peserta
didik agar tetap mampu belajar dengan baik dan mencapai tujuan
pendidikan.
3. Bagi pemerintah
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan
bagi pemerintah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program
Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang telah dilaksanakan, sehingga dapat
dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk menyelenggarakan
program selanjutnya dengan lebih baik.
4. Bagi Program Studi Kebijakan Pendidikan
Sebagai hasil karya mahasiswa yang telah menempuh masa studi
dan mempelajari ilmu pendidikan selama kuliah serta dapat dijadikan
sebagai referensi bagi mahasiswa lainnya dalam pembuatan tugas akhir.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Konsep Kebijakan Pendidikan
1. Konsep dan Pengertian
a. Kebijakan
Kebijakan diuraikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(2002: 149), yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis
besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,
kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi,
dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud
sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai
sasaran.
Hugh Heclo menyebutkan bahwa kebijakan adalah cara
bertindak yang disengaja untuk menyelesaikan beberapa
permasalahan. Sedangkan James E. Anderson juga memberikan
rumusan kebijakan sebagai perilaku sejumlah aktor (pejabat,
kelompok dan instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam
suatu bidang kegiatan (Arif Rohman, 2009: 108).
Suatu pengertian lengkap mengenai kebijakan menurut
Perserikatan Bangsa Bangsa dalam Arif Rohman (2009:108)
menyatakan bahwa:
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...bahwa kebijakan adalah sebagai pedoman untuk bertindak.
Pedoman tersebut bisa yang berwujud amat sederhana atau
kompleks, bersifat umum ataupun khusus, luas ataupun
sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, kualitatif
atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam
maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi
mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah
tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas
tertentu atau suatu rencana.
Dari berbagai definisi kebijakan di atas dapat disimpulkan
bahwa kebijakan merupakan langkah-langkah yang dilakukan atau
tidak dilakukan oleh pemerintah atau lembaga atau instansi atau
aktor tertentu dalam menyelesaikan permasalahan tertentu.
b. Kebijakan Publik
“Kebijakan adalah sebuah rekayasa sosial (social
engineering). Sebagai sebuah rekayasa sosial, maka kebijakan
dirumuskan oleh pemerintah” (Sudiyono, 2007:1). Kebijakan yang
dirumuskan oleh pemerintah selalu bertujuan untuk menanggapi
permasalahan tertentu yang bersifat publik atau menyangkut hidup
masyarakat, itulah yang disebut kebijakan publik.
Joko Widodo (2008:14-15) mengemukakan sebagai berikut:
...Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk
memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di
masyarakat. Masalah tersebut begitu banyak macam, variasi,
dan intensitasnya. Oleh karena itu, tidak semua masalah
publik tadi bisa melahirkan suatu kebijakan publik. Hanya
masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak
untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa
menghasilkan sebuah kebijakan publik (only those that move
people to action become policy problems). Oleh karena itu,
merumuskan masalah kebijakan publik merupakan tahapan
yang esensial dalam proses kebijakan publik.
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Edi Suharto (2009: 33) mendefinisikan kebijakan publik
sebagai berikut:
Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau
pilihan-pilihan tindakan yang bersifat strategis atau garis
besar yang secara langsung mengatur pengelolaan dan
pendistribusian sumber daya publik (alam, finansial dan
manusia) demi kepentingan rakyat banyak, penduduk,
masyarakat atau warga negara. Sebagai keputusan yang
mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh
mereka yang memegang otoritas politik. Mereka harus
menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya
melalui suatu proses pemilihan umum (Pemilu) untuk
bertindak atas nama, dan mewakili kepentingan rakyat
banyak.
Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, dapat
disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah usaha pemerintah yang
bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang
menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat.
c. Kebijakan Pendidikan
Membahas mengenai kebijakan seringkali disertai pula
dengan istilah ‘kebijakan publik’. Demikian juga seringkali beberapa
kalangan mengartikan kebijakan pendidikan terpisah dari kebijakan
publik. Padahal kebijakan pendidikan merupakan bagian dari
kebijakan publik.
Pada dasarnya, pendidikan memiliki dua sifat, yaitu bersifat
privat dan bersifat publik. Pendidikan bersifat privat, maksudnya
pendidikan dinikmati oleh masing-masing individu yang disebut
peserta didik dan masing-masing individu tersebut  memiliki tujuan
dalam pendidikan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup,
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meningkatkan status sosial, dan kesejahteraan individu dalam
masyarakat. Sedangkan pendidikan bersifat publik. Maksudnya,
pendidikan merupakan sebuah proses yang hasil dari pendidikan itu
dapat memberi dampak secara sosial ekonomi suatu bangsa dan
negara. Artinya, jika setiap warga negara yang berpendidikan dapat
meningkatkan kesejahteraannya, maka kesejahteraan bangsa dan
negara pun turut berpengaruh (Sudiyono, 2007).
Arif Rohman (2009:108) menjabarkannya sebagai berikut:
Kebijakan pendidikan menurut hemat penulis merupakan
bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada
umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan
publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan
penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta
pengaturan perilaku dalam pendidikan.
Sedangkan H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2008:140)
merumuskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan
proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan
yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk
mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat
untuk suatu kurun waktu tertentu.
Mumuk Mulyasih (2012: 18) juga mendeskripsikan definisi
kebijakan pendidikan, sebagai berikut:
...Kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan yang
diambil dan dibuat oleh pemerintah sebagai reaksi untuk
menangani atau menyelesaikan permasalahan pendidikan
yang terjadi di masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan
masyarakat dan sebagai solusi guna mencapai tujuan dan
peningkatan mutu pendidikan.
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Dari definisi di atas dapat disimpulkan definisi kebijakan
pendidikan yaitu langkah-langkah yang dilakukan atau tidak
dilakukan oleh pemerintah atau lembaga atau instansi atau aktor
tertentu dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan
pendidikan.
2. Proses Kebijakan Pendidikan
Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik.
Oleh karena itu, tahapan kebijakan pendidikan sama halnya dengan
tahapan pada kebijakan publik. Subarsono (2008) menerangkan bahwa
terdapat beberapa tahapan dalam proses kebijakan, diantaranya:
a. Tahap penyusunan agenda
Suatu masalah dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijakan
apabila masalah tersebut menyangkut berbagai pihak. Karena
terkadang ada satu pihak yang menganggap itu sebagai masalah dan
ada pihak lain atau elite politik yang menganggap itu bukan masalah.
Oleh karena itu, perlu dibangun persepsi di kalangan stakeholders
apakah masalah tersebut perlu dimasukkan ke dalam agenda
kebijakan atau tidak (Subarsono, 2008).
b. Tahap formulasi kebijakan
Apabila suatu masalah telah masuk ke dalam agenda
kebijakan, maka perlu dirumuskan alternatif-alternatif kebijakan
yang dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Alternatif kebijakan dapat disusun dengan mengumpulkan berbagai
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informasi terkait masalah untuk kemudian dikembangkan strategi
penyelesaiannya (Subarsono, 2008).
c. Tahap implementasi kebijakan
Sebuah kebijakan yang ditetapkan tidak akan berfungsi
sepenuhnya jika tidak diimplementasikan, untuk selanjutnya
dievaluasi. Joko Widodo (2008:90-96) menjabarkan proses
implementasi terdapat beberapa tahap, tahap interpretasi, tahap
organisasi, dan tahap aplikasi. Berikut penjelasan dari masing-masing
tahap.
1) Tahap Interpretasi
Tahap interpretasi merupakan tahap penjelasan substansi
dari suatu kebijakan agar lebih operasional dan mudah dipahami
sehingga dapat dimengerti oleh para pelaku dan sasaran
kebijakan (Joko Widodo, 2008). Proses ini dapat berupa
penjabaran melalui berbagai macam peraturan sampai kepada
surat keputusan (SK).
2) Tahap Organisasi
Tahap organisasi yaitu kegiatan pengaturan, penetapan dan
pembagian tugas serta penentuan proses monitoring untuk
mengendalikan pelaksanaan program dalam proses implementasi
kebijakan (Joko Widodo, 2008).
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a) Pelaksana kebijakan (policy implementor)
Pelaksana kebijakan dapat diidentifikasikan dinas,
badan, kantor, unit pelaksana teknis di lingkungan
pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga swadaya
masyarakat, serta komponen masyarakat (Joko Widodo,
2008).
b) Standar prosedur operasi (standard operating procedure)
Standar prosedur operasi sebagai pedoman dan
referensi bagi pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa
yang harus disiapkan dan dilakukan, serta mencegah
timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika
dihadapkan pada masalah (Joko Widodo, 2008). Kontrol
pelaksanaan kebijakan dalam SPO ini meliputi:
a) Tujuan dari aktivitas yang direncanakan,
b) Alat monitoring untuk mengukur kinerja individu,
program, atau sistem,
c) Pengukuran melalui penerapan berbagai alat untuk
mengoreksi setiap penyimpangan,
d) Tindakan koreksi,
e) Sumber daya keuangan dan peralatan,
f) Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan,
g) Penetapan jadwal kegiatan (Joko Widodo, 2008).
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3) Tahap Aplikasi
Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan kebijakan
yang ditetapkan ke dalam kehidupan nyata.
Dari uraian di atas jelas bahwa proses implementasi kebijakan
hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang
semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah
dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk
mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.
Tahap implementasi merupakan proses sebuah kebijakan
dilaksanakan di masyarakat. Oleh karena itu, terdapat berbagai aspek
yang dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Menurut
Edward III (dalam Joko Widodo: 96-110) terdapat empat variabel
yang mempengaruhi implementasi, yaitu faktor komunikasi, sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
1) Faktor Komunikasi
...Komunikasi kebijakan memiliki dimensi transformasi yang
menghendaki agar kebijakan dapat ditransformasikan kepada
pihak yang terkait, tidak hanya kepada pelaksana, tetapi juga
kelompok sasaran kebijakan yang juga mencakup dimensi
konsistensi, serta dimensi kejelasan yang menghendaki agar
kebijakan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas
(Edward dalam Joko Widodo, 2008).
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2) Faktor Sumber Daya
Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya
manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan, dan
sumber daya informasi dan kewenangan (Joko Widodo, 2008).
3) Faktor Disposisi
Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan
kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan
kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dari
kebijakan tersebut dapat terwujud (Joko Widodo, 2008).
4) Faktor Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi mencakup aspek struktur organisasi,
pembagian kewenangan, dan hubungan intra dan ekstra
organisasi. Struktur birokrasi yang terpecah-pecah dapat
menggagalkan komunikasi dan membatasi kemampuan
para pejabat puncak untuk mengoordinasikan semua
sumber daya yang relevan sehingga terjadi
ketidakefisienan sumber daya. Fragmentasi birokrasi juga
dapat menyebabkan ketidakjelasan standard operating
procedure sehingga mengacaukan koordinasi antara
pelaku kebijakan (Edward dalam Joko Widodo, 2008).
Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa yang mempengaruhi
tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya terpaut pada
beberapa faktor saja tetapi menyangkut semua aspek yang terkait
dalam proses implementasi kebijakan tersebut.
d. Tahap evaluasi kebijakan
Evaluasi adalah suatu kegiatan penilaian suatu kebijakan
apakah tujuan dari kebijakan tersebut tercapai atau tidak. Evaluasi
kebijakan dilakukan agar dapat mengukur tingkat kinerja suatu
21
kebijakan, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, mengukur
tingkat keluaran, mengukur dampak dari kebijakan, mengetahui ada
tidaknya penyimpangan, serta dapat dijadikan sebagai bahan
masukan untuk perbaikan kebijakan selanjutnya (Subarsono, 2008).
B. Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan dan
Memperluas Akses Pendidikan
Kebijakan mengenai bantuan bagi siswa miskin dalam bidang
pendidikan tidak lepas dari fakta mengenai keberadaan kemiskinan itu sendiri.
Kemiskinan dapat diartikan sebagai “ketidakmampuan seseorang dalam
memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya”
(Daman Huri, 2008: 19).
Secara umum, kemiskinan dapat dilihat melalui tiga perspektif utama,
yaitu kemiskinan sebagai fenomena transendental, kemiskinan sebagai
fenomena sosial, dan kemiskinan struktural (Daman Huri, 2008: 29).
1. Kemiskinan sebagai fenomena transendental
Kemiskinan sebagai fenomena transendental terjadi karena
keyakinan bahwa kemiskinan sebagai takdir Tuhan. Sehingga tidak ada
jalan lain yang dapat ditempuh oleh seseorang selain memohon kepada
Tuhan agar dikeluarkan dari kemiskinan (Daman Huri, 2008: 29).
2. Kemiskinan sebagai fenomena sosial
Kemiskinan sebagai fenomena sosial terjadi sebagai akibat dari
mental orang yang bersangkutan. Seseorang dapat menjadi miskin akibat
dari mental yang malas, tidak mau berusaha lebih baik, atau karena
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kebodohannya sendiri (Daman Huri, 2008: 29).
3. Kemiskinan struktural
Kemiskinan struktural lebih disebabkan karena struktur atau
sistemlah yang menyebabkan seseorang miskin. Sistem yang telah
mempersempit peluang orang miskin untuk dapat mengubah nasib.
Sistem ini terutama bersumber dari pemerintah. Kebijakan pemerintah
yang selama ini dianggap kurang mendukung rakyat miskin juga
merupakan sebab munculnya kemiskinan struktural ini. (Daman Huri,
2008: 29).
Sebenarnya apabila dilihat secara umum, komitmen pemerintah untuk
meminimalkan kemiskinan di Indonesia sangat tinggi. Hal ini dibuktikan
dengan disusunnya berbagai kebijakan sebagai upaya untuk menanggulangi
kemiskinan melalui berbagai strategi, salah satunya melalui pendidikan.
Pendidikan yang juga berdampak terhadap kualitas hidup seseorang telah
menuntut masyarakat untuk berlomba-lomba meraih pendidikan tertinggi.
Namun, hal ini menjadi kendala ketika biaya untuk mengaksesnya tidak dapat
dijangkau oleh masyarakat yang terhimpit kemiskinan. Oleh karena itu,
pemerintah telah menyusun berbagai kebijakan pendidikan untuk membantu
siswa-siswa yang berasal dari kalangan miskin mengakses pendidikan.
Seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang, bahwa penyebab
terbatasnya akses pada pendidikan salah satunya adalah kemiskinan. Oleh
karena itu, strategi yang dilakukan pemerintah untuk masalah kemiskinan
yaitu menerapkan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan
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kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya pemerintah untuk membantu
masyarakat miskin serta para siswa miskin untuk terus bersekolah yaitu
membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
yang bertugas melakukan strategi-strategi kebijakan untuk mempercepat
penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Berbagai program TNP2K dalam
mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan yaitu:
1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
BOS adalah program pemerintah untuk menyediakan pendanaan
biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah
pertama sebagai wujud pelaksanaan program Wajib Belajar 9 tahun. BOS
diprioritaskan untuk biaya operasional non personal, meskipun
dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong
dalam biaya personal dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS
adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka Wajib Belajar Sembilan Tahun yang bermutu
(Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2012).
2. Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Bantuan Siswa Miskin adalah bantuan yang diberikan kepada
siswa yang berasal dari keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan
pendidikan. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa
putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan (Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2012).
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C. Bantuan Siswa Miskin (BSM)
1. Pengertian
Bantuan adalah barang yang dipakai untuk membantu;
pertolongan; sokongan (KBBI, 2002:105). Menurut Panduan
Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) APBNP Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013, Bantuan bagi siswa miskin
yang selanjutnya disebut Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan
dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara
langsung kepada siswa pada semua jenjang pendidikan dasar dan
menengah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Bantuan Siswa Miskin (BSM) diselenggarakan oleh Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah naungan
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra)
yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Sedangkan
penyaluran dana bantuan dilakukan oleh Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) yang bekerjasama dengan bank dan kantor pos.
Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan bantuan pendidikan
yang diberikan oleh pemerintah bagi siswa miskin yang bertujuan untuk
membantu siswa miskin memperoleh akses pendidikan yang layak,
mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali
bersekolah, serta membantu memenuhi kebutuhan sekolah. Bantuan ini
diharapkan dapat dimanfaatkan oleh siswa miskin untuk membantu
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memenuhi kebutuhan sekolah seperti membeli perlengkapan sekolah,
biaya transportasi siswa ke sekolah, dan sebagai uang saku siswa.
Dengan adanya Bantuan Siswa Miskin (BSM) diharapkan tidak ada lagi
siswa yang tidak bersekolah karena miskin, sehingga Wajib Belajar dapat
dituntaskan (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
2012).
Pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) maupun bantuan
pendidikan yang lain yang mendukung program Wajib Belajar bertujuan
untuk meringankan beban pendidikan yang terlalu berat bagi orang tua
yang berasal dari kalangan ekonomi bawah, sehingga Wajib Belajar dapat
dituntaskan dengan baik. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan
partisipasi siswa sekolah dan mencegah putus sekolah. Bagong Suyanto
(2003: 343-344), mengemukakan pendapatnya mengenai anak-anak
putus sekolah sebagai berikut:
...akibat tekanan kemiskinan dan latar belakang sosial orang tua
yang kebanyakan kurang atau bahkan tidak berpendidikan, di
daerah pedesaan kerap terjadi anak-anak mereka relatif
ketinggalan dibandingkan dengan teman-temannya yang lain dan
tak jarang pula mereka kemudian putus sekolah di tengah jalan
karena orang tuanya tidak memiliki biaya yang cukup untuk
menyekolahkan anak. Berbeda dengan anak-anak dari keluarga
terpelajar, di mana sejak kecil mereka sudah didukung oleh
fasilitas belajar yang memadai mulai dari buku bacaan, meja
belajar, hingga tambahan les di luar jam sekolah, anak-anak dari
keluarga miskin di pedesaan umumnya hanya memiliki fasilitas
belajar yang pas-pasan: buku tulis yang kumal, tas yang
sederhana, dan yang memprihatinkan adalah orang tua si anak
biasanya bersikap acuh tak acuh pada urusan sekolah anaknya,
sehingga si anak sendiri kemudian tidak pernah merasakan bahwa
sekolah itu memang penting bagi masa depannya. (Bagong
Suyanto, 2003: 343-344)
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Pemerintah memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi
anak-anak miskin agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka.
Pengalokasian dana bantuan ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan
pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, seperti untuk
membeli perlengkapan sekolah, transportasi, dan lain-lain.
2. Dasar Hukum
Penyelenggaraan program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
dilaksanakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:
a. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan;
g. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelol aan dan
PenyelenggaraanPendidikan;
h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
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i. Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan
Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan
Pemberantasan Buta Aksara;
j. Keputusan Menko Kesra No. 22/KEP/MENKO/KESRA/IX/2006
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Percepatan
Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun dan
Pemberantasan Buta Aksara;
k. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 35 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta
Aksara;
m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang
Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SDLB;
n. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 60  Tahun 2011 tentang
Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama.
o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44  Tahun 2012
tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan
Pendidikan Dasar.
28
p. Peraturan tentang Indeks Kemiskinan Berita Resmi Statistik dari
Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/TH.XV, 2 Januari 2013.
3. Tujuan
Tujuan pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) sesuai dengan
panduan BSM yaitu:
a. Menghilangkan halangan siswa miskin untuk mengakses pendidikan;
b. Mencegah angka putus sekolah & menarik siswa miskin untuk
bersekolah kembali;
c. Membantu siswa miskin untuk memenuhi kebutuhan personal dalam
kegiatan pembelajaran;
d. Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan
tahun, pendidikan menengah dan pendidikan menengah universal.
4. Sasaran
Berdasarkan Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin tahun
2013, sasaran program Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah siswa
miskin yang memenuhi sekurang-kurangnya salah satu dari kriteria
berikut:
a. Siswa yang orangtuanya menerima Kartu Perlindungan Sosial (mulai
diberlakukan bagi penerima BSM tahun 2013);
b. Siswa penerima Kartu Calon Peneriman Bantuan Siswa Miskin;
c. Orang tua siswa terdaftar sebagai peserta PKH;
d. Yatim dan/atau piatu;
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e. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah
berkepanjangan, anak dari korban PHK, atau indikator lokal
lainnya).
5. Besaran Dana
Sumber dana program Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun
pelajaran 2012/2013 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) pemerintah pusat dan masing-masing siswa akan menerima
sebesar:
a. Siswa SD/MI: Rp 360.000,00 per tahun.
b. Siswa SMP/MTs: Rp 550.000,00 per tahun.
c. Siswa SMA/MA: Rp 1.000.000,00 per tahun.
6. Sumber Pembiayaan
Sumber dana Bantuan Siswa Miskin berasal dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN). Alokasinya tertuang dalam Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Kementerian Agama. Berikut alokasi dana Bantuan Siswa Miskin
(BSM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
serta Kementerian Agama pada tahun 2009 sampai tahun 2012:
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Tabel 1. Alokasi Dana BSM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
BSM KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jenjang
Pendidikan
Tahun 2009 Tahun 2010
Penerima Alokasi (Rp) Penerima Alokasi (Rp)
SD 1.796.800 646.848.000.000 2.277.039 819.734.040.000
SMP 523.667 288.016.850.000 591.129 325.120.950.000
SMA 577.791 450.676.980.000 613.967 478.894.260.000SMK
PTN/
PTU/ UT 90.370 108.444.000.000 641.069 769.282.800.000
Total 2.988.628 1.493.985.830.000 4.123.204 2.393.032.050.000
Jenjang
Pendidikan
Tahun 2011 Tahun 2012
Penerima Alokasi (Rp) Penerima Alokasi (Rp)
SD 2.040.000 734.400.000.000 2.040.000 734.400.000.000
SMP 998.212 549.016.600.000 998.212 549.016.600.000
SMA 306.124 238.776.720.000 306.124 238.776.720.000SMK
PTN/
PTU/ UT 260.000 312.000.000.000 260.000 312.000.000.000
Total 3.604.336 1.834.193.320.000 3.604.336 1.834.193.320.000
Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2012)
Tabel 2. Alokasi Dana BSM Kementerian Agama
BSM KEMENTERIAN AGAMA
Jenjang
Pendidikan
Tahun 2009 Tahun 2010
Penerima Alokasi (Rp) Penerima Alokasi (Rp)
MI 645.556 232.400.160.000 714.642 257.271.120.000
MTs 544.861 299.673.550.000 645.033 354.768.150.000
MA 316.282 246.699.960.000 382.903 298.664.340.000
PTA 65.175 78.210.000.000 77.781 93.337.200.000
Total 1.571.874 856.983.670.000 1.820.359 1.004.040.810.000
Jenjang
Pendidikan
Tahun 2011 Tahun 2012
Penerima Alokasi (Rp) Penerima Alokasi (Rp)
MI 750.000 270.000.000.000 750.000 270.000.000.000
MTs 600.000 330.000.000.000 600.000 330.000.000.000
MA 400.000 312.000.000.000 400.000 312.000.000.000
PTA 63.856 76.627.200.000 63.856 76.627.200.000
Total 1.813.856 988.627.200.000 1.813.856 988.627.200.000
Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2012)
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7. Pemanfaatan Dana
Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dimanfaatkan oleh siswa
untuk pembiayaan keperluan pribadi siswa dalam rangka penyelesaian
pendidikan pada jenjang pendidikan masing-masing siswa penerima
BSM, antara lain digunakan untuk:
a. pembelian buku, bahan, alat tulis, dan sejenisnya;
b. pembelian seragam sekolah, tas sekolah, dan sejenisnya;
c. transportasi pulang-pergi ke sekolah.
8. Mekanisme penentuan dan penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) telah dilaksanakan selama
bertahun-tahun. Mekanisme yang digunakan pun selalu berkembang
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada tiap
periode pelaksanaan program. Peneliti akan mengulas mekanisme
penentuan dan penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMP dimulai
dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan sekolah khusus pada
periode tahun pelajaran 2012/2013 sebagai berikut:
a. Sosialisasi Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMP Tahun Pelajaran
2012/2013
Sosialisasi Bantuan Siswa Miskin (BSM) dilakukan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat
Pembinaan SMP. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang
perwakilan dari Seksi SMP, Bidang Pendidikan Dasar pada tiap
kabupaten/kota untuk berkumpul dan mendapat informasi mengenai
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hal-hal yang berkaitan dengan BSM SMP tahun pelajaran 2012/2013.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat
Teknis menentukan dan menginformasikan kuota calon penerima
BSM SMP ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan
Dinas Pendidikan Provinsi dengan mempertimbangkan Data Pokok
Pendidikan, Basis Data Terpadu Program Pendataan Perlindungan
Sosial 2011, Indeks Kemiskinan, dan jumlah Kartu Calon Penerima
BSM.
Dinas Pendidikan kabupaten/kota menginformasikan dan
mendistribusikan kuota ke SMP-SMP calon penerima BSM dengan
mempertimbangkan kondisi masyarakat tidak mampu/miskin, jumlah
siswa miskin di sekolah, prinsip pemerataan, dan prinsip keadilan.
Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan/kota dengan mengundang
Kepala Sekolah atau wakil dari masing-masing SMP yang diberi kuota
penerima BSM untuk menghadiri pertemuan terkait hal-hal mengenai
BSM SMP.
b. Usulan dan penetapan calon penerima BSM SMP Tahun Pelajaran
2012/2013
Usulan calon penerima BSM tahun pelajaran 2012/2013
menggunakan Kartu Calon Penerima BSM atau yang disebut dengan
kartu BSM. Mekanisme melalui penggunaan kartu BSM ini untuk
memperbaiki ketepatan penetapan sasaran penerima program BSM
agar lebih dapat menjangkau anak usia sekolah yang berasal dari
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keluarga miskin. Kartu BSM berisi identitas siswa serta orang tua
siswa yang diperoleh dari Basis Data Terpadu TNP2K dengan
mempertimbangkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berisi
informasi siswa kelas 1 hingga kelas 9 pada tahun pelajaran
2012/2013. Basis Data Terpadu berisi informasi yang dapat
mengidentifikasi nama anak, usia, dan alamat rumah tangga di
kabupaten/kota sebagai bagian dari Pendataan Program Perlindungan
Sosial 2011. Kartu BSM ini dikirimkan ke alamat rumah siswa calon
penerima BSM melalui kantor pos.
Siswa yang telah mendapat kartu BSM berarti telah berstatus
sebagai calon penerima BSM. Siswa yang namanya tercantum dalam
kartu dapat menjadi penerima BSM SMP apabila  memenuhi
persyaratan dan mekanisme sebagai berikut:
1) Siswa yang menerima kartu harus telah terdaftar sebagai siswa
kelas 7 SMP N 15 Yogyakarta di tahun ajaran 2012/2013.
2) Setelah menerima kartu, siswa yang namanya tercantum dalam
kartu harus menandatangani kartu dan menyerahkan kartu ke pihak
sekolah.
3) Pihak sekolah akan menerima kartu yang diserahkan siswa yang
namanya tercantum dalam kartu dan melakukan verifikasi
keabsahan kartu yang dimaksud, melengkapi kartu dengan mengisi
NISN (bila ada), NPSN, nama sekolah, dan merekapitulasi seluruh
nama siswa yang menyerahkan kartu.
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4) Pihak sekolah akan mengusulkan nama-nama siswa tersebut
kepada Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta selanjutnya akan mengusulkan
daftar nama siswa ke Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
6) Kartu akan disimpan oleh sekolah dan diserahkan ke Kantor Dinas
Pendidikan Kota Yogyakarta yang selanjutnya akan diteruskan
kepada Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7) Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menetapkan
nama-nama siswa kelas 7 SMP tahun ajaran 2012/2013 sebagai
penerima BSM tahun pelajaran 2012/2013 sebesar Rp 550.000,00
setahun.
8) Kartu hanya dicetak satu kali untuk setiap siswa yang dicalonkan
sebagai penerima BSM SMP. Setiap kerusakan serta kehilangan
kartu menjadi tanggung jawab siswa yang mendapatkan kartu
tersebut. Oleh karena itu, siswa bertanggung jawab untuk segera
menyerahkan kartu ke pihak sekolah di mana siswa terdaftar dan
bersekolah.
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c. Pencairan dan penyaluran dana BSM SMP
Mekanisme pencairan dan penyaluran dana Bantuan Siswa
Miskin (BSM) berpedoman pada Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan
Siswa Miskin SMP tahun 2013.
1) Peran Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
Pencairan dana BSM dilakukan oleh Direktorat Teknis
Dirjen Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke
Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan
Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilampiri:
a. Surat Keputusan tentang Penetapan Siswa Penerima BSM;
b. Surat perjanjian kerjasama antara Direktorat Teknis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan lembaga
penyalur;
c. Kuitansi Penyerahan Dana BSM dari Direktorat Teknis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada lembaga
penyalur
Bagian Keuangan Sekretariat Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) berdasarkan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh
Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
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Surat Permintaan Membayar (SPM) tersebut disampaikan ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta
untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Dana BSM dicairkan oleh KPPN langsung ke lembaga
penyalur.
2) Peran lembaga penyalur
Lembaga penyalur memiliki tugas untuk menyalurkan
dana BSM sampai ke siswa. Direktorat SMP mentransfer dana
BSM melalui PT Pos Indonesia untuk menyalurkan manfaat BSM
langsung kepada siswa. SMP N 15 Yogyakarta mendapat kiriman
dana bantuan dari Kantor Pos Danurejan.
d. Pengambilan dana BSM SMP
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat pemberitahuan
penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) ditujukan kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, serta dilampiri daftar penerima BSM
pada masing-masing SMP sekabupaten/kota. Mekanisme pengambilan
dana BSM SMP, yang menyatakan bahwa dana BSM dapat diambil di
Kantor Pos terdekat dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Siswa membawa salah satu tanda pengenal (Kartu Pelajar,
fotokopi rapor, atau surat keterangan dari sekolah);
2) Siswa menandatangani bukti penerimaan dana BSM SMP yang
disediakan oleh Kantor Pos Bayar (KP Bayar);
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3) Pengambilan dana BSM dapat dilakukan secara kolektif oleh
sekolah/orangtua/wali apabila siswa mengalami kondisi sebagai
berikut:
a) Lokasi sekolah terpencil, dan terisolir secara geografis;
b) Lokasi sekolah terisolir karena bencana alam;
c) Dalam batas waktu pengambilan BSM, siswa penerima BSM
SMP kondisinya tidak memungkinkan mengambil sendiri
karena sakit;
d) Ada surat kuasa kolektif dari siswa penerima BSM SMP yang
telah ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan;
e) Kepala Sekolah/orang tua/wali penerima kuasa menyerahkan
dana BSM SMP tersebut kepada siswa selambat-lambatnya
12 hari kerja setelah BSM SMP diterima oleh Kepala
Sekolah/orang tua/wali. Siswa menandatangani kembali
daftar penerimaan BSM SMP sebagai bukti penerimaan.
f) Apabila dalam kurun waktu 3 bulan dana BSM belum
diambil oleh siswa maka dana tersebut akan dikembalikan ke
Kas Negara. Namun, selama ini belum ada kasus dana tidak
diambil  oleh siswa.
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Berikut alur pengusulan BSM SMP secara garis besar:
Direktorat Pembinaan SMP
Seksi Pembinaan SMP
masing-masing Dinas
Pendidikan Kab/Kota
sosialisasi
Kepala Sekolah
masing-masing SMP
sosialisasi
Tim Pelaksana BSM di
sekolah (Guru BK & TU)
sosialisasi
TNP2K
Menetapkan dan mengirim
kartu BSM ke alamat siswa
calon penerima BSM
menetapkan
kuota
Siswa penerima kartu BSM
datang ke sekolah tempat
siswa mendaftar dan
bersekolah
Berdasarkan
Dapodik dan
BDT
Memverifikasi dan
rekapitulasi daftar calon
penerima BSM berdasarkan
penerima kartu BSM serta
mengusulkan siswa lain
(jika ada)
Menyerahkan daftar usulan ke Dinas
Pendidikan Kab/Kota
Mengirim usulan ke Direktorat
Pembinaan SMP
Gambar 1. Alur Pengusulan BSM SMP
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Alur tahap penentuan dan penyaluran BSM SMP tahun pelajaran
2012/2013 dapat digambarkan sebagai berikut:
Direktorat Pendidikan SMP
melalui Direktorat Teknis
Mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran
(SPP) ke Bag. Keuangan
Sekretariat Dirjen Dikdas
Kemendikbud
Menerbitkan SK Penerima
BSM SMP
Bag. Keuangan menerbitkan
Surat Permintaan Membayar
(SPM)
SPM diserahkan ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN)
Dana BSM dicairkan oleh
KPPN langsung ke lembaga
penyalur (kantor pos)
SK dikirim ke
masing-masing Dinas
Pendidikan Propinsi dan
Kab/Kota
SK dikirim ke
masing-masing SMP
Sekolah memanggil siswa
dan orang tua siswa untuk
pemberitahuan
Dana BSM dapat diambil
melalui kantor pos oleh
siswa sendiri atau sekolah
mengambilkan dana BSM
berdasarkan surat kuasa
yang ditandatangani oleh
siswa
Laporan penggunaan dana dibuktikan dengan kuitansi pembelian
barang kebutuhan oleh siswa diserahkan ke sekolah
Sekolah menyerahkan laporan penggunaan dana yang telah
ditandatangani oleh siswa ke kantor pos dan Disdik Kab/Kota
Kantor pos mengirim laporan
langsung ke Direktorat
Pembinaan SMP
Disdik Kab/Kota (sebagai arsip)
Gambar 2. Alur Penentuan dan Penyaluran BSM SMP
peny
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9. Pembatalan Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dapat dibatalkan apabila
siswa yang bersangkutan mengalami keadaan sebagai berikut:
a. Meninggal dunia;
b. Berhenti sekolah;
c. Mengundurkan diri sebagai penerima BSM;
d. Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin;
e. Berstatus sebagai terdakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal.
10. Susunan Organisasi, Tugas, dan Tanggung Jawab Sekolah
Penanggungjawab : Kepala Sekolah
Pelaksana : Guru dan Tata Usaha Sekolah
Tugas dan tanggung jawab pelaksana BSM tingkat sekolah:
a. Mendata siswa calon penerima BSM sesuai dengan kriteria yang
telah ditentukan;
b. Membuat daftar usulan calon penerima BSM per kelas dengan
gendernya sesuai dengan urutan prioritas (urutan ke-1 berarti lebih
membutuhkan dibanding dengan urutan berikutnya)
c. Menerbitkan SK kepala sekolah tentang usulan calon penerima
BSM;
d. Membatalkan penerima BSM yang tidak sesuai dengan kriteria;
e. Menyampaikan laporan realisasi penerimaan dana BSM ke Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
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f. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
g. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap kehadiran
siswa penerima BSM ke sekolah.
11. Tata Tertib Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Sekolah
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh sekolah dalam
menyelenggarakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di sekolah yaitu:
a. Mengetahui dan memahami panduan pelaksanaan BSM yang
diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Tidak melakukan manipulasi data jumlah siswa miskin dengan
maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar;
c. Usulan siswa miskin harus didasarkan pada kriteria sesuai dengan
ketentuan;
d. Tidak melakukan pungutan/pemotongan dalam bentuk dan alasan
apapun terhadap siswa penerima BSM;
e. Mengumumkan daftar siswa penerima dana BSM di papan
pengumuman sekolah.
f. Sekolah wajib menyediakan lembar pencatatan untuk menampung
pertanyaan, saran,kritik, serta pengaduan terkait BSM.
42
D. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan digunakan untuk menghindari pengulangan
kajian terhadap hal-hal yang sama pada penelitian ini. Berikut penelitian yang
relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti:
1. Pengaruh Penggunaan Bantuan Siswa Miskin terhadap Semangat Belajar
Siswa MTs Nurul Huda Sepakung (Studi Kasus Siswa MTs Nurul Huda
Sepakung, Ds. Sepakung, Kec. Banyu Biru, Kab. Semarang) Tahun
2011/2012. Oleh Nakman, 2012. Skripsi.
Penelitian ini bertujuan untuk megetahui pengaruh penggunaan
Bantuan Siswa Miskin (BSM) terhadap semangat belajar siswa MTs.
Nurul Huda Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang
Tahun Pelajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif yang menggunakan metode angket dan observasi. Subjek
penelitian sebanyak 50 responden. Data yang terkumpul dianalisis
menggunakan teknik analisis statistik deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang positif dan
signifikan antara penggunaan bantuan siswa miskin terhadap semangat
belajar siswa di MTs Nurul Huda Sepakung Kec. Banyubiru, Kab.
Semarang Tahun pelajaran 2011/2012. Hal ini dilihat dari angket
penggunaan Bantuan Siswa Miskin yang memperoleh nilai tinggi (A)
sebanyak 20% . Kategori sedang (B) sebanyak 52% . Kategori rendah (C)
sebanyak 28%. Hasil angket altruistic/semangat belajar siswa yang
memperoleh kategori nilai tinggi (A) sebanyak 18%. Kategori sedang (B)
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sebanyak 46%. Kategori rendah (C) sebanyak 36%. Setelah data berhasil
dikumpulkan, kemudian data tersebut dikonsultasikan dengan r tabel,
dengan sejumlah subjek penelitian 50 responden dengan taraf signifikasi
5% diperoleh 0,279. Pada taraf signifikasi 1%, diperoleh 0,361, dan hasil
rxy diperoleh signifikasi 0,913, maka dapat berarti bahwa nilai rxy lebih
besar dari pada nilai r tabel yakni (0,279 < 0,913 > 0,361). Jadi hipotesis
mengenai, ada pengaruh penggunaan bantuan siswa miskin terhadap
semangat belajar siswa di MTs Nurul Huda Sepakung Kec. Banyubiru,
Kab. Semarang Tahun pelajaran 2011/2012 diterima.
2. Efektivitas Bantuan Siswa Miskin (BSM) dalam Meningkatkan Prestasi
Belajar Siswa MTs Al Muawanah Harjawinangun, Balapulang, Tegal
Tahun Pelajaran 2010/2011. Oleh Muhammad Sekhul Islam. Skripsi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Bantuan
Siswa Miskin (BSM) dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Subjek
penelitian ini adalah 60 siswa penerima bantuan siswa miskin di MTs Al
Muawanah Harjawinangun, metode pengumpulan data dengan angket
dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi belajar
siswa sesudah mendapatkan bantuan siswa miskin lebih tinggi
dibandingkan dengan prestasi belajar sebelumnya. Karena harga t hitung
= 5,1635 lebih tinggi dari t tabel = 2,000 yang berarti bantuan siswa
miskin efektif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
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Apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya
mengenai Bantuan Siswa Miskin (BSM), selain setting penelitian yang
berbeda, penelitian ini lebih fokus pada aspek implementasi Bantuan
Siswa Miskin (BSM) dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode deskriptif. Sehingga data yang didapat akan lebih lengkap,
mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat
tercapai.
E. Kerangka Berpikir
Millenium Development Goals (MDGs) yang memiliki berbagai
tujuan yang termasuk didalamnya yaitu memberantas kemiskinan dan
mewujudkan pendidikan untuk semua mendorong pemerintah untuk
menerapkan berbagai strategi dalam bidang sosial dan pendidikan. Salah satu
strategi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu membentuk Tim Nasional
Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra).
Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
memiliki berbagai program yang beberapa di antaranya termasuk dalam
program pendidikan, yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan
Siswa Miskin (BSM).
Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan yang diberikan kepada
siswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan
pendidikannya sehingga dapat mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat
masalah biaya pendidikan. Bantuan Siswa Miskin (BSM) diberikan bagi
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siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, bahkan perguruan tinggi di
Indonesia yang masuk dalam target pemberian bantuan. Salah satu sekolah
yang memiliki siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah SMP N
15 Yogyakarta, yaitu sebanyak 15 siswa. Oleh karena itu, untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di sekolah tersebut,
peneliti meneliti implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di
SMP N 15 Yogyakarta beserta pendukung dan penghambat implementasinya.
Gambar 3. Kerangka Berpikir
F. Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimana implementasi Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun pelajaran
2012/2013 di SMP N 15 Yogyakarta?
2. Bagaimana mekanisme Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun pelajaran
2012/2013 di SMP N 15 Yogyakarta?
3. Bagaimana monitoring Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun pelajaran
2012/2013 di SMP N 15 Yogyakarta?
Millenium Development Goals (MDGs)
Pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K)
Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP N 15
Yogyakarta
Faktor pendukung dan penghambat
Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bantuan Siswa Miskin (BSM)
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4. Apa saja faktor yang mendukung implementasi Bantuan Siswa Miskin
(BSM) tahun pelajaran 2012/2013 di SMP N 15 Yogyakarta?
5. Apa saja faktor yang menghambat implementasi Bantuan Siswa Miskin
(BSM) tahun pelajaran 2012/2013 di SMP N 15 Yogyakarta?
6. Bagaimana pelaksana mengatasi hambatan dalam implementasi Bantuan
Siswa Miskin (BSM) tahun pelajaran 2012/2013 di SMP N 15 Yogyakarta?
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat
mengetahui proses implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM),
dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir
rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian ini. Dengan digunakan
pendekatan kualitatif maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih
mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.
Sugiyono (2007: 15) menjelaskan sebagai berikut:
Metodologi penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti
pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah
eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,
pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan
snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis
data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan
makna darpada generalisasi.
B. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode deskriptif karena bermaksud untuk mendeskripsikan
keterangan tentang data yang didapat dari lapangan berupa data tertulis
maupun lisan dari pihak-pihak yang diteliti. penelitian ini meneliti mengenai
implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun pelajaran
2012/2013 di SMP N 15 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat
melalui lima aspek, yaitu sasaran, mekanisme usulan, pengambilan dana,
pemanfaatan dana, tugas dan tanggung jawab sekolah.
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C. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian merupakan posisi yang sangat penting karena pada
subjek terdapat data tentang aspek yang akan diteliti dan diamati oleh
peneliti. Subjek penelitian dalam implementasi kebijakan Bantuan Siswa
Miskin (BSM) tahun pelajaran 2012/2013 di SMP N 15 Yogyakarta yaitu
Staf Seksi SMP Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota
Yogyakarta yang mengurusi Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kepala sekolah,
guru Bimbingan dan Konseling selaku koordinator BSM di sekolah, tiga
orang siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM), serta orang tua ketiga
siswa penerima BSM tersebut.
Sedangkan Objek penelitian ini yaitu mengenai implementasi
kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP N 15 Yogyakarta. Data
Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang akan diteliti yaitu pada tahun pelajaran
2012/2013.
D. Setting Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SMP di Kota Yogyakarta
yaitu SMP N 15 Yogyakarta. Alasan pemilihan sekolah tersebut adalah
karena penerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP N 15
Yogyakarta tahun 2012/2013 ini cukup banyak skala sekolah perkotaan yang
maju, yakni 15 siswa. Hal ini mengindikasikan bahwa sekolah tersebut
berpotensi memiliki siswa-siswa miskin yang rawan putus sekolah, yang
mengindikasikan bahwa mungkin saja SMP N 15 Yogyakarta dijadikan
sasaran bagi sebagian masyarakat miskin di Kota Yogyakarta untuk
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menyekolahkan anak-anak mereka. Sebagai tambahan, peneliti juga
melaksanakan penelitian di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk
mendapatkan data-data atau dokumen mengenai kebijakan Bantuan Siswa
Miskin (BSM) pada tingkat birokrat atau pejabat daerah.
E. Sumber Data
Penelitian pada dasarnya adalah usaha mencari data yang diperlukan
untuk menguji hipotesis dan untuk memecahkan masalah tertentu atau
sekedar ingin mengetahui apakah ada persoalan atau tidak. Oleh karena itu,
agar penelitian dapat berhasil dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan,
maka data yang dikumpulkan harus baik pula. Menurut sumbernya data dapat
dibagi menjadi dua macam, yaitu:
1. Data primer
Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya,
diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Peneliti mengambil data di
lapangan untuk melakukan observasi serta mengumpulkan data secara
langsung oleh peneliti sendiri. Termasuk data primer dalam penelitian ini
diantaranya data yang didapat peneliti secara langsung dari  Staf Seksi
SMP Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota
Yogyakarta yang mengurusi Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kepala
sekolah SMP N 15 Yogyakarta, guru Bimbingan dan Konseling SMP N
15 Yogyakarta, tiga siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) di
SMP N 15 Yogyakarta, dan orang tua siswa penerima BSM tersebut.
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2. Data sekunder
Adalah data yang diusahakan pengumpulannya oleh peneliti
dengan cara studi perpustakaan dengan mengumpulkan data yang
dilakukan dengan mempelajari, menelaah, dan menganalisa literatur yang
mempunyai hubungan erat dengan topik penelitian yang diteliti. Data
sekunder yang telah diperoleh peneliti yaitu Buku Panduan Bantuan
Siswa Miskin (BSM) tahun 2013, Surat Keputusan (SK) penerima
Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), laporan penerimaan
Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diterima siswa di SMP N 15
Yogyakarta tahun pelajaran 2009/2010, laporan periode Januari-Juni
tahun 2010, laporan periode Januari-Juni tahun 2012, dan laporan tahun
pelajaran 2012/2013.
F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri dibantu
dengan pedoman observasi, pedoman wawancara, serta pedoman
dokumentasi pengumpulan data. Menurut Djam’an Satori dan Aan Komariah
(2011: 90) mengemukakan bahwa:
Instrumen penelitan kualitatif adalah “human instrument” atau
manusia sebagai informan maupun yang mencari data dan instrumen
utama penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri sebagai ujung
tombak pengumpul data (instrumen). Peneliti terjun secara langsung
ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang
dibutuhkan dengan terlebih dahulu sudah memiliki beberapa pedoman
yang akan dijadikan alat bantu mengumpulkan data. Pedoman tersebut
dikembangkan dari kategori/sub kategori yang akan dicari data
lapangannya dengan menggunakan teknik yang tepat. Teknik yang
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digunakan dapat berupa kegiatan observasi, partisipasi, studi dokumen,
wawancara.
G. Teknik Pengumpulan data
Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:
1. Observasi
Observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang gambaran
spesifik keadaan yang dapat diamati oleh peneliti. Suharsimi Arikunto
(2010:200) menyebutkan bahwa observasi dapat dilakukan dengan dua
cara, yaitu:
a. Observasi non-sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan
tidak menggunakan instrumen pengamatan.
b. Observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan
menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara observasi
sistematis yang menggunakan pedoman observasi. Pedoman observasi
berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan
diamati (pedoman observasi terlampir).
2. Wawancara
Wawancara digunakan untuk mendapatkan data yang tidak dapat
diamati secara langsung oleh peneliti, sehingga harus melakukan
wawancara kepada pihak terkait untuk mendapatkan informasi tentang
masalah yang diangkat. Suharsimi Arikunto (2010:199) menjabarkan
macam-macam wawancara ditinjau dari pelaksanaannya, yaitu:
52
1) Wawancara bebas, yaitu wawancara yang dilakukan tanpa
menggunakan pedoman wawancara, sehingga pewawancara lebih
bebas dalam melakukan wawancara kepada narasumber. Hal ini
membuat suasana menjadi lebih santai, namun perlu diperhatikn
bahwa wawancara yang tanpa pedoman dapat membuat arah
pertanyaan kadang kurang terkendali.
2) Wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan
menggunakan pedoman wawancara sehingga arah pertanyaan
menjadi lebih mudah difokuskan.
3) Wawancara bebas terpimpin, yaitu gabungan antara wawancara
bebas dan wawancara terpimpin.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara
bebas terpimpin agar proses wawancara dapat berkembang namun tetap
berada pada fokus pedoman wawancara yang telah dibuat (pedoman
wawancara terlampir).
3. Dokumentasi
Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan
data dokumen berupa buku-buku, peraturan-peraturan pemerintah,
landasan hukum, notulen rapat, dokumen, dan sebagainya. Metode
dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto (2010:201-202) dapat
dilaksanakan dengan:
1) Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori
yang dicari datanya (terlampir).
53
2) Check-list, yaitu daftar variabel yang dikumpulkan datanya. Dalam
hal ini peneliti tinggal memberikan tanda atau tally setiap
pemunculan gejala yang dimaksud.
H. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum
memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan
(Sugiyono, 2012: 89).
1. Analisis sebelum di lapangan
Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau
data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.
Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan
berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan (Sugiyono,
2012: 90).
2. Analisis selama di lapangan model Miles dan Huberman
a. Reduksi data
Pada saat peneliti memasuki lapangan akan banyak data yang
didapat selama melakukan proses penelitian. Ada data yang sesuai
dengan fokus penelitian, ada juga yang sama sekali tidak ada sangkut
pautnya dengan fokus penelitian. Maka dilakukan reduksi data agar
data yang dianalisis nanti benar-benar data yang telah tersaring dan
tidak ada lagi data yang tidak bermanfaat bagi penelitian.
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Sugiyono (2012: 92) mengemukakan sebagai berikut:
...................................................................................................
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema
dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi
akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan...
b. Penyajian data
Setelah data-data direduksi, maka data ditampilkan. Pada
penelitian kualitatif, data biasanya ditampilkan dalam bentuk narasi
atau narasi deskriptif. Berdasarkan tampilan data tersebut dapat
dilihat pola-pola yang terbentuk sebagai hasil dari penelitian. dengan
mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa
yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang
telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2012: 95).
c. Verifikasi
Verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari berbagai data
dan informasi yang telah didapat peneliti selama melakukan
penelitian.
3. Analisis setelah selesai di lapangan
Analisis setelah selesai di lapangan sebenarnya sangat jarang
dilakukan. Nasution dalam Sugiyono (2012:89) menjelaskan bahwa
dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses
pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.
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I. Uji Keabsahan Data
Pengujian pada keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui
triangulasi data. Triangulasi, baik metode, dan sumber untuk mengecek
kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh
sumber lain, dilakukan untuk mempertajam tilikan kita terhadap hubungan
sejumlah data (Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2011:100).
Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua
cara, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang
telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2012:127).
Triangulasi sumber yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini
adalah melakukan penggalian data dari sumber yang berbeda baik
sumber data primer yang meliputi Staf Seksi SMP Bidang Pendidikan
Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang mengurusi
Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kepala sekolah, guru Bimbingan dan
Konseling selaku pelaksana BSM di sekolah, tiga orang siswa penerima
Bantuan Siswa Miskin (BSM), serta orang tua ketiga siswa penerima
BSM tersebut, maupun sumber data sekunder yang meliputi Buku
Panduan Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2013, Surat Keputusan
(SK) penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dikeluarkan oleh
Kemdikbud, laporan Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMP N 15
Yogyakarta tahun pelajaran 2012/2013.
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2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada
sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2012:127).
Triangulasi teknik yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan
menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda kepada
masing-masing sumber yang diteliti di atas. Teknik yang dilakukan yaitu
dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil SMP N 15 Yogyakarta
1. Identitas Sekolah
a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Negeri 15
Yogyakarta
b. Nomor Statistik Sekolah : 221046003001
c. Tipe Sekolah : A
d. Alamat Sekolah : Jalan Tegal Lempuyangan Nomor
61 Yogyakarta, Kelurahan Bausasran,
Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
e. Alamat Email : smp15yk@yahoo.co.id
f. Telepon/Fax : (0274) 512912 / (0274) 544903
g. Nilai Akreditasi Sekolah : A skor 96
h. Luas Lahan : 12.703 m2
i. Jumlah Ruang Lantai 1 : 14 ruang
j. Jumlah Ruang Lantai 2 : 16 ruang
k. Jumlah Rombel : 30 rombel
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2. Sejarah Sekolah
SMP N 15 Yogyakarta memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari
masa sebelum kemerdekaan sampai masa kemerdekaan saat ini.
a. Masa sebelum kemerdekaan
SMP Negeri 15 Yogyakarta yang beralamat di jalan Tegal
Lempuyangan 61 Yogyakarta memiliki sejarah panjang. Namun,
sumber-sumber dan dokumen resmi sebagai bahan referensi sudah
sangat langka, bahkan sudah tidak ditemukan lagi. Dari beberapa
peninggalan yang ada misalnya : mesin-mesin praktek keterampilan,
buku-buku praktek keterampilan, beberapa tulisan di dinding
bangunan sebelum roboh,  dapat diketahui bahwa SMP Negeri 15
Yogyakarta pada masa sebelum kemerdekaan atau lebih tepatnya
masa Hindia Belanda merupakan Sekolah Teknik atau “AMBA
SCHOOL” (Sumber: Dokumen SMP N 15 Yogyakarta).
b. Masa setelah kemerdekaan
Secara singkat, kronologi keberadaan SMP Negeri 15
Yogyakarta dijabarkan sebagai berikut:
1) Sekitar tahun 1975, banyak Sekolah Teknik ( ST ) yang beralih
nama dan digabung menjadi satu sekolah dan satu lokasi , seperti
ST 7, ST 8, ST 9, ST 10 dibagi menjadi dua sekolah yaitu ST 7
berdiri sendiri sedangkan ST 8, ST 9, ST 10 digabung menjadi ST
8 dan berada dalam satu lokasi. ST 7 dan ST 8 dipimpin oleh satu
orang Kepala Sekolah yang bernama Muslam. Adapun mengenai
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program keterampilan ST 7 dengan program keterampilan logam
dan ST 8 dengan program keterampilan listrik dan bangunan.
Pada tahun 1978 ST 7 dipindah ke luar kota menjadi SMP,
sedangkan lokasi di Jalan Tegal Lempuyangan sepenuhnya
dipakai oleh ST Negeri 8 dengan program keterampilan logam,
bangunan dan listrik.
2) Berdasarkan SK Mendikbud RI No. 0259/O/1994 tanggal 5
Oktober 1994 tentang alih fungsi ST/SKKP menjadi SMP, maka
ST Negeri 8 beralih fungsi menjadi SMP Negeri 19 Yogyakarta.
Adapun program keterampilan masih tetap dijalankan seperti pada
waktu masih ST.
3) Pada tahun 1997 SMP Negeri 19 berubah menjadi SLTP Negeri
15 Yogyakarta berdasarkan SK Mendikbud RI No. 034/O/1997
tanggal 7 Maret 1997 tentang perubahan nomenklatur SMP
Menjadi SLTP serta organisasi dan tata kerja SLTP.
4) Selanjutnya pada tahun 2000 SLTP berubah menjadi SMP,
sehingga SLTP Negeri 15 Yogyakarta berubah menjadi SMP
Negeri 15 Yogyakarta.
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3. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah
a. Visi
Visi SMP N 15 Yogyakarta yaitu  “Teguh dalam Iman, Santun
dalam laku, Unggul dalam Ilmu, Terampil dalam Karya, Hijau dalam
Nuansa”
Visi sekolah tersebut tergambar di dalam indikator-indikator
sebagai berikut :
1) Unggul dalam bidang peningkatan akademik
2) Unggul dalam bidang peningkatan aktivitas keagamaan
3) Unggul dalam prestasi  seni, budaya dan olah raga
4) Mandiri dan berjiwa wirausaha
5) Terampil berkomunikasi dalam bahasa Inggris
6) Unggul dalam dalam penyediaan media dan sarana belajar serta
kegiatan siswa
7) Lingkungan yang hijau bersih dan asri
b. Misi
Misi sekolah ini dijabarkan sebagai berikut:
1) Mengembangkan sekolah berwawasan mutu dan keunggulan
2) Menumbuhkan dan mengembangkan penghayatan terhadap agama
yang dianut
3) Menumbuhkembangkan rasa cinta seni dan olah raga sehingga
mampu meraih prestasi yang lebih baik
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4) Membekali jiwa kewirausahaan dan kemandirian dalam
menghadapai persaingan global.
5) Membekali keterampilan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
6) Meningkatkan mutu media,  sarana dan prasarana belajar serta
kegiatan siswa dalam rangka   peningkatan  mutu  pendidikan.
7) Mengembangkan lingkungan sekolah yang asri, bersih, nyaman
dan bersahaja
c. Tujuan
Untuk mewujudkan Visi dan Misi SMP Negeri 15 Yogyakarta,
perlu dirumuskan tujuan sekolah yang meliputi:
1) Tujuan Umum
Tujuan umum SMP Negeri 15 Yogyakarta mengacu pada
tujuan umum pendidikan dasar yaitu meletakkan dasar kecerdasan,
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dan memiliki
tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.
2) Tujuan Khusus
a) Mengaplikasikan nilai-nilai moral keagamaan dalam
kehidupan sehari-hari.
b) Pembudayaan adab pergaulan dan etika kepribadian luhur.
c) Pencapaian standar proses pembelajaran tuntas dan pendekatan
individual dengan strategi penyelenggaraan yang aktif, kreatif,
inovatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna.
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d) Memenuhi akan mutu, akses, relevansi dan tata kelola
pendidikan efektif yang menyeimbangkan antara aspek pikir,
karsa, karya, estetika, moral keagamaan, serta tanggung jawab
terhadap kelestarian lingkungan.
e) Pemenuhan standar fasilitas sekolah baik sarana, peralatan,
perawatan, dan pengembangan ke depan.
f) Memiliki prestasi akademik dengan selisih rata-rata NUN
(gain score achievement) + 0,50 dari 7,50 menjadi 8,00.
g) Memiliki kreativitas dalam bidang keterampilan teknik dasar
sebagai bekal hidup mandiri.
h) Meraih prestasi akademik dan keterampilan dasar minimal di
tingkat  Kota Yogyakarta.
i) Memiliki tata kelola lingkungan sekolah yang sehat, indah,
bersih, hijau, dan berbudaya lingkungan.
j) Meraih prestasi sebagai sekolah berwawasan lingkungan
sampai di tingkat nasional.
4. Lokasi dan Keadaan Sekolah
SMP N 15 Yogyakarta berlokasi di Tegal Lempuyangan, dekat
Stasiun Lempuyangan Yogyakarta. SMP N 15 Yogyakarta terletak di
tengah pemukiman penduduk yang tidak begitu ramai sehingga suasana di
sekolah tidak terganggu oleh bisingnya lalu lintas, begitu juga dengan
proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan tenang dan tertib. Hal ini
juga didukung dengan lahan sekolah yang hijau serta lapangan dalam yang
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luas sehingga terkesan sejuk dan segar. Sebagai bekas sekolah teknik,
SMP N 15 Yogyakarta masih memiliki beberapa ruangan yang berfungsi
sebagai laboratorium dan sampai saat ini masih digunakan.
Kultur akademik yang diterapkan di sekolah ini juga sangat baik, di
sudut-sudut ruangan dan di tempat-strategis dipasang kata-kata yang
mampu memotivasi bagi yang membacanya. Tempat sampah tersedia di
berbagai tempat dan warga sekolah pun tertib membuang sampah di
tempatnya. Fasilitas yang ada seperti laboratorium, musholla, pendopo dan
sebagainya terawat dengan baik sehingga nyaman digunakan. Warga
sekolah termasuk di dalamnya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah,
staf Tata Usaha, guru, siswa, dan warga sekolah lain sangat ramah
terhadap sesama warga sekolah serta tamu sekolah. Hubungan antara guru
dan murid pun terlihat akrab namun tetap menghormati sehingga sangat
mendukung belajar siswa.
5. Sumber Daya Sekolah
a. Data Peserta Didik
Siswa di SMP N 15 Yogyakarta saat ini berjumlah 1.022 siswa
yang terbagi menjadi tiga kelas dan masing-masing kelas terbagi lagi
menjadi sepuluh rombongan belajar (rombel). Selama lima tahun
terakhir terjadi dinamika jumlah siswa yang belajar di SMP N 15
Yogyakarta. Berikut data mengenai jumlah siswa di SMP N 15
Yogyakarta selama lima tahun terakhir.
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Tabel 3. Data Jumlah Siswa di SMP N 15 Yogyakarta Tahun
Pelajaran 2009/2010 sampai Tahun Pelajaran 2013/2014
Th.
Pelajaran
Jml
Pendaftar
(Cln Siswa
Baru)
Kelas VII Kelas VIII Kelas IX
Jumlah
(Kls. VII + VIII
+ IX)
Jml
Siswa
Jumlah
Rombel
Jml
Siswa
Jumlah
Rombel
Jml
Siswa
Jumlah
Rombel Siswa Rombel
2009/2010 617 360 10 359 10 357 10 1076 30
2010/2011 533 360 10 354 10 356 10 1050 30
2011/2012 481 338 10 332 10 350 10 1020 30
2012/2013 443 340 10 337 10 333 10 1010 30
2013/2014 394 356 10 332 10 334 10 1022 30
Sumber: Dokumen SMP N 15 Yogyakarta
b. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMP N 15 Yogyakarta saat ini memiliki guru sebanyak 76
guru dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari yang terendah
yaitu SMA/sederajat sebanyak satu orang, D1 sebanyak satu orang,
D3 sebanyak enam orang, S1 sebanyak 65 orang, dan S3/S2 sebanyak
tiga orang. Sedangkan tenaga kependidikan atau tenaga pendukung
berjumlah 15 orang dengan perincian tenaga Tata Usaha sebanyak
sebelas orang, pustakawan sebanyak dua orang, teknisi laboratorium
komputer satu orang, dan penjaga sekolah satu orang. Dari 15 orang
tenaga kependidikan tersebut terdapat empat yang berstatus Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan sebelas orang yang berstatus pegawai honorer.
c. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang ada di SMP N 15 Yogyakarta
cukup lengkap. SMP N 15 Yogyakarta memiliki berbagai fasilitas
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pendukung belajar siswa diantaranya ruang kelas yang memadai, satu
ruang perpustakaan, dua laboratorium IPA, tiga ruang keterampilan,
satu ruang multimedia, satu ruang kesenian, satu laboratorium bahasa,
dua laboratorium komputer, satu ruang serbaguna atau aula, serta
lapangan olahraga. Selain fasilitas pendukung pembelajaran, sekolah
ini juga memiliki berbagai fasilitas pendukung diantaranya satu
gudang, satu dapur, enam kamar mandi/WC guru, enam belas kamar
mandi/WC siswa, satu ruang BK, satu ruang UKS, satu ruang
Pramuka, satu ruang OSIS, satu musholla, satu ruang ganti, satu
koperasi, satu ruang lobi, satu kantin, empat menara air, dua tempat
parkir kendaraan, dua rumah penjaga sekolah, dan dua pos jaga.
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B. Hasil Penelitian
1. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun
Pelajaran 2012/2013
Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan salah satu
program pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi siswa miskin dan
siswa yang rawan putus sekolah untuk dapat bersekolah kembali dengan
cara memenuhi kebutuhan pendidikan pribadi siswa. Dalam menganalisis
implementasi kebijakan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP N
15 Yogyakarta, peneliti melihat dari lima aspek yang meliputi sasaran,
mekanisme pengusulan, pengambilan dana, pemanfaatan dana, dan tugas
dan tanggung jawab.
a. Sasaran
Sasaran penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah siswa
yang sekurangnya-kurangnya memenuhi salah satu dari kondisi
berikut: Siswa penerima Kartu Calon Penerima Bantuan Siswa
Miskin; Orang tua siswa terdaftar sebagai peserta PKH; Yatim
dan/atau piatu; Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban
musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK, atau indikator lokal
lainnya). Sasaran penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP N
15 Yogyakarta adalah siswa yang memiliki Kartu BSM.
Penentuan sasaran atau siapa saja yang berhak menjadi calon
penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan mendapat Kartu BSM
ditangani oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
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(TNP2K). Penentuan tersebut dengan menggunakan pertimbangan
Basis Data Terpadu yang berisi data penduduk miskin seluruh
Indonesia serta Data Pokok Pendidikan yang berisi data nama siswa
Seluruh Indonesia. Kedua data tersebut digabungkan dan ditentukan
penduduk miskin yang memiliki anak usia sekolah dan layak untuk
dibantu. Setelah sasaran ditetapkan, Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) akan mengirim kartu BSM ke
alamat orang tua siswa dan siswa yang bersangkutan melalui kantor
pos.
Siswa penerima kartu BSM kemudian membawa kartu BSM
tersebut ke sekolah tempat siswa mendaftar dan bersekolah. Siswa
menyerahkan kartu BSM tersebut kepada Guru BK untuk dilakukan
rekapitulasi dan verifikasi kartu BSM tersebut dengan
mencocokkannya dengan kondisi siswa yang sebenarnya sesuai
dengan kriteria di atas. Apabila kondisi siswa telah memenuhi
minimal satu dari kriteria yang ditentukan, maka siswa diusulkan
sebagai calon penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) (data
rekapitulasi dan verifikasi tidak dicantumkan).
Sayangnya, penelitian ini terhalang oleh ketiadaan dokumen
yang mendukung, khususnya mengenai Kartu BSM yang tidak dapat
ditunjukkan oleh siswa dan sekolah. Sekolah ternyata tidak memiliki
copy-an dokumen tersebut karena langsung diserahkan ke Dinas
Pendidikan Kota Yogyakarta untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal
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Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peneliti
mencoba menelusuri dokumen yang terkait dengan Bantuan Siswa
Miskin (BSM) SMP N 15 Yogyakarta di Dinas Pendidikan Kota
Yogyakarta. Namun, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta juga tidak
menyimpan dokumen usulan yang berisi Kartu BSM.
Kartu BSM yang tidak dapat dilacak kembali keberadaannya
mendorong peneliti untuk mencari kriteria sasaran lain, yaitu siswa
yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya. Oleh karena itu,
peneliti datang ke rumah ketiga siswa penerima Bantuan Siswa
Miskin (BSM) tersebut untuk menemui orang tua ketiga siswa
tersebut dan melihat bagaimana kondisi kehidupan mereka.
Kondisi tempat tinggal mereka memang belum dapat dikatakan
layak. Satu siswa bernama VE tinggal di bantaran Sungai Code
dengan rumah yang sangat kecil dan berhimpitan dengan rumah yang
lain. Ibunya bekerja sebagai tukang masak di sebuah tempat makan
dengan gaji minim, sedangkan ayahnya masih menganggur. Siswa
kedua bernama AO tinggal di daerah Timoho, Yogyakarta. Ayahnya
seorang buruh dengan penghasilan Rp 325.000,00 per bulan,
sedangkan ibunya berjualan nasi di warung yang sangat kecil di ujung
jalan depan rumahnya. Siswa ketiga bernama JN tinggal bersama
ketiga anggota keluarganya di dalam kontrakan yang merupakan
sebuah kamar berukuran 4x2 meter. Ayahnya seorang tukang di
sebuah bengkel milik tetangga, dan ibunya bekerja di tempat
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pencucian (laundry) yang juga milik tetangga. Hal-hal tersebut
menunjukkan bahwa keluarga ketiga siswa penerima Bantuan Siswa
Miskin (BSM) memang berada dalam kondisi yang serba kekurangan.
Oleh karena itu, tepatlah apabila anak-anak mereka mendapatkan
Bantuan Siswa Miskin (BSM).
b. Mekanisme Pengusulan
1) Pendataan Awal
Mekanisme pengusulan dimulai dari Guru BK yang
melakukan rekapitulasi dan verifikasi terhadap kartu BSM yang
dibawa oleh siswa kemudian dicocokkan dengan keadaan siswa
yang sebenarnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Siswa yang diusulkan sebagai calon penerima BSM di SMP N 15
Yogyakarta adalah siswa yang memiliki Kartu BSM. Siswa yang
mendapatkan kartu BSM di SMP N 15 Yogyakarta dan membawa
kartu BSM tersebut ke sekolah sebanyak 15 anak. Kartu tersebut
kemudian dibawa siswa ke sekolah dan diserahkan ke Guru BK.
Guru BK bekerjasama dengan TU untuk merekapitulasi dan
memverifikasi data usulan tersebut. Sampai pada akhir
pendaftaran telah terdaftar 15 (lima belas) siswa tersebut dalam
daftar usulan BSM sekolah.
Sayangnya, peneliti tidak dapat memastikan apakah data
tersebut benar-benar telah direkapitulasi dan diverifikasi oleh
Guru BK atau tidak karena ketiadaan dokumen sekolah terkait itu.
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Arsip dan dokumen mengenai BSM di SMP N 15 Yogyakarta
tahun pelajaran 2012/2013 sangat terbatas. Padahal apabila dilihat
dari administrasi, seharusnya data yang ada cukup banyak. Hal
tersebut menunjukkan bahwa sekolah kurang mampu dalam
memanajemen arsip-arsip sekolah.
Mekanisme selanjutnya yaitu mengirim data. Data yang
telah diverifikasi dan direkapitulasi oleh sekolah diusulkan ke
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang selanjutnya akan
diteruskan ke tingkat pusat. Peran sekolah sementara berhenti
sampai di tahap ini karena tahap penetapan siswa penerima
Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan pencairan dana dilakukan oleh
pusat. Peran sekolah dimulai kembali setelah turunnya Surat
Keputusan siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2) Fotokopi KPS dan Kartu BSM
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) baru diberlakukan mulai
tahun pelajaran 2013/2014. Sedangkan BSM tahun 2012/2013
hanya menggunakan kartu BSM. kartu tersebut diserahkan
langsung oleh siswa ke Guru BK sekolah (bukan ke Kepala
Sekolah ataupun Wakil Kepala Sekolah) dan direkapitulasi serta
diverifikasi kebenarannya (dokumen tidak tercantum).
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3) Usulan Lain
Pemerintah memberikan kesempatan bagi sekolah untuk
mengusulkan siswa lain di luar pemilik Kartu BSM untuk turut
diajukan sebagai calon penerima BSM. Namun, pihak SMP N 15
Yogyakarta ternyata tidak mengetahui sebelumnya mengenai hal
ini, sehingga sekolah tidak mengajukan usulan siswa di luar
pemegang kartu BSM.
4) Pembuatan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah
Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah yang berisi daftar
nama siswa calon penerima BSM tidak dibuat oleh pelaksana
kebijakan di SMP N 15 Yogyakarta. Surat Keputusan (SK) yang
ada hanya Surat Keputusan (BSM) yang dibuat oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi nama siswa penerima
Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP N 15 Yogyakarta.
c. Pengambilan Dana
Dana BSM bagi siswa di SMP N 15 Yogyakarta dikirim melalui
Kantor Pos Danurejan. Pengambilan dana dilakukan setelah turunnya
Surat Keputusan (SK) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi daftar nama
siswa penerima BSM disalurkan ke sekolah melalui peran Dinas
Pendidikan Kota Yogyakarta. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
mengirim SK tersebut ke sekolah untuk ditindaklanjuti (SK terlampir).
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SK tersebut juga berisi peraturan pengambilan dana BSM melalui
kantor pos.
Berikut daftar nama siswa penerima dana Bantuan Siswa Miskin
(BSM) di SMP N 15 Yogyakarta yang tercantum dalam SK:
NO NAMA SISWA KELAS
1. Aditya Sukma 7
2. Agus Sunarto 7
3. Ari Setyaningsih 7
4. Aulia Hasan Putri 7
5. Dian Pertiwi 7
6. Jony Nugroho 7
7. Muchamad Rizky 7
8. Muhammad Ihsan Ari Yogi 7
9. Okta Andi Arto 7
10. Rosid Bagus Subagyo 7
11. Sandy Prilaninninka Yasan 7
12. Vivian Evan Seta 7
13. Yanu Milano Prakosol 7
14. Yoga Nur Cahyo 7
15. Yuliyanti 7
Tabel 4. Daftar Nama Siswa Penerima BSM di SMP N 15 Yogyakarta
(Sumber: dokumen BSM SMP N 15 Yogyakarta)
SMP N 15 Yogyakarta mengambil dana BSM secara kolektif
oleh Guru BK dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh
siswa (Surat Kuasa tidak tercantum). Dana yang telah diambil untuk
sementara waktu disimpan sementara oleh Guru BK sampai dana
tersebut diserahkan ke siswa. Penyerahan dana dilakukan oleh Guru
BK ke siswa dengan disaksikan langsung oleh orang tua siswa. Hal ini
merupakan inisiatif sekolah mengingat tidak ada kewajiban bahwa
orang tua harus disertakan dalam pengambilan dan penyerahan dana
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ke siswa. Selain itu, orang tua siswa diharapkan turut serta mengawasi
penggunaan dana BSM tersebut.
d. Pemanfaatan Dana
Pemanfaatan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) digunakan
untuk memenuhi keperluan sekolah siswa. Kebanyakan siswa
memanfaatkan dana tersebut untuk membeli buku, tas, sepatu,
seragam, dan alat musik pianika. Meskipun dana tersebut dapat
digunakan untuk biaya transportasi atau uang saku, namun siswa tidak
menggunakannya untuk hal tersebut. Di samping nantinya siswa akan
kesulitan untuk mendapatkan kuitansi, kebanyakan siswa juga hanya
menggunakan sepeda untuk transportasi untuk berangkat dan pulang
sekolah.
Terkait dengan pengumpulan kuitansi, pihak sekolah mengaku
mendapat kesulitan dalam mengumpulkan kuitansi pemanfaatan dana
dari siswa. Hal itu disebabkan karena siswa lupa membawanya, atau
kuitansinya sudah hilang, sehingga siswa kadang hanya bisa
menunjukkan barang yang sudah mereka beli menggunakan dana
BSM tersebut kepada Guru BK. Oleh karena itu, sekolah terpaksa
tidak melampirkan sebagian kuitansi ke dalam laporan realisasi dana.
e. Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah
Pemerintah pusat telah menentukan siapa saja pihak yang
menjadi pelaksana serta tugas dan tanggung jawabnya mulai dari
tingkat pusat sampai tingkat satuan pendidikan. Tim organisasi
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pelaksana kebijakan BSM di SMP N 15 Yogyakarta yaitu Kepala
SMP N 15 Yogyakarta sebagai penanggung jawab, serta Guru BK dan
Tata Usaha (TU) sekolah sebagai pelaksana. Tim ini dibentuk secara
ad hoc sampai selesainya implementasi. Namun, pada kenyataannya
Kepala SMP N 15 Yogyakarta kurang memahami hal-hal yang terkait
dengan BSM. Saat peneliti berusaha untuk wawancara dengan beliau,
Kepala Sekolah mengaku kurang memahami BSM, sehingga
menyarankan peneliti untuk langsung menemui Guru BK. Selain itu,
pelaksana BSM di SMP N 15 Yogyakarta lebih banyak ditangani oleh
Guru BK dibanding Tata Usaha (TU). Tugas dan tanggung jawab
sekolah terkait implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM)
di SMP N 15 Yogyakarta diantaranya:
1) Mendata siswa calon penerima BSM sesuai dengan kriteria yang
telah ditentukan;
Pendataan siswa calon penerima Bantuan Siswa Miskin
(BSM) seperti yang telah dijelaskan dalam mekanisme Bantuan
Siswa Miskin (BSM) di atas. Guru BK mengkonfirmasi telah
melakukan verifikasi dan rekapitulasi data siswa dengan
mencocokkannya dengan kriteria sasaran yang telah ditetapkan.
Namun, peneliti kesulitan dalam menelusuri kebenaran hal ini
karena bukti rekapitulasi dan verifikasi tidak dapat diakses oleh
peneliti. Pada akhirnya, inilah yang menjadi kekurangan dalam
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penelitian ini serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi sekolah
agar dapat memanajemen arsip sekolah dengan baik.
Siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP N 15
Yogyakarta adalah siswa yang memiliki Kartu BSM, karena
sekolah tidak mengajukan siswa lain di luar kepemilikan kartu
BSM. Kartu BSM tersebut dikirim oleh Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ke alamat masing-masing
siswa melalui kantor pos. Penentuan siapa saja yang berhak
mendapatkan Kartu BSM dilakukan dengan pertimbangan pada
Basis Data Terpadu yang berisi data keluarga miskin seluruh
Indonesia yang berasal dari Kementerian Sosial, serta Data Pokok
Pendidikan milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang
berisi nama siswa tiap jenjang sekolah di seluruh Indonesia.
Kedua data tersebut dikolaborasi sehingga muncul nama keluarga
miskin yang memiliki anak usia sekolah (sumber: Pedoman
BSM).
Basis Data Terpadu dan Data Pokok Pendidikan merupakan
data yang dapat diakses oleh seluruh kementerian Indonesia. Hal
ini mampu memangkas alur birokrasi sehingga tidak perlu
menggunakan berkas surat perijinan atau surat disposisi yang
merepotkan.
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2) Membuat daftar usulan calon penerima BSM per kelas dengan
gendernya sesuai dengan urutan prioritas (urutan ke-1 berarti
lebih membutuhkan dibanding dengan urutan berikutnya)
Hasil wawancara dengan Guru BK menjelaskan bahwa
pihak sekolah tidak membuat skala prioritas terhadap siswa calon
penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Hal tersebut tidak
dilakukan oleh Guru BK karena untuk membuat skala prioritas
calon penerima BSM, Guru BK harus mengunjungi rumah dan
keluarga siswa satu per satu sebanyak lima belas siswa. Hal ini
membutuhkan waktu luang yang banyak, sementara saat itu Guru
BK juga memiliki agenda keperluan yang lain yang lebih penting.
Meskipun demikian, kelima belas siswa yang direkapitulasi
tersebut telah ditetapkan sebagai siswa penerima Bantuan Siswa
Miskin (BSM) oleh pemerintah pusat.
3) Menerbitkan SK Kepala Sekolah tentang usulan calon penerima
BSM;
Kepala Sekolah tidak mencantumkan Surat Keputusan (SK)
yang berisi daftar nama calon penerima Bantuan Siswa Miskin
(BSM). Surat Keputusan (SK) yang ada hanya Surat Keputusan
(BSM) yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang berisi nama siswa penerima Bantuan Siswa
Miskin (BSM) di SMP N 15 Yogyakarta (SK terlampir).
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4) Membatalkan penerima BSM yang tidak sesuai dengan kriteria;
Bantuan Siswa Miskin (BSM) dapat dihentikan untuk
diberikan kepada siswa apabila siswa mengalami minimal salah
satu dari kondisi: berhenti sekolah; tidak lagi masuk dalam
kriteria siswa miskin; berstatus sebagai terdakwa dan terbukti
melakukan tindakan kriminal. Selama ini SMP N 15 Yogyakarta
belum pernah menghentikan atau membatalkan pemberian
bantuan apapun bagi siswa, termasuk Bantuan Siswa Miskin
(BSM).
5) Menyampaikan laporan realisasi penerimaan dana BSM ke Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
Laporan realisasi penerimaan dana Bantuan Siswa Miskin
(BSM) yang dikirim oleh sekolah ke dinas Pendidikan Kota
Yogyakarta berisi daftar nama siswa serta tanda tangan siswa
penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Laporan tersebut selain
dikirim ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta juga dikirim ke
kantor pos dilampiri dengan rekapitulasi kuitansi siswa
(rekapitulasi kuitansi tidak tercantum). Sampai pada tahap ini,
sekolah khususnya Guru BK tidak mengetahui keberlanjutan
laporan tersebut akan digunakan sebagai apa. (daftar nama dan
tanda tangan siswa terlampir).
Seperti yang diketahui peneliti bahwa laporan yang dikirim
ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta hanya dijadikan arsip.
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Sedangkan laporan yang dikirim ke kantor pos dikirimkan ke
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dijadikan
evaluasi bagi BSM tahun selanjutnya.
6) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
SMP N 15 Yogyakarta menyambut baik siswa maupun
orang tua siswa yang bersedia memberikan saran dan kritik bagi
sekolah terkait penanganan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Selain
itu, pemerintah pusat juga telah menyediakan media bagi
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait Bantuan
Siswa Miskin (BSM) melalui pengaduan milik Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan di www.lapor.ukp.go.id atau
mengirimkan email ke pengaduan@kemdikbud.go.id Namun,
selama ini tidak ada keluhan dari siswa maupun orang tua siswa
terkait Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP N 15 Yogyakarta.
Orang tua siswa bahkan berharap agar bantuan ini dapat terus
berjalan dan ditingkatkan lagi agar kebutuhan pendidikan anak-
anak mereka dapat terbantu lagi.
7) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap
kehadiran siswa penerima BSM ke sekolah.
Siswa penerima dana BSM harus mendapat pembinaan dan
pengawasan oleh sekolah terkait kehadiran atau presensi siswa di
kelas. Pemantauan kehadiran siswa penerima Bantuan Siswa
Miskin (BSM) dilakukan oleh Guru BK dan bekerja sama dengan
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wali kelas masing-masing siswa. Namun, peneliti justru
mendapatkan informasi dari salah satu siswa penerima BSM
bahwa siswa tersebut sering tidak masuk sekolah dan tinggal
kelas. Siswa tersebut dikenal di lingkungan BK sebagai anak yang
susah diatur dan layak kalau siswa tersebut tidak naik kelas.
Tanggapan dari Guru BK menyiratkan bahwa Guru BK
sudah ‘tidak mau tahu’ tentang anak tersebut dan tidak melakukan
pembinaan apalagi evaluasi terhadap siswa tersebut sampai
akhirnya saat ini anak tersebut kembali rajin sekolah dan
mendapatkan pembinaan dari kedua orang tuanya. Kasus tersebut
mengindikasikan tidak adanya kerjasama dan tindakan pembinaan
dan evaluasi yang dilakukan oleh Guru BK dan wali kelas. Pihak
sekolah hanya melakukan pemantauan kehadiran siswa tanpa
disertai tindakan bagaimana melakukan pembinaan terhadap
siswa khususnya siswa penerima BSM.
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2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Program Bantuan Siswa
Miskin (BSM) di SMP N 15 Yogyakarta
Penelitian terhadap implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin
(BSM) di SMP N 15 Yogyakarta memiliki beberapa poin penting terkait
dengan hal-hal atau faktor yang mendukung pelaksanaan program ini
berjalan dengan baik. Berikut beberapa poin penting mengenai hal-hal
yang mendukung keberhasilan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di
SMP N 15 Yogyakarta:
a. Adanya informasi yang diberikan secara rutin dari dinas ke sekolah,
baik berupa buku panduan, edaran, maupun melalui sosialisasi secara
lisan.
b. Adanya transparansi dan rasa saling percaya (trust) terhadap
penggunaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari siswa dan orang
tua, serta sekolah melalui kewajiban penggunaan kuitansi dalam
pelaporan pemanfaatan dana.
c. Keputusan pemerintah pusat untuk menggunakan Data Pokok
Pendidikan (Dapodik) yang berisi informasi siswa kelas 1 hingga
kelas 9 pada tahun pelajaran 2012/2013 serta Basis Data Terpadu
berisi informasi yang dapat mengidentifikasi nama anak, usia, dan
alamat rumah tangga di kabupaten/kota untuk dari Pendataan Program
Perlindungan Sosial 2011 sebagai salah satu indikator penentuan
sasaran penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) membantu
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pemerintah mendapatkan data mengenai keluarga miskin dengan lebih
akurat serta mampu memangkas birokrasi.
3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Bantuan Siswa
Miskin (BSM) di SMP N 15 Yogyakarta
Peneliti juga telah mendapatkan beberapa poin penting yang
menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan Bantuan Siswa
Miskin (BSM) tahun 2012/2013. Berikut faktor penghambat implementasi
Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun pelajaran 2012/2013 Di SMP N 15
Yogyakarta:
a. Evaluasi program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilaksanakan
pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan-
perubahan secara teknis khususnya mengenai mekanismenya. Hal ini
memaksa para pelaksana untuk terus melakukan adaptasi dan
pemahaman terhadap mekanisme baru setiap periodenya, sehingga
terkadang pelaksana program merasa kebingungan menangani
program dengan mekanisme yang baru.
b. Pelaksana kebijakan di SMP N 15 Yogyakarta, khususnya Kepala
Sekolah dan Guru BK tidak memahami pedoman Bantuan Siswa
Miskin (BSM) dengan baik.
c. Kurangnya pembinaan dan evaluasi yang dilakukan oleh sekolah
terhadap siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM).Hal ini juga
menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam koordinasi antara Guru
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BK dan wali kelas siswa penerima BSM dalam menangani hal
tersebut.
d. Kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana
Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang telah digunakan oleh siswa.
Sehingga sekolah terpaksa tidak melampirkan beberapa kuitansi yang
tidak berhasil didapat dari siswa.
e. Terbatasnya dokumen Bantuan Siswa Miskin (BSM) di sekolah
sehingga menyulitkan peneliti untuk melakukan studi dokumen. Hal
ini hendaknya dijadikan evaluasi bagi sekolah untuk dapat
memanajemen dokumen atau arsip sekolah dengan baik. Sehingga
apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dapat diakses dengan mudah.
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C. Pembahasan
1. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun
Pelajaran 2012/2013
Implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun
pelajaran 2012/2013 di SMP N 15 Yogyakarta dapat dilihat dari lima
aspek yang meliputi sasaran, mekanisme pengusulan, pengambilan dana,
pemanfaatan dana, dan tugas dan tanggung jawab. Masing-masing aspek
akan dijelaskan dan diuraikan berdasarkan data yang telah dihimpun oleh
peneliti di lapangan. Berikut analisis data yang dihimpun oleh peneliti.
a. Sasaran
Siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP N 15
Yogyakarta yang berjumlah 15 anak seluruhnya memiliki Kartu
BSM. Berdasarkan hasil pengamatan, siswa penerima Bantuan Siswa
Miskin (BSM) telah memenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria dari
berbagai kriteria yang ditetapkan. Kepemilikan kartu BSM juga
sudah sesuai dengan kondisi siswa dan keluarga. Hal ini juga
mengindikasikan bahwa penggunaan Data Pokok Pendidikan dan
Basis Data Terpadu cukup efektif dan faktual sebagai pertimbangan
dalam menentukan sasaran penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM)
di SMP N 15 Yogyakarta.
Sayangnya, pihak sekolah tidak turut serta dalam mengambil
keputusan tentang penentuan sasaran penerima Bantuan Siswa
Miskin (BSM), meskipun sebenarnya hal tersebut diperbolehkan.
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Bagaimanapun juga, sekolah tentu lebih tahu mengenai siswanya
secara lebih nyata daripada pemerintah pusat.
b. Mekanisme Pengusulan
Bukti rekapitulasi dan verifikasi data siswa penerima Kartu
BSM yang tidak dapat diakses oleh peneliti menyebabkan proses ini
tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya karena dokumen yang asli
telah dikirim, sedangkan sekolah tidak memiliki arsip dokumen
tersebut. Akhirnya, hal ini menjadi salah satu kekurangan dari
penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dari berbagai
pihak diharapkan dapat melengkapi kekurangan dari penelitian ini.
Tahap selanjutnya yaitu mengirim data usulan tersebut ke
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan diteruskan ke Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahap ini sekolah dapat dikatakan
dalam fase vakum sementara dari proses Bantuan Siswa Miskin
(BSM). Fase ini berlangsung sampai Surat Keputusan siswa
penerima BSM diterima oleh sekolah dan dimulailah proses
selanjutnya, yaitu mengundang siswa dan orang tua siswa penerima
Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk datang ke sekolah dan
mendapat pemberitahuan terkait hal ini.
Perlu diketahui bahwa sekolah juga dapat mengusulkan nama
siswa lain di luar pemilik Kartu BSM untuk turut serta diusulkan
sebagai calon penerima BSM dengan disesuaikan dengan kriteria
sasaran. Namun, ternyata sekolah tidak mengetahui hal ini dan hanya
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mengusulkan siswa yang memiliki Kartu BSM. Hal ini
mengindikasikan bahwa pelaksana kebijakan di sekolah khususnya
Guru BK masih kurang memahami aturan dan ketentuan Bantuan
Siswa Miskin (BSM).  Hal ini sangat disayangkan karena sekolah
melewatkan kesempatan untuk dapat membantu lebih banyak lagi
siswa miskin di sekolah.
Pemberitahuan yang dilakukan oleh sekolah dengan
mengundang siswa dan orang tua siswa penerima Bantuan Siswa
Miskin (BSM) membantu siswa dan orang tua siswa sama-sama
mengetahui mengenai Bantuan Siswa Miskin (BSM). Hal ini
nantinya dapat menjadi faktor pendukung agar apabila dana telah
cair, siswa dan orang tua siswa mengetahui berapa dana yang harus
diterima dan bagaimana pemanfaatan dana tersebut, apakah
digunakan sesuai tujuan atau tidak. Pembahasan mengenai
pemanfaatan dana akan diuraikan dalam poin yang terpisah.
c. Pengambilan Dana
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana Bantuan Siswa
Miskin (BSM) yang disalurkan melalui Kantor Pos Danurejan
diambil secara kolektif oleh Guru BK dengan menyerahkan surat
kuasa dari para siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Hal
ini dilakukan atas pertimbangan bahwa sekolah tidak mungkin
melepas kelima belas siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM)
keluar pada saat jam sekolah masih berlangsung. Selain itu, pihak
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kantor pos yang merasa lebih efisien apabila pengaambilan
dilakukan secara kolektif. Keputusan ini patut diapresiasi meskipun
peraturan menyebutkan bahwa pengambilan dana dapat dilakukan
secara kolektif dalam kondisi tertentu saja.
Proses penyerahan dana oleh Guru BK ke tangan siswa
penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM)  tidak diserahkan langsung
di hadapan siswa saja, tetapi juga menghadirkan orang tua siswa
sebagai saksi bahwa dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) telah
diterima oleh siswa.  Hal ini mengindikasikan bahwa sekolah
menyadari pentingnya pengawasan pemanfaatan dana tersebut.
Dengan diserahkannya dana atas sepengetahuan siswa dan orang tua
siswa, sekolah telah membantu meminimalkan potensi dana tersebut
disalahgunakan oleh siswa maupun orang tua siswa.
Peneliti melihat bahwa pelaksana kebijakan di sekolah telah
memiliki strategi sendiri dalam mengoperasionalkan kebijakan
Bantuan Siswa Miskin (BSM) ini. Maka selama proses yang
dilakukan dapat berdampak positif, sesuai tujuan, dan tidak ada
pihak yang merasa dirugikan, hal ini dapat dipertahankan.
d. Pemanfaatan Dana
Program-program pemerintah yang berhubungan dengan dana
selalu rawan dengan penyimpangan. Peneliti melihat bahwa
sebenarnya program Bantuan Siswa Miskin (BSM) berpotensi
menimbulkan adanya penyimpangan, seperti manipulasi kuitansi
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yang mungkin bisa dilakukan oleh siswa atau Guru BK, atau
pungutan liar terhadap dana bantuan. Apalagi peneliti kesulitan
dalam mengakses data mengenai kumpulan kuitansi siswa penerima
BSM. Siswa yang tidak menunjukkan kuitansi biasanya akan
membawa barang yang telah dibeli ke Guru BK. Oleh karena itu,
selama ini sekolah hanya mampu percaya bahwa siswa telah
menggunakan dana untuk keperluan sekolah.
Kepercayaan yang diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa
ternyata didukung oleh bantuan pengawasan dari orang tua siswa,
sehingga hal negatif tersebut diharapkan dapat dihindari. Selain itu,
siswa dan orang tua siswa mengetahui besaran dana yang seharusnya
diterima oleh siswa, sehingga orang tua siswa pun dapat turut
mengawasi proses penyaluran dana ke tangan siswa, sehingga
apabila terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah,
diharapkan orang tua berinisiatif untuk melaporkannya.
Pemerintah pusat juga telah menerapkan kewajiban untuk
mengembalikan dana bantuan yang tidak diambil dalam jangka
waktu tiga bulan ke kas negara, sehingga hal ini mampu
meminimalkan terjadinya penyimpangan penggunaan dana Bantuan
Siswa Miskin (BSM). Namun, hal tersebut tidak terjadi di SMP N 15
Yogyakarta. Setelah surat dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang berisi perintah untuk mengambil dana BSM
diserahkan ke sekolah, sekolah langsung memproses perintah
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tersebut, sehingga  dana bantuan tidak berhenti terlalu lama di kantor
pos dan menyerahkannya kepada siswa yang berhak. Hal ini
dibuktikan dengan tanda tangan siswa dalam dokumen daftar siswa
penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) beserta tanda tangan kelima
belas siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang
mengindikasikan bahwa kelima belas siswa telah mendapatkan dana
BSM. (Dokumen terlampir).
e. Tugas dan Tanggung Jawab
1) Mendata siswa calon penerima BSM sesuai dengan kriteria yang
telah ditentukan;
Dokumen yang berisi data rekapitulasi siswa penerima
dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang tidak dapat diakses
oleh peneliti menyebabkan proses rekapitulasi dan verifikasi
data dari sekolah tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya.
Namun, mengingat pernyataan salah satu Staf SMP Bidang
Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bahwa
sekolah harus mengumpulkan daftar nama siswa calon penerima
Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk diusulkan ke Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, maka apabila SMP N 15
Yogyakarta pada akhirnya mendapatkan Surat Keputusan siswa
penerima BSM dari Kemdikbud, seharusnya memang sekolah
merekapitulasi data siswa penerima BSM.
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Terkait dengan kewenangan sekolah, sekolah diberi
kesempatan untuk dapat mengusulkan siswa lain di luar
penerima Kartu BSM apabila sesuai dengan kriteria sasaran
yang ditetapkan. Namun sekolah tidak melakuka hal tersebut
disebabkan karena sekolah tidak mengetahui kewenangan
tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa sekolah kurang
memahami kewenangan yang ada pada sekolah terkait BSM.
Padahal, apabila sekolah mengetahui hal ini, sekolah dapat
membantu lebih banyak siswa miskin di SMP N 15 Yogyakarta.
2) Membuat daftar usulan calon penerima BSM per kelas dengan
gendernya sesuai dengan urutan prioritas (urutan ke-1 berarti
lebih membutuhkan dibanding dengan urutan berikutnya)
Terkait hal ini, sekolah mengaku tidak menyusun skala
prioritas dalam daftar usulan. Peneliti melihat hal ini sebenarnya
tidak berpengaruh bagi siswa penerima BSM di SMP N 15
Yogyakarta, karena pada akhirnya seluruh siswa pemilik Kartu
BSM tersebut diterima sebagai penerima BSM.
3) Menerbitkan SK kepala sekolah tentang usulan calon penerima
BSM;
Satu-satunya Surat Keputusan (SK) yang ada dalam
dokumen BSM di SMP N 15 Yogyakarta hanyalah SK yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dipertegas
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oleh sekolah bahwa Kepala Sekolah tidak mengeluarkan SK,
namun hanya mengirimkan daftar nama usulan siswa penerima
BSM. Dengan sedikitnya dokumen tentang BSM yang diperoleh
peneliti, peneliti mengambil kesimpulan bahwa ada masalah
terhadap  sistem administrasi di sekolah terkait BSM. Selain itu,
pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dinilai cukup lunak
terhadap peraturan, sehingga kekurangan yang dimiliki sekolah
ini terkesan dapat dimaklumi.
4) Membatalkan penerima BSM yang tidak sesuai dengan kriteria;
Pembatalan penyaluran dana BSM tahun pelajaran
2012/2013  terhadap siswa atas alasan tertentu tidak pernah
dilakukan oleh SMP N 15 Yogyakarta. Hal ini bisa
memunculkan kesimpulan bahwa memang tidak ada masalah
dengan siswa penerima BSM yang menyebabkan mereka harus
berhenti menjadi penerima BSM.
5) Menyampaikan laporan realisasi penerimaan dana BSM ke
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan realisasi
dana BSM di SMP N 15 Yogyakarta dikirim ke Kantor Pos
Danurejan dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Dokumen
tersebut nantinya di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta akan
direkapitulasi bersama dengan sekolah lain dan dijadikan arsip,
sementara kantor pos akan mengirim dokumen tersebut ke
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terdapat satu hal
yang masih menjadi pertanyaan peneliti yang belum bisa
terjawab, yaitu masalah kuitansi yang turut dilampirkan dalam
laporan ke kantor pos yang datanya tidak dapat diakses oleh
peneliti, bahwa sekolah mengakui ada kesulitan dalam
mendapatkan kuitansi dari beberapa siswa, namun laporan tetap
dikirim sesuai kenyataannya. Hal ini mengindikasikan bahwa
kumpulan kuitansi tersebut tidak dicek kembali oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengingat sampai
saat ini sekolah tidak mendapatkan teguran.
6) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
Orang tua mengaku bahwa sekolah cukup terbuka dan
menyambut baik apabila ada orang tua siswa yang datang dan
bertanya terkait masalah pendidikan anak mereka. Begitu pula
halnya dengan BSM ini. Sekolah menyambut baik apabila ada
pengaduan atau keluhan terkait BSM yang ingin disampaikan
oleh siswa ataupun orang tua siswa. Meskipun demikian,
sekolah tidak mendapat laporan adanya pengaduan atau keluhan
dari orang tua siswa terkait BSM. Beberapa orang tua siswa juga
mengaku tidak memiliki keluhan apapun terkait BSM yang
diterima oleh anak mereka. Selain itu, pemerintah pusat pun
terbuka dengan berbagai keluhan, masukan, dan kritik dari
masyarakat ataupun sekolah terkait BSM ini. Hal ini dibuktikan
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dengan adanya media yang disediakan pemerintah untuk tempat
menampung aspirasi masyarakat terkait BSM.
7) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap
kehadiran siswa penerima BSM ke sekolah.
Bantuan Siswa Miskin (BSM) diharapkan dapat
menurunkan angka putus sekolah. Oleh karena itu, penerima
Bantuan Siswa Miskin (BSM) harus mendapat perhatian khusus
terkait presensi siswa di sekolah. Guru BK bekerja sama dengan
wali kelas masing-masing siswa penerima BSM melaksanakan
pemantauan kehadiran siswa penerima BSM di SMP N 15
Yogyakarta. Sebuah kasus pada salah satu siswa penerima BSM
di SMP N 15 Yogyakarta yang tinggal kelas terkesan tidak
begitu diperhatikan oleh BK. Terbukti dengan pernyataan BK
yang seolah memang menunggu siswa untuk memperbaiki diri
sendiri dengan kekurangannya selama sekolah. Dari sini,
peneliti menilai bahwa yang dilakukan oleh sekolah baru sebatas
pemantauan kehadiran, dan tanpa diiringi dengan pembinaan
dan evaluasi.
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Secara umum, Bantuan Siswa Miskin (BSM) memiliki dua peran
penting bagi dunia pendidikan. Pertama dari segi aksesabilitas
pendidikan, Bantuan Siswa Miskin (BSM) membantu pemerataan akses
terhadap pendidikan sehingga siswa yang berasal dari keluarga kurang
mampu dapat mengakses pendidikan melalui subsidi bagi pemenuhan
kebutuhan pendidikan siswa. Pada akhirnya, tujuan menyelenggarakan
pendidikan untuk semua (Education for All) dapat dicapai. Kedua, dari
segi kualitas, dalam jangka panjang, Bantuan Siswa Miskin (BSM) dapat
membantu peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, karena semakin
banyak siswa yang bersekolah, maka semakin banyak sumber daya
manusia Indonesia yang berpendidikan, dan diharapkan sumber daya
manusia yang berpendidikan tersebut dapat bermanfaat bagi dunia
pendidikan serta bagi bangsa dan negara.
SMP N 15 Yogyakarta sebagai salah satu sekolah yang turut serta
mengimplementasikan Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada tahun
pelajaran 2012/2013 telah melaksanakan program Bantuan Siswa Miskin
(BSM) sesuai tujuan yang diharapkan. Namun, proses administrasi yang
dilakukan pihak sekolah dalam melaksanakan program masih kurang
karena pihak sekolah tidak membuat skala prioritas serta Surat Keputusan
dalam daftar usulan. Pedoman Bantuan Siswa Miskin (BSM) tidak
dipahami dengan baik, sehingga pelaksana kebijakan di sekolah kurang
memahami Bantuan Siswa Miskin dengan baik. Hal ini hendaknya
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dijadikan evaluasi bagi sekolah agar implementasi berikutnya dapat
dipersiapkan dengan baik.
Sistem organisasi pelaksana Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP
N 15 Yogyakarta terdiri dari Kepala Sekolah, TU, dan Guru BK. Pada
dasarnya, Kepala Sekolah sebagai penangggung jawab harus memahami
seluk-beluk Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP N 15 Yogyakarta
dengan baik. Kepala Sekolah SMP N 15 Yogyakarta ternyata kurang
memahami Bantuan Siswa Miskin (BSM) di sekolah. Hal ini tentu saja
akan menyulitkan sekolah dalam mempertanggungjawabkan apabila
terjadi penyimpangan. Namun, beruntung bahwa selama implementasi
tidak ada laporan mengenai penyimpangan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP N 15 Yogyakarta
tahun pelajaran 2012/2013 telah diimplementasikan. Meskipun para
pelaksana kebijakan di sekolah belum memahami keseluruhan program,
namun tujuan kebijakan telah tercapai, yaitu untuk membantu kebutuhan
pendidikan siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Seluruh data penelitian yang diperoleh peneliti terkait implementasi
kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP N 15 Yogyakarta tahun
pelajaran 2012/2013 ini telah didukung dengan proses pengamatan
dokumen yang diperoleh serta hasil wawancara yang telah dilakukan dari
berbagai narasumber yang berbeda.
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2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Program Bantuan Siswa
Miskin (BSM) di SMP N 15 Yogyakarta
Penelitian terhadap implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin
(BSM) di SMP N 15 Yogyakarta memiliki beberapa poin penting terkait
dengan hal-hal atau faktor yang mendukung pelaksanaan program ini
berjalan dengan baik. Berikut beberapa poin penting mengenai hal-hal
yang mendukung keberhasilan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di
SMP N 15 Yogyakarta:
a. Adanya informasi yang diberikan secara rutin dari dinas ke sekolah,
baik berupa buku panduan, edaran, maupun melalui sosialisasi secara
lisan. Meskipun dengan adanya informasi ini pihak pelaksana
kebijakan di sekolah juga masih kurang memahami kebijakan dengan
baik.
b. Adanya rasa saling percaya terhadap penggunaan dana Bantuan Siswa
Miskin (BSM) dari siswa dan orang tua, serta sekolah melalui
kewajiban penggunaan kuitansi dalam pelaporan pemanfaatan dana.
Siswa penerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) wajib
menyerahkan kuitansi pembelian sebagai bukti bahwa siswa telah
menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan tujuan pemberian
bantuan. Kuitansi tersebut kemudian dikumpulkan dan diserahkan ke
kantor pos untuk dikirim ke kementerian sebagai laporan penggunaan
dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Meskipun Guru BK kesulitan
dalam mendapatkan beberapa kuitansi dari siswa. Namun apabila dana
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tidak dapat terserap seluruhnya atau ada siswa yang tidak mengambil
setelah batas waktu yang ditetapkan, maka dana akan dikembalikan ke
Kas Negara, sehingga mempersempit kesempatan pihak lain untuk
menggunakannya secara tidak bertanggungjawab.
c. Penggunaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berisi informasi
siswa kelas 1 hingga kelas 9 pada tahun pelajaran 2012/2013 serta
Basis Data Terpadu berisi informasi yang dapat mengidentifikasi
nama anak, usia, dan alamat rumah tangga di kabupaten/kota untuk
dari Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 sebagai salah satu
indikator penentuan sasaran penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM)
membantu pemerintah mendapatkan data mengenai keluarga miskin
dengan lebih akurat. Data Pokok Pendidikan dan Basis Data Terpadu
dianggap memiliki keakuratan yang lebih baik untuk mengenali
keluarga miskin yang memiliki anak usia sekolah, sehingga kedua
data tersebut digabung untuk dapat saling diverifikasi.
3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Bantuan Siswa
Miskin (BSM) di SMP N 15 Yogyakarta dan Solusinya
Peneliti juga telah mendapatkan beberapa poin penting yang
menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan Bantuan
Siswa Miskin (BSM) tahun 2012/2013. Berikut faktor penghambat
implementasi Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2012/2013:
a. Evaluasi program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilaksanakan
pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan-
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perubahan secara teknis khususnya mengenai mekanismenya. Hal ini
memaksa para pelaksana untuk terus melakukan adaptasi dan
pemahaman terhadap mekanisme baru, sehingga terkadang
pelaksana program merasa kebingungan menangani program dengan
mekanisme yang baru. Solusi yang pernah diterapkan yaitu
pelaksana tetap mempelajari program dan memahami apa yang
menjadi tugas dan bagian masing-masing pelaksana.
b. Pelaksana kebijakan di sekolah kurang memahami kebijakan BSM
serta kewenangannya. Hal tersebut menyebabkan sekolah
melewatkan hal-hal penting yang seharusnya dapat dilakukan,
seperti mengusulkan siswa di luar pemegang kartu BSM, serta
membuat skala prioritas siswa yang diusulkan untuk menerima
BSM.
c. Kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh sekolah terhadap siswa
penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) karena hanya dilakukan
pemantauan tanpa tindak lanjut. Meskipun BSM bertujuan untuk
membantu siswa miskin agar dapat terus bersekolah, alangkah lebih
baik lagi apabila pembinaan yang dilakukan tidak hanya terkait
dengan kehadiran dan partisipasi siswa di sekolah saja, namun juga
diharapkan sekolah dapat membina siswa-siswa penerima Bantuan
Siswa Miskin (BSM) tersebut untuk dapat meningkatkan motivasi
belajar dan prestasi mereka baik di bidang akademik maupun non
akademik. Dengan demikian, dampak yang diharapkan tidak hanya
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membantu siswa untuk menyelesaikan pendidikan, namun siswa
juga mampu bersaing dengan teman-temannya yang berprestasi.
d. Guru BK kesulitan mengumpulkan kuitansi pembelian barang
kebutuhan sekolah yang dibeli oleh siswa. Hal ini karena siswa-
siswa biasanya lupa membawa kuitansi tersebut ke sekolah. Oleh
karena itu, Guru BK harus lebih sabar dan rajin mengingatkan setiap
siswa yang menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk
menyerahkan kuitansi pembelian barang yang menggunakan uang
bantuan tersebut.
e. Terbatasnya dokumen Bantuan Siswa Miskin (BSM) di sekolah
sehingga menyulitkan peneliti untuk melakukan studi dokumen. Hal
ini hendaknya dijadikan evaluasi bagi sekolah untuk dapat
memanajemen dokumen atau arsip sekolah dengan baik. Sehingga
apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dapat diakses dengan mudah.
Dengan sedikitnya dokumen tentang BSM yang diperoleh peneliti,
peneliti mengambil kesimpulan bahwa ada masalah terhadap  sistem
administrasi serta manajemen pengarsipan di sekolah terkait BSM.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
1. Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP N 15
Yogyakarta
Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP
N 15 Yogyakarta dilihat dari lima aspek yang meliputi sasaran,
mekanisme pengusulan, pengambilan dana, pemanfaatan dana, dan
tugas dan tanggung jawab dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Sasaran
Siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP N 15
Yogyakarta yang berjumlah 15 anak seluruhnya memiliki Kartu
BSM. Siswa penerima dana BSM di SMP N 15 Yogyakarta
memenuhi minimal satu dari kriteria yang telah ditetapkan oleh
pemerintah.
b. Mekanisme Pengusulan
Sekolah mengirimkan rekapitulasi dan verifikasi usulan
yang berisi daftar siswa pemilik Kartu BSM yang menjadi calon
penerima BSM. Fase ini berlangsung sampai Surat Keputusan
siswa penerima BSM diterima oleh sekolah dan dimulailah proses
selanjutnya, yaitu pemberitahuan kepada siswa dan orang tua
siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan
mengundang mereka ke sekolah
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Wewenang sekolah untuk mengusulkan nama siswa lain di
luar pemilik Kartu BSM untuk turut serta diusulkan sebagai calon
penerima BSM dengan disesuaikan dengan kriteria sasaran tidak
diketahui oleh pihak sekolah, sehingga hal ini perlu dipertanyakan
mengenai pemahaman pelaksana kebijakan BSM di sekolah.
Pemberitahuan yang dilakukan oleh sekolah dengan
mengundang siswa dan orang tua siswa penerima Bantuan Siswa
Miskin (BSM) membantu siswa dan orang tua siswa sama-sama
mengetahui mengenai Bantuan Siswa Miskin (BSM). Hal ini
nantinya dapat menjadi faktor pendukung agar apabila dana telah
cair, siswa dan orang tua siswa mengetahui berapa dana yang
harus diterima dan bagaimana pemanfaatan dana tersebut, apakah
digunakan sesuai tujuan atau tidak.
c. Pengambilan Dana
Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang disalurkan
melalui Kantor Pos Danurejan diambil secara kolektif oleh Guru
BK dengan menyerahkan surat kuasa dari para siswa penerima
Bantuan Siswa Miskin (BSM). Proses penyerahan dana oleh Guru
BK ke tangan siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM)
dilakukan dengan menyertakan orang tua siswa sebagai saksi
bahwa dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) telah diterima oleh
siswa.
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d. Pemanfaatan Dana
Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dimanfaatkan oleh
siswa untuk mendukung keperluan pendidikan siswa, yaitu untuk
membeli sepatu sekolah, seragam sekolah, alat tulis, tas, dan alat
musik pianika.
e. Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah
1) Sekolah mendata siswa calon penerima BSM yang memiliki
Kartu BSM dan mengirimkannya ke Dinas Pendidikan Kota
Yogyakarta. Namun, dokumen terkait tidak dapat diakses
karena sekolah sudah tidak memiliki kopian data baik softfile
maupun hardfile.
2) Sekolah harus menyusun daftar usulan calon penerima BSM
per kelas dengan gendernya sesuai dengan urutan prioritas
(urutan ke-1 berarti lebih membutuhkan dibanding dengan
urutan berikutnya). Namun, hal ini tidak dilakukan oleh
sekolah karena cukup menyita banyak waktu, sementara saat
itu sekolah sedang disibukkan dengan hal lain.
3) Kepala Sekolah tidak mengeluarkan SK, namun hanya
mengirimkan daftar nama usulan siswa penerima BSM.
4) Pembatalan penyaluran dana BSM tahun pelajaran 2012/2013
terhadap siswa atas alasan tertentu tidak pernah dilakukan
oleh SMP N 15 Yogyakarta. Hal ini bisa memunculkan
argumen bahwa mungkin memang tidak ada masalah dengan
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siswa penerima BSM yang menyebabkan mereka harus
berhenti menjadi penerima BSM.
5) Laporan realisasi dana BSM di SMP N 15 Yogyakarta
dikirim ke Kantor Pos Danurejan dan Dinas Pendidikan Kota
Yogyakarta. Dokumen tersebut direkapitulasi bersama
dengan sekolah lain dan dijadikan arsip di Dinas Pendidikan
Kota Yogyakarta, sementara kantor pos akan mengirim
dokumen tersebut ke Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
6) Sekolah cukup terbuka dan menyambut baik apabila ada
orang tua siswa yang datang dan bertanya terkait masalah
pendidikan anak mereka. Sekolah juga menyambut baik
apabila ada pengaduan atau keluhan terkait BSM yang ingin
disampaikan oleh siswa ataupun orang tua siswa. Namun,
selama itudikatakan tidak ada keluhan terkait BSM di sekolah
ini.
7) Sekolah melakukan pemantauan terhadap kehadiran siswa
penerima BSM. Namun, pembinaan dan evaluasi belum
dilaksanakan dengan baik.
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2. Faktor Pendukung implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin
(BSM) di SMP N 15 Yogyakarta yaitu:
a. Adanya informasi yang diberikan secara rutin dari dinas ke
sekolah, baik berupa buku panduan, edaran, maupun melalui
sosialisasi secara lisan.
b. Adanya rasa saling percaya terhadap penggunaan dana Bantuan
Siswa Miskin (BSM) dari siswa dan orang tua, serta sekolah.
c. Penggunaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Basis Data
Terpadu (BDT) sebagai salah satu indikator penentuan sasaran
penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) membantu pemerintah
mendapatkan data mengenai keluarga miskin dengan lebih akurat
serta mampu memotong jalur birokrasi.
3. Faktor Penghambat implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin
(BSM) di SMP N 15 Yogyakarta yaitu:
a. Evaluasi program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang
dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan
terjadinya perubahan-perubahan secara teknis khususnya
mengenai mekanisme. Solusi yang pernah diterapkan yaitu
pelaksana tetap mempelajari program dan memahami apa yang
menjadi tugas dan bagian masing-masing pelaksana.
b. Pelaksana kebijakan di sekolah kurang memahami kebijakan
BSM serta kewenangannya. Hal tersebut menyebabkan sekolah
melewatkan hal-hal penting yang seharusnya dapat dilakukan,
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seperti mengusulkan siswa di luar pemegang kartu BSM, serta
membuat skala prioritas siswa yang diusulkan untuk menerima
BSM.
c. Kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh sekolah terhadap
siswa penerima bantuan. Pembinaan yang dilakukan hanya
memantau kehadiran siswa, belum kepada peningkatan prestasi
siswa penerima bantuan.
d. Guru BK kesulitan mengumpulkan kuitansi pembelian barang
kebutuhan sekolah yang dibeli oleh siswa. Oleh karena itu, Guru
BK harus lebih mendisiplinkan siswa penerima bantuan untuk
menyerahkan kuitansi pembelian barang yang menggunakan uang
bantuan tersebut.
e. Terbatasnya dokumen Bantuan Siswa Miskin (BSM) di sekolah.
Hal ini hendaknya dijadikan evaluasi bagi sekolah untuk dapat
memanajemen dokumen atau arsip sekolah dengan baik. Sehingga
apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dapat diakses dengan mudah.
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B. SARAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai implementasi
kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM), peneliti memiliki beberapa saran,
yaitu:
1. Bagi pemerintah, diharapkan mekanisme yang berubah pada setiap
periodenya diikuti dengan sosialisasi yang matang. Sehingga pihak
pelaksana kebijakan di sekolah benar-benar dapat dipahami dengan
baik. Selain itu, pemerintah hendaknya membentuk tim monitoring
Bantuan Siswa Miskin (BSM) selain monitoring yang secara alami
dilakukan oleh pihak sekolah. Selain itu, pemerintah hendaknya lebih
memberi otonomi yang lebih luas bagi pihak sekolah agar turut dapat
berperan aktif dalam pengambilan keputusan kebijakan Bantuan
Siswa miskin (BSM).
2. Bagi sekolah
a. Berkaitan dengan isu aksesabilitas dan mutu, diharapkan
melakukan pembinaan bagi siswa penerima Bantuan Siswa
Miskin (BSM) secara lebih intensif tidak hanya memantau
kehadiran dan intensitas belajar siswa di sekolah, namun juga dari
segi prestasi siswa agar siswa penerima Bantuan Siswa Miskin
(BSM) mampu bersaing sehingga secara tidak langsung
membantu meningkatkan mutu pendidikan siswa tersebut.
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b. Sekolah juga diharapkan lebih mampu memenuhi SOP,
memahami panduan BSM serta lebih waspada dan berhati-hati
dalam mengawasi penggunaan dana BSM oleh siswa.
c. Sekolah diharapkan dapat mengelola data, arsip atau dokumen
sekolah dengan baik dan selalu menyiapkan foto kopi atau backup
data. Sehingga apabila suatu saat ditanyakan oleh peneliti atau
pihak pelaksana kebijakan yang berada di atas, sekolah dapat
mempertanggungjawabkan tugasnya.
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Lampiran 1. Hasil Dokumentasi
No. Dokumen/Arsip Ada Tidak Ada
1. Surat Keputusan (SK) mengenai BSM √
2. Pedoman Bantuan Siswa Miskin (BSM) √
3. Juknis mekanisme BSM √
4. Sejarah dan identitas sekolah √
5. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah √
6. Program Kerja sekolah √
7. Data jumlah siswa di sekolah √
8. Data jumlah penerima BSM di SMP N 15Yogyakarta √
9. Sistem seleksi dan rekruitmen BSM √
10. Data sarana dan prasarana √
11. Data prestasi sekolah √
12. Laporan pemanfaatan dana BSM √
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Lampiran 2.  Hasil Observasi
No.
Aspek yang
Diamati
Keterangan
1. Situasi dan
kondisi
lingkungan
sekolah
Lahan sekolah luas, fasilitas di sekolah pun lengkap dan sebagian
besar berfungsi dengan baik. Sekolah yang luas dan berada di
tengah kelurahan membuat suasana sekolah sepi dan nyaman,
sangat kondusif untuk kegiatan belajar mengajar.
2. Kegiatan dan
aktivitas
siswa
penerima
BSM
Siswa penerima BSM tidak memiliki aktivitas khusus baik di kelas
maupun di luar kelas. Mereka berbaur dengan baik dengan siswa
lain sekolah. Kegiatan belajar dan mengajar juga sama dengan siswa
lain.
3. Kegiatan dan
pembinaan
bagi siswa
penerima
BSM
Tidak ada kegiatan pembinaan khusus bagi siswa penerima BSM.
Guru BK hanya memantau kehadiran dan partisipasi siswa di
sekolah.
4. Sosialisasi
BSM di
sekolah
Sosialisasi BSM dilakukan dengan memanggil siswa dan orang tua
siswa ke sekolah setelah SK penerima BSM dikirim ke sekolah.
5. Kondisi
keluarga
siswa
penerima
BSM
Kondisi keluarga dari ketiga siswa penerima BSM yang dijadikan
informan oleh peneliti cukup memprihatinkan. Ketiganya hanya
memiliki rumah kecil dengan penghasilan orang tua yang tidak
menetap.. Bantuan yang mereka terima tidak hanya bantuan
pendidikan melalui BSM, namun juga bantuan dari program Kartu
Menuju Sehat (KMS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu
Perlindungan Sosial (KPS), dan lain-lain.
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Lampiran 3.  Pedoman Wawancara
A. Pedoman Wawancara untuk Kepala Sekolah
1. Sejak kapan sekolah ini mengimplementasikan kebijakan Bantuan Siswa
Miskin (BSM) menerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)?
2. Adakah kebijakan atau strategi khusus yang diterapkan oleh sekolah
terkait Bantuan Siswa Miskin (BSM)?
3. Bagaimana pemahaman dan tanggapan siswa dan keluarga siswa
mengenai program ini?
4. Bagaimana struktur organisasi yang dibentuk untuk mengelola program
BSM?
5. Apakah sistem organisasi BSM di sekolah sudah memadai dan efektif?
6. Apakah ada perbedaan dalam pengadaan sarana prasarana yang diterima
siswa penerima BSM dengan yang lain?
7. Adakah persyaratan khusus untuk menjadi tim koordinator BSM?
8. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh pemerintah (Dinas Pendidikan)
untuk mendukung program ini?
9. Hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan program ini?
10. Bagaimana solusi mengatasi hambatan tersebut?
11. Menurut Anda, sudah efektif dan efisienkah mekanisme program BSM?
Mengapa?
12. Menurut Anda, apa saja saran dan kritik untuk pemerintah dan sekolah
demi mensukseskan program ini?
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B. Pedoman Wawancara untuk Koordinator Bantuan Siswa Miskin (BSM) di
Sekolah
1. Program bantuan atau beasiswa apa saja yang diterima oleh siswa
sekolah ini?
2. Sejak kapan sekolah mengimplementasikan program BSM?
3. Adakah perbedaan antara BSM dengan program bantuan atau beasiswa
lainnya di sekolah?
4. Bagaimana mekanisme atau prosedur Bantuan Siswa Miskin (BSM) di
sekolah?
5. Berapa lama proses dimulainya seleksi di sekolah hingga turunnya Surat
Keputusan?
6. Bagaimana struktur organisasi kepanitiaan atau tim koordinator BSM di
sekolah?
7. Apa saja tugas kepanitiaan atau tim koordinator BSM di sekolah?
8. Bagaimana sosialisasi BSM kepada siswa?
9. Berapa jumlah siswa penerima BSM pada tahun ajaran baru ini serta
trend dari tahun ke tahun?
10. Bagaimana dinamika jumlah siswa penerima BSM sejak pertama kali
diterapkan sampai sekarang?
11. Berapa jumlah siswa yang diusulkan untuk menerima BSM dan berapa
yang diterima?
12. Apa saja kriteria pemilihan siswa penerima BSM?
13. Bagaimana latar belakang sebagian besar siswa penerima BSM di
sekolah ini?
14. Berapa dana BSM yang diterima oleh siswa?
15. Bagaimana sekolah mengetahui dengan pasti bahwa siswa penerima
BSM benar-benar siswa yang termasuk dalam kriteria siswa penerima
BSM?
16. Apa yang dilakukan pemerintah apabila terbukti ada siswa penerima
BSM yang tidak termasuk dalam kriteria penerima BSM ataupun tidak
memanfaatkan dana BSM sesuai dengan tujuannya?
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17. Bagaimana monitoring siswa penerima BSM?
18. Bagaimana sistem pelaporan dan evaluasi program BSM di sekolah?
19. Bagaimana perilaku dan pola interaksi siswa penerima BSM
dibandingkan dengan siswa lainnya selama proses pembelajaran di
sekolah?
20. Bagaimana kondisi keluarga siswa penerima BSM? Apakah sudah sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan?
21. Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan program ini?
22. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh pemerintah (Dinas Pendidikan)
untuk mendukung program ini?
23. Hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan program ini?
24. Bagaimana mengatasi hambatan tersebut?
25. Menurut Anda, sudah efektif dan efisienkah mekanisme program BSM?
Mengapa?
26. Menurut Anda, apa saja saran dan kritik untuk pemerintah dan sekolah
demi mensukseskan program ini?
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C. Pedoman Wawancara untuk Seksi SMP Dinas Pendidikan Kota
1. Sejak kapan program BSM ini dilaksanakan?
2. Adakah perbedaan antara BSM dengan program bantuan atau beasiswa
lainnya?
3. Bagaimana mekanisme atau prosedur Bantuan Siswa Miskin (BSM)?
4. Berapa lama proses dimulainya seleksi di sekolah hingga turunnya Surat
Keputusan?
5. Bagaimana struktur organisasi kepanitiaan atau tim koordinator BSM di
dinas?
6. Apa saja tugas kepanitiaan atau tim koordinator BSM di dinas?
7. Apa saja yang seharusnya menjadi tugas koordinator BSM di sekolah?
8. Bagaimana sosialisasi BSM kepada pihak sekolah maupun masyarakat?
9. Bagaimana dinamika jumlah siswa penerima BSM sejak pertama kali
diterapkan sampai sekarang dan trend dari tahun ke tahun?
10. Berapa jumlah sekolah yang diajukan untuk turut serta dalam program
BSM dan berapa yang diterima?
11. Apa saja kriteria pemilihan siswa maupun sekolah penerima BSM?
12. Berapa dana BSM yang diterima oleh siswa setiap tahunnya?
13. Bagaimana monitoring siswa penerima BSM?
14. Bagaimana sistem pelaporan dan evaluasi program BSM?
15. Bagaimana dinas mengetahui dengan pasti bahwa siswa penerima BSM
benar-benar siswa yang termasuk dalam kriteria siswa penerima BSM?
16. Bagaimana kondisi keluarga siswa penerima BSM? Apakah sudah sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan?
17. Apa yang dilakukan pemerintah apabila terbukti ada siswa penerima
BSM yang tidak termasuk dalam kriteria penerima BSM ataupun tidak
memanfaatkan dana BSM sesuai dengan tujuannya?
18. Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan program ini?
19. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh pemerintah (Dinas Pendidikan)
untuk sekolah untuk mendukung program ini?
20. Hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan program ini?
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21. Bagaimana mengatasi hambatan tersebut?
22. Menurut Anda, sudah efektif dan efisienkah mekanisme program BSM?
Mengapa?
23. Menurut Anda, apa saja saran dan kritik untuk pemerintah dan sekolah
demi mensukseskan program ini?
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D. Pedoman Wawancara untuk Siswa Penerima BSM
1. Apakah alasan Anda masuk ke sekolah ini?
2. Berasal darimanakah Anda?
3. Apa pekerjaan orang tua Anda?
4. Transportasi apa yang Anda gunakan untuk berangkat dan pulang
sekolah?
5. Berapa uang saku Anda?
6. Berapa kali Anda tidak masuk sekolah? Mengapa?
7. Berapa saudara Anda dan berapa yang masih sekolah?
8. Bagaimana pemahaman Anda mengenai BSM?
9. Mengapa Anda mendapat BSM?
10. Tahukah keluarga Anda mengenai BSM?
11. Apakah Anda merasa senang dapat menerima BSM?
12. Bagaimana respon orang tua mengenai Anda sebagai penerima BSM?
13. Apakah keluarga Anda termasuk dalam Program Keluarga Harapan
(PKH) dan memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS)?
14. Berapa dana BSM yang Anda terima?
15. Bagaimana pemanfaatan dana BSM Anda selama ini?
16. Tahukah Anda bagaimana pemanfaatan dana BSM teman Anda?
17. Bagaimana pelaporan pemanfaatan dana BSM Anda?
18. Bagaimana sekolah memantau kegiatan Anda dalam memanfaatkan dana
BSM?
19. Hambatan apa saja yang Anda alami selama menerima dana BSM ini?
20. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?
21. Menurut Anda, sudah efektif dan efisienkah mekanisme program BSM?
Mengapa?
22. Menurut Anda, apa saja saran dan kritik untuk pemerintah dan sekolah
demi mensukseskan program ini?
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E. Pedoman Wawancara untuk keluarga siswa penerima BSM
1. Bagaimana pemahaman Anda tentang BSM?
2. Bagaimana respon Anda mengenai anak Anda yang mendapat BSM?
3. Apa pekerjaan Anda?
4. Berapa penghasilan per bulan Anda?
5. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai sekolah anak
Anda dalam satu bulan dan satu tahun?
6. Apakah keluarga Anda termasuk dalam Program Keluarga Harapan
(PKH) dan memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS)?
7. Bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh sekolah ataupun pemerintah
mengenai program BSM?
8. Tahukah Anda pemanfaatan dana BSM anak Anda digunakan untuk apa
saja?
9. Apakah program BSM ini sangat membantu keluarga dalam memenuhi
kebutuhan sekolah anak Anda?
10. Apa saja saran dan kritik Anda untuk lebih mensukseskan program ini?
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Lampiran 4. Transkrip Wawancara yang Direduksi
A. Wawancara dengan Bapak NB dan Ibu LK, Guru BK SMP N 15 Yogyakarta
1. Program bantuan atau beasiswa apa saja yang diterima oleh siswa
sekolah ini?
Retrieval, tapi kalau tahun ini belum ada, yang baru turun kemarin tahun
2012-2013 itu hanya BSM yang 15 anak itu. Retrieval yang untuk tahun
2013-2014 belum ada. Biasanya nanti kalau sudah semester pertama
mbak baru turun. Biasanya untuk satu tahun. Selain retrieval ada
beasiswa Bakat dan Prestasi, tapi tahun ini juga belum ada mbak. Saya
tidak tahu apakah memang sudah dihapuskan apa belum, tapi memang
tiba-tiba ada usulan dari dinas dengan menyertakan nama-nama siswa
penerima beasiswa, dan besarnya uang sekian, baru kita panggil anaknya.
Kalau KMS banyak disini, kelas 1, 2, 3, itu 250 lebih.
2. Sejak kapan sekolah mengimplementasikan program BSM?
BSM itu sudah sangat lama, tetapi di setiap periodenya itu ada sistem-
sistem baru yang diterapkan.
3. Adakah perbedaan antara BSM dengan program bantuan atau beasiswa
lainnya di sekolah?
Setahu saya, bedanya cuma besarnya uang. Kalau mekanismenya, yang
tahu persis Pak Bowo, karena Pak Bowo adalah koordinatornya.
4. Apakah penanganan beasiswa dan bantuan di sekolah selalu ditangani
oleh BK??
Ya. Kalau sekarang itu sebenarnya begini, secara administrasi yang
menangani TU, tetapi pemanggilan siswa, pemanggilan orang tua,
penyalurannya ketika dapat itu kebanyakan BK. Jadi yang membuat
usulan, membuat pendataan, ya intinya kerjasama antara TU dengan BK.
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5. Bagaimana peran kepala sekolah dalam penyelenggaraan BSM di
sekolah?
Pertama, beliau turut dalam sosialisasi di dinas, setelah itu beliau
mendelegasikan tugas kepada bawahannya. Hasil dari sosialisasi beliau
sampaikan kepada kami terkait BSM dan apa saja yang harus dikerjakan.
Kemudian kami melaksanakan tugas berdasarkan instruksi kepala
sekolah.
6. Bagaimana mekanisme atau prosedur Bantuan Siswa Miskin (BSM) di
sekolah?
Tahun kemarin belum ada KPS,  kalau tahun sekarang, kalau ada anak
yang memiliki kartu BSM dan KPS, maka hanya salah satu yang
digunakan untuk BSM, untuk menghindari penerimaan ganda. Tapi anak
tetap mengumpulkan semua kartunya itu. Sepanjang anak memiliki kartu,
sekolah membuat usulannya, kemudian kita usulkan ke dinas, biasanya
terima semua. Kartu itu kan ada keterangannya, “kartu masih berlaku
sampai...” sepanjang memenuhi syarat itu akan diberikan semua.
7. Bagaimana mekanisme BSM tahun 2012/2013?
Tiba-tiba ada surat dari pusat, bahwa anak tersebut menerima beasiswa.
Kemudian orang tuanya kita panggil. Kemudian kita terangkan
penggunaannya yaitu untuk keperluan sekolah. Setelah itu uang
diterimakan kepada orang tua dan siswa. Setelah itu anak mengumpulkan
kuitansi pembelian untuk mengecek apakah uang ini digunakan benar-
benar untuk keperluan sekolah atau tidak. Sekolah hanya sebatas itu saja.
Ketika anak sudah mengumpulkan kuitansi, sudah sesuai, maka selesai.
Evaluasinya berarti bagus dan sudah sesuai seperti yang diharapkan.
Keperluan sekolah itu diantaranya sepatu, buku, alat-alat sekolah, tas,
kacamata juga boleh, sepeda boleh, untuk membayar les juga boleh.
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8. Apakah sekolah juga menyertakan peringkat atau prioritas bagi siswa
sebagai penerima BSM?
Jujur saja, itu tidak kami lakukan mbak. Karena untuk itu kami harus
meluangkan waktu untuk mengunjungi rumah siswa satu per satu agar
dapat mengetahui siapa paling membutuhkan atau siapa yang belum
membutuhkan. Sementara kan waktu itu waktunya mepet dan masih
banyak urusan lain yang harus kami selesaikan.
9. Berapa besar dana BSM yang diterima siswa?
Rp 550.000,00 setahun, itu tahun kemarin. Kalau tahun ini kita belum
tahu. Karena belum turun. Kita tahunya kan setelah turun.
10. Berapa lama proses dimulainya seleksi di sekolah hingga turunnya Surat
Keputusan?
Begitu turun, prosesnya cepat. Dari dinas menyampaikan ke sini, kita
langsung sampaikan ke orang tua, orang tua langsung mengambil ke
sekolah.  Tadinya ada yang melalui kantor pos, tetapi diambil kolektif
oleh sekolah dengan membawa surat kuasa dari anak, dengan
pertimbangan supaya anak-anak tidak terganggu jam belajarnya. Karena
kan kantor pos buka itu pada jam belajar anak. Karena permintaan kantor
pos memang seperti itu. Kantor pos kalau harus melayani sekian banyak
anak pasti kerepotan. Sekolah juga tidak mungkin mengijinkan anak
keluar sekian anak. Maka guru yang mengambil uang tersebut.
Sebenarnya dari guru malah lebih enak kalau yang mengambil anak
langsung, agar guru juga tidak repot.  Tapi pemberian tidak ke salah satu,
melainkan ke anak dan orang tua secara bersama. Orang tua harus tahu,
anak juga harus tahu. Karena kalau cuma memberitahukan ke anak
takutnya anak tidak memberitahukan ke orang tua. Kalau diberikan ke
orang tua, takutnya untuk kebutuhan orang tua.
11. Bagaimana proses pemberian bantuan dari BK ke siswa penerima?
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Ada dua tahap, yang pertama ditawarkan ke orang tuanya dulu, mau
ambil Rp 550.000,00, atau mau diambil sesuai kebutuhan. Tetapi selang
waktunya hanya sekitar satu bulan itu, mereka juga harus membuat
laporannya. Ada anak yang minggu ini ambil Rp 200.000,00,
menyerahkan kuitansi, ambil lagi. Ada yang hendak membeli sepeda,
jadi langsung diambil semuanya. Jadi terserah orang tuanya. Yang
penting kita menerima kuitansi. Karena kami memberikan uang itu juga
meminta kuitansi. Jadi kalau mereka mengambil Rp 550.000,00 harus
menyerahkan kuiansi begitu. Misal awal tahun mereka membeli sepatu,
maka bisa ditukarkan uangnya, sepanjang masih tahun yang sama dengan
penerimaan BSM.
12. Adakah siswa yang dibatalkan untuk menerima bantuan?
Kalau itu nggak pernah mbak. Kami belum pernah membatalkan
penyaluran danaa bantuan ke siswa. Kecuali kalau pas mengusulkan
ternyata ada yang tidak lolos ya itu memang dia tidak dapat. Tapi selama
ini tidak ada.
13. Apakah berarti ada kuitansi, maka baru mendapat uang BSM?
Selama ini belum ada yang meminta uang BSM tanpa menyerahkan
kuitansi terlebih dahulu mbak. Dan kami juga tidak mau menyimpan
uang itu (terlalu lama). Nanti kalau ditanya dari atas kan saya tidak enak.
Biasanya tiga kali dalam satu bulan mereka mengambil uang BSM mbak.
Jadi tidak sampai berbulan-bulan uang itu kami simpan. Setelah turun
dari kantor pos, langsung anak-anak kami panggil. Kami tanya uangnya
mau beli apa saja saya catat. Nanti ngebon Rp 50.000,00 setelah itu saya
ingatkan notanya, baru saya panggil untuk meminta nota. Terkadang ada
juga yang titip uang dulu untuk disimpankan oleh kami, lalu beberapa
hari kemudian diminta kembali.
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14. Adakah siswa penerima BSM yang diusulkan oleh sekolah sendiri yang
tidak memiliki kartu?
Tidak ada kalau itu mbak. Setahu saya ya harus punya kartu. Saya tidak
tahu apakah boleh mengusulkan yang lain apa tidak.
15. Bagaimana struktur organisasi kepanitiaan atau tim koordinator BSM di
sekolah?
Kepala Sekolah, TU, dan BK.
16. Apa saja tugas kepanitiaan atau tim koordinator BSM di sekolah?
Beasiswa itu sekarang yang menangani Pak H, Pak S, Saya selaku
koordinator BK, Bapak Kepala Sekolah. Semua beasiswa, tidak hanya
BSM. Jadi seluruh beasiswa yang masuk di sekolah sekarang menjadi
urusan pihak-pihak tersebut. SK ada, tapi dari pusat. Kalau sekolah tidak
mengeluarkan SK. Kalau sekarang itu sebenarnya begini, secara
administrasi yang menangani TU, tetapi terkait pemanggilan siswa,
pemanggilan orang tua, penyalurannya, semua itu BK yang mengurus.
Jadi, intinya kerjasama antara TU dengan BK. Hanya saja seperti yang
mbak tanyakan tadi tentang dokumen, kami kebetulan tidak memiliki
kopiannya. Sebenarnya data dulu ada di komputer sekolah, tapi hilang,
entah kena virus, entah kena apa kami juga tidak tahu. Hanya beberapa
saja yang kami simpan seperti laporan dan SK.
17. Bagaimana peran Kepala Sekolah dalam program BSM ini?
Pertama, beliau sosialisasi. Ketika sosialisasi, Kepala Sekolah hadir.
Hasil dari sosialisasi beliau sampaikan kepada bawahannya. Setelah itu
beliau mendelegasikan tugas kepada bawahannya, kepada kami beliau
menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dalam program BSM ini. Kami
melaksanakan tugas berdasarkan instruksi dari Kepala Sekolah.
18. Bagaimana sosialisasi BSM kepada siswa?
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Tahun kemarin tiba-tiba kita mendapatkan daftar nama anak dari pusat.
Karena kan BSM itu sebenarnya lewat desa mbak. Dari RT, desa, ke
kecamatan, ke pusat kayaknya, tetapi ketika penyaluran itu lewat sekolah.
Sehingga kemarin tugas sekolah hanya menyalurkan sesuai nama yang
ada di situ. Jadi kita tidak membuat usulan. Tiba-tiba ada surat dari pusat,
bahwa anak tersebut menerima beasiswa. Kemudian orang tuanya kita
panggil. Kemudian kita terangkan penggunaannya yaitu untuk keperluan
sekolah. Setelah itu uang diterimakan kepada orang tua dan siswa.
Setelah itu anak mengumpulkan kuitansi pembelian untuk mengecek
apakah uang ini digunakan benar-benar untuk keperluan sekolah atau
tidak. Sekolah hanya sebatas itu saja. Ketika anak sudah mengumpulkan
kuitansi, sudah sesuai, maka selesai. Evaluasinya berarti bagus dan sudah
sesuai seperti yang diharapkan. Keperluan sekolah itu diantaranya sepatu,
buku, alat-alat sekolah, tas, kacamata juga boleh, sepeda boleh, untuk
membayar les juga boleh.
19. Berapa jumlah siswa penerima BSM pada tahun ajaran baru ini serta
trend dari tahun ke tahun?
Tahun ini belum ada pemberitahuan dari atas mbak. Kalau tahun kemarin
ada 15 anak itu.
20. Bagaimana dinamika jumlah siswa penerima BSM sejak pertama kali
diterapkan sampai sekarang?
Dari tahun ke tahun meningkat. Kalau tertinggi, saya tidak hafal tahun
berapa, tapi meningkat.
21. Apa saja kriteria pemilihan siswa penerima BSM?
Kalau di sini disuruh mengusulkan, itu biasanya yang dicari itu siswa
yang terutama belum mendapatkan bantuan yang lain, anak miskin,
diprioritaskan yang yatim.
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22. Bagaimana latar belakang sebagian besar siswa penerima BSM di
sekolah ini?
Setahu saya, mereka layak mendapatkan BSM ini.
23. Bagaimana sekolah mengetahui dengan pasti bahwa siswa penerima
BSM benar-benar siswa yang termasuk dalam kriteria siswa penerima
BSM?
Kalau yang sekarang sangat tahu, karena kan mengusulkan, kalau yang
kemarin kita kan tahunya yang menerima anak ini kan dari atas, dari
pusat, dan usulan bukan dari sekolah. Tahun kemarin sekolah hanya
menerima data dari pusat, kemudian sekolah menyalurkan ke anak. Kalau
siswa penerima benar-benar siswa yang layak menerima BSM atau tidak,
sekolah tentu saja tahu, karena kan waktu pertama masuk ke sekolah ini
siswa sudah menyerahkan surat keterangan miskin,
24. Bagaimana monitoring siswa penerima BSM?
Mengenai penggunaan data, asalkan jumlah uang dalam kuitansi sama
dengan jumlah dana BSM yang diterima, maka tidak ada masalah.
25. Bagaimana sistem pelaporan dan evaluasi program BSM di sekolah?
Kalau anak sudah tandatangan, itu sudah kita serahkan ke kantor pos
terdekat. Kalau di sini ke Danurejan. Perintahnya itu setelah selesai,
laporan diserahkan ke kantor pos dan dinas. Kalau setelah itu dibawa
kemana, saya juga kurang tahu mbak.
26. Bagaimana perilaku dan pola interaksi siswa penerima BSM
dibandingkan dengan siswa lainnya selama proses pembelajaran di
sekolah?
Sepertinya biasa saja. Sama saja dengan yang lain. Justru saya itu tidak
tahu kriteria mengusulkannya seperti apa kok tahu-tahu anak sudah
membawa kartu BSM kesini.
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27. Bagaimana pembinaan yang diberikan pihak sekolah?
Kalau kegiatan pembinaan kami hanya mengawasi presensi siswa saja
mbak bekerjasama dengan wali kelas dari masing-masing siswa. Tidak
ada pembinaan prestasi. Kalau itu paling siswa ikut ekstrakurikuler saja.
Kalau si JN itu memang tinggal kelas mbak. Ndak tahu itu anak waktu itu
ngeyel sekali. Tapi sekarang kelihatannya sudah mendingan. Mungkin
sudah sadar.
28. Bagaimana kondisi keluarga siswa penerima BSM? Apakah sudah sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan?
Kadang-kadang ya tahu, kalau kita datang ke rumah anak, misalkan anak
sudah tiga hari tidak masuk tanpa keterangan kita harus ke rumah.
Dengan begitu kita akan tahu kondisi keluarga dan rumahnya seperti apa.
Dan seandainya sekolah diminta untuk mengusulkan, itu sudah ada
catatannya. Tetapi selama ini kan sekolah tidak mengusulkan, tiba-tiba
sudah ada begitu.
29. Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan program ini?
Ya karena ada surat pemberitahuan itu, otomatis saya harus bergerak.
Ada perintah, maka saya dan teman-teman harus bergerak mencari anak-
anak. Orang tua juga sudah paham tentang BSM dan penggunaannya.
30. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh pemerintah (Dinas Pendidikan)
untuk mendukung program ini?
Informasi terutama, mereka pasti memanggil kita menyampaikan
sosialisasi. Setelah itu kita diminta untuk melengkapi berkas-berkas, lalu
berkas tersebut kita serahkan ke dinas lagi. Setelah berkas selesai,
beasiswanya mau turun, kita diberitahu lagi. Setelah beasiswa turun, kita
sampaikan kepada anak. Lalu kita membuat laporan lagi ke dinas.
Sosialisasinya juga sudah sangat jelas. Karena sosialisasi ada yang
tertulis, ada yang lisan, ada yang melalui web juga.
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31. Apakah diberi buku panduan BSM?
Bukan buku panduan, tapi edaran. Oh, buku panduan BSM ada, tapi
terlalu tebal. Ada di TU kalau tidak salah, saya pernah baca sekilas.
32. Apa yang dilakukan sekolah apabila ada pengaduan dari siswa ataupun
orang tua siswa?
Ya akan kami tanyakan apa masalahnya. Kalau memang kami bisa bantu
tentu kami bantu. Kalau kami juga tidak bisa menangani kan ada pusat
pengaduan BSM dari pusat, nanti kita bisa menghubungi kesitu. Tapi
selama ini untungnya tidak ada pengaduan atau sejenisnya. Paling ya
kalau ada siswa yang nggak mudeng bisa datang langsung ke BK.
Intinya, kami menyambut baik segala jenis komplain kalau memang ada.
33. Hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan program ini?
Kalau anak disuruh untuk mengumpulkan nota pembelian, mereka susah
mengumpulkan nota. Harus berkali-kali diingatkan. Terkadang mereka
juga lama apabila diminta untuk mengumpulkan data-data juga sulit.
Kalau dari sekolah hampir tidak ada hambatan untuk BSM. Yang agak
ribet justru KMS, karena banyak. Terkait orang tua, selama ini tidak ada
masalah tentang BSM.
34. Dapatkah saya melihat data-data yang terkait dengan BSM?
Waduh mbak, kami tidakmemiliki salinannya. Waktu itu saya memang
tidak mengarsip dan semua data dalam bentuk hardfile. Hanya yang
penting-penting saja yang saya simpan, seperti SK dari pusat dan daftar
nama anak. Selebihnya saya simpan dalam softfile, namun karena hardisk
komputer sekolah yang ada di TU sempet mati saat itu, data-data softfile
banyak yang hilang.
35. Bagaimana mengatasi hambatan tersebut?
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Ya, tetap harus dikejar-kejar mbak. Diingatkan setiap kali bertemu atau
kalau tidak ketemu ya langsung dipanggil.
36. Menurut Anda, sudah efektif dan efisienkah mekanisme program BSM?
Mengapa?
Sudah,karena kita kan hanya memanggil, mencari tandatangan anak,
memberikan uangnya,
37. Menurut Anda, apa saja saran dan kritik untuk pemerintah dan sekolah
demi mensukseskan program ini?
Tahun kemarin tidak ada sosialisasi, hanya tiba-tiba sekolah mendapat
daftar siswa penerima, kemudian sekolah memproses. Kita saja kaget
tiba-tiba mendapat itu. Itu darimana saya juga tidak tahu.
129
B. Wawancara dengan Bapak M selaku Staf Seksi SMP Bidang Pendidikan
Dasar Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
1. Sejak kapan program BSM ini dilaksanakan?
Pertama kali dilaksanakan tahun 2009.
2. Bagaimana mekanisme atau prosedur Bantuan Siswa Miskin (BSM)?
Dari beberapa tahun kemarin ada yang pakai kartu, ada yang basis
datanya dari sekolah, Kalau yang tahun 2009 itu penetapannya dari pusat
ada kuota, dibagi per provinsi, sampai di provinsi dibagi lagi per
kabupaten dan dari kabupaten disebar ke sekolah-sekolah serta
mengirimkan surat edaran ke sekolah untuk penjaringan data dari
sekolah. Data itu pada prinsipnya nanti data itu sudah diurutkan dari
tingkat kemiskinan masing-masing sekolah. Sehingga yang tahu persis
apakah siswa itu miskin atau tidak adalah sekolah. Setelah data dari
sekolah, yang mengajukan itu kan kadang-kadang ada yang banyak, ada
yang sedikit, ada yang tidak mengajukan. Setelah dari sekolah, masuk ke
dinas, nanti kami kasih batas waktu harus dikumpulkan sekian karena
kita data biasanya harus mengumpul tanggal sekian. Setelah itu
kemudian data kami rekapitulasi, dalam jangka waktu tertentu, yang telah
ditentukan  nanti kita bagi kuotanya. Jadi misalkan kita dapat kuota 800,
nanti yang mengajukan berapa, nanti kami bagi prosentase yang sama
dulu semuanya. Nanti yang berikutnya, kalau ada sekolah yang
mengajukan lebih dari kuota, berarti yang miskin banyak, sehingga nanti
akan kita tambahkan kuota dari sekolah yang mengajukan sedikit. Karena
tidak semua yang mengajukan itu dapat, karena kuotanya terbatas. Kalau
sekarang kan kuotanya sampai ribuan ya, kalau tahun kemarin hanya
sekitar 800-an. Tahun kemarin juga belum ada KPS, sekarang sudah ada
KPS.
3. Bagaimana mekanisme BSM dari tahun ke tahun?
130
Tahun kemarin, 2012 itu kita datanya dari sekolah. Tapi tahun kemarin
sudah mulai memakai kartu BSM. Karena informasi dari TNP2K tidak
langsung menginfokan ke dinas, jadi kita tahunya harus menerima
sekolah yang mengajukan lewat kartu. Kita hanya merekap saja. Dari
sekian periode itu tahun 2012 mudah diterapkan. Taapi kalau yang
sekarang ini kan ada perubahan penyalurnya, tambahannya, ya mungkin
kalau sudah bisa berjalan ya saya kira akan baik.
4. Bagaimana struktur organisasi kepanitiaan atau tim koordinator BSM di
dinas?
Kalau di BSM tidak ada kepanitiaan secara khusus disini.  Jadi kami
hanya melaksanakan tugas bagian dari beban sampingan yang
dibebankan oleh pimpinan.  Jadi itu kan di Seksi SMP ya, kita memang
dari dulu ditanya apakah ada timnya, apakah ada pendanaannya, dari
dulu itu tidak ada, jadi yang mengelola itu misalkan honornya juga tidak
ada, hanya murni melaksanakan tugas dari pimpinan, kalau kita disuruh
mendata kita akan mendata, kemudian kita melaksanakan ini. Jadi tidak
ada tim di kabupaten yang menangani BSM secara khusus, kalau
sekarang yang mengurusi JPD, itu khusus untuk bantuan daerah.
5. Bagaimana sosialisasi BSM kepada pihak sekolah maupun masyarakat?
Kalau sosialisasinya ke masyarakat mungkin dengan media ya, tapi kalau
kita sosialisasinya ke sekolah, jadi harusnya yang melakukan sosialisasi
ke masyarakat adalah pihak sekolah. Misalkan  mengundang wali murid,
saat penerimaan peserta didik baru, atau saat rapat komite disampaikan
bahwa ada program BSM, kemudian apabila ada orang tua yang memiliki
kartu atau termasuk dalam kriteria miskin mereka dapat mengajukan.
Jadi kita tidak sosialisasi ke masyarakat. Kalau dinas ke sekolah, kepala
sekolah kita undang, kalau kita nanti langsung ke masyarakat, pasti
mereka berbondong-bondong datang, padahal kuotanya terbatas.
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6. Bagaimana dinamika jumlah siswa penerima BSM sejak pertama kali
diterapkan sampai sekarang dan trend dari tahun ke tahun?
Itu kita menyesuaikan kuota yang dari atas. Kalau sekarang memang
kecenderungannya meningkat. Apalagi waktu pasca gempa bantul itu,
kita menolerir daerah-daerah yang masih minus seperti Gunungkidul,
Kulon Progo dan Bantul. Kalau Sleman kan termasuk daerah yang sudah
mampu ya. Tapi kita dari propinsi itu sudah ada negosiasi terkait kuota
BSM. Karena tahun 2009 juga masih banyak siswa miskin pasca gempa,
sehingga kuota di kota  memang lebih sedikit.
7. Berapa dana BSM yang diterima oleh siswa setiap tahunnya?
Kalau yang kemarin masih sama ya, 2009-2012 masih sama. Tapi kalau
sekarang ada peningkatan, Anda tanya ke bagian JPD saja. Karena ada
tambahan dari pengurangan subsidi BBM. Kalau yang tahun kemarin itu
masih sama Rp 550.000,00. Dari tahun 2009 masih sama.
8. Bagaimana monitoring siswa penerima BSM?
Kalau dari dinas, kita monitoringnya hanya kita sampel saja, tidak
menyeluruh, karena kita kan tidak ada tim khusus yang menangani ini,
kalau ada timnya mungkin nanti ada tim yang monitoring. Kita hanya
memonitor biasanya ke sekolah dan menanyakan, dana pengambilan kan
itu lewat kantor pos, biasanya kalau ada sekolah yang belum ambil
dananya, maka kantor pos akan menyurati pihak dinas kesini. Proses
itulah yang secara alami merupakan proses monitoring. Pernah kami ke
sekolah untuk memonitor, dan ada yang dananya belum diambil, sudah
sampai mau ganti ajaran tapi kok belum diambil juga. Kalau seperti itu,
kita langsung ke sekolah untuk menemui kepala sekolah untuk
memberitahu hal ini. Ada juga kasus yang ngambil itu diwakilkan oleh
sekolah.
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9. Bagaimana sistem pelaporan dan evaluasi program BSM?
Pemanfaatan dana BSM harus menyertakan kuitansi pembelian barang
sebagai laporan bahwa uang tersebut memang dimanfaatkan untuk
kepentingan pendidikan anak. Apabila si anak tersebut sudah lulus,
namun dana BSM baru turun, sebenarnya itu masalah di sekolah. Kalau
di kantor pos tidak ada dana pencairan itu menunjukkan kuitansi.
Kuitansi biasanya diperlukan oleh sekolah, anak itu mau beli apa. Kalau
sekarang kan yang ngambil itu siswa, dan uangnya langsung ke mereka.
Akan tetapi supaya lebih terarah, maka sekolah menganjurkan agar uang
ini untuk membeli apa, dan buktinya mana. Tapi kalau itu pun saya
belum tahu persis mengenai sekolah mana yang menerapkan seperti itu.
Karena pada prinsipnya BSM itu kan untuk kebutuhan pribadi sekolah
anak. Itu untuk sarapan mereka saja boleh kok sebenarnya. Tapi ya kita
anjurkan untuk yang urgen untuk sekolah. Secara menyeluruh dinas tidak
mendapat laporan dari sekolah terkait BSM ini pun tidak masalah. Kalau
laporan ke pusat kita tidak melakukan itu karena kantor pos sudah
melakukannya. Misal uang sudah turun sekian dan sudah diambil sekian.
Kami hanya merekap nama penerima masing-masing sekolah saja.
10. Bagaimana dinas mengetahui dengan pasti bahwa siswa penerima BSM
benar-benar siswa yang termasuk dalam kriteria siswa penerima BSM?
Basis data kan dari sekolah, yang tahu persis tentu sekolah. Mosok kita
harus ke rumah-rumah kan tidak mungkin. Kita sudah percaya kepada
sekolah, kita percayakan ke sekolah saja terkait hal ini. Sekolah sebagai
instansi di bawah kita diharap mampu melakukan yang terbaik dalam
memberikan kriteria siswa-siswanya layak dapat atau tidak. Jadi kita
tidak tahu persis mereka layak atau tidak, begitu. Karena kita hanya
direkap datanya saja dari sekolah. Itu kan kita juga ada pendelegasian
penugasan dari sekolah juga untuk mengurusi BSM. Kita sudah percaya
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pada sekolah, apalagi guru-guru ya, guru kan lebih mengenal siswanya
dengan baik.
11. Apa yang dilakukan pemerintah apabila terbukti ada siswa penerima
BSM yang tidak termasuk dalam kriteria penerima BSM ataupun tidak
memanfaatkan dana BSM sesuai dengan tujuannya?
Selama ini belum ada kasus seperti itu. Karena mereka yang terima BSM
kan sudah ada datanya. Kalau mereka tidak ada datanya, mestinya itu ada
laporan dari kantor pos. Masak mereka tidak punya datanya kok ngambil
uang itu kan nggak mungkin. Kan itu persyaratan pengambilan kan ada
rapor, dan sebagainya. Siswa itu juga dicek di komputer kantor pos itu
ada namanya atau tidak. Jadi untuk salah orangnya, terdata atau tidak kan
tidak mungkin. Tapi kalau salah mungkin di sasaran, kebetulan ada yang
tidak layak menerima itu kan kita kembali lagi ke sekolah, karena
sekolah yang memberikan data itu.
12. BSM bisa dihentikan kalau?
Siswanya meninggal, pindah ke luar propinsi, karena kita kan datanya di
kabupaten masing-masing propinsi, atau mereka sudah lulus tapi masih
terdata sebagai penerima BSM. Kalau siswanya sudah lulus tapi masih
dalam periode BSM ya kami berikan. Maksudnya begini, setahun yang
lalu kan sudah lulus ya, perpindahan antara kelas tiga kan ada yang
dananya turun di kelas tiga, tapi dia turunnya di bulan berikutnya dan
mereka teryata sudah lulus, bukan dalam artian kita sudah setahun kita
baru turunkan dananya.
13. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh pemerintah (Dinas Pendidikan)
untuk sekolah untuk mendukung program ini?
Sementara ini belum ada. Mestinya di sekolah ada BK ya mbak, harusnya
BK yang lebih mengurusi tentang para siswa penerima BSM ini. Nanti
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kalau dinas ikut mengatur bagian yang kecil-kecil seperti itu nanti bukan
dinas lagi namanya. Sekolah sudah bertanggung jawab terhadap siswanya
sendiri.
14. Hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan program ini?
Kadang ada laporan dari kantor pos, sekolah ini mengambil, yang belum
mengambil sekian siswa, tapi tidak tercantum namanya.
15. Menurut Anda, sudah efektif dan efisienkah mekanisme program BSM?
Mengapa?
Saya kira sudah efektif, namun perlu diperbaiki diantaranya seperti itu,
namun dalam surat edaran itu harusnya dipertegas ya, bahwa untuk
pengambilan dana itu seharusnya siswa itu sendiri yang mengambil.
Jangan sampai anak terima dari sekolah kok sudah dipotong untuk
mbayar ini itu, nanti kebutuhan pribadi anak tidak terpenuhi. Sehingga
tujuan BSM menjadi tidak terpenuhi, karena BSM itu sebenarnya harus
tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah.
16. Menurut Anda, apa saja saran dan kritik untuk pemerintah dan sekolah
demi mensukseskan program ini?
Karena BSM ini untuk siswa miskin, maka sekolah itu seharusnya
membebaskan siswa dari segala pungutan.
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C. Wawancara dengan Siswa Penerima BSM
Nama siswa: JN
1. Apakah alasan Anda masuk ke sekolah ini?
Karena banyak temen.
2. Berasal darimanakah Anda?
Dari Taman Siswa.
3. Apa pekerjaan orang tua Anda?
Bapak kerja di bengkel, ibu kerja di tempat orang, di laundry.
4. Transportasi apa yang Anda gunakan untuk berangkat dan pulang
sekolah?
Naik sepeda.
5. Berapa uang saku Anda?
Rp 5.000,00 sehari.
6. Berapa kali Anda tidak masuk sekolah? Mengapa?
Dulu sering. Karena males. Sering dimarahi orang tua juga gara-gara
nggak naik kelas kemarin. Tapi sekarang enggak lagi.
7. Berapa saudara Anda dan berapa yang masih sekolah?
Saya anak pertama dari tiga bersaudara. Adik-adik saya masih sekolah.
8. Bagaimana pemahaman Anda mengenai BSM?
BSM itu untuk membantu meringankan beban orang tua.
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9. Tahukah keluarga Anda mengenai BSM?
Iya, tahu, dikasih tahu guru BK.
10. Apakah Anda merasa senang dapat menerima BSM?
Iya mbak, senang.
11. Bagaimana respon orang tua mengenai Anda sebagai penerima BSM?
Seneng mbak.
12. Apakah keluarga Anda termasuk dalam Program Keluarga Harapan
(PKH) dan memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS)?
Iya, mbak.
13. Berapa dana BSM yang Anda terima?
Rp 550.000,00
14. Tahukah Anda bagaimana penyaluran dana tersebut sampai ke tangan
Anda?
Dari Guru BK Mbak. Sebelumnya disuruh tanda tangan.
15. Bagaimana pemanfaatan dana BSM Anda selama ini?
Untuk membeli keperluan sekolah seperti buku tulis, sepatu, tas.
16. Tahukah Anda bagaimana pemanfaatan dana BSM teman Anda?
Saya kurang tahu e mbak.
17. Bagaimana pelaporan pemanfaatan dana BSM Anda?
Saya ngasih kuitansi, lalu kembali ke kelas lagi.
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18. Menurut Anda, sudah efektif dan efisienkah mekanisme program BSM?
Mengapa?
Sudah efektif mbak.
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D. Wawancara dengan Siswa Penerima BSM
Nama siswa: OA
1. Apakah alasan Anda masuk ke sekolah ini?
Karena dekat dari rumah.
2. Berasal darimanakah Anda?
Di Demangan dekat UIN.
3. Apa pekerjaan orang tua Anda?
Bapak buruh, kalau ibu jualan nasi di depan rumah.
4. Transportasi apa yang Anda gunakan untuk berangkat dan pulang
sekolah?
Naik sepeda.
5. Berapa uang saku Anda?
Rp 3.000,00 sehari.
6. Berapa kali Anda tidak masuk sekolah? Mengapa?
Tidak pernah bolos mbak.
7. Berapa saudara Anda dan berapa yang masih sekolah?
Saya anak pertama. Adik saya yang satu kelas lima, yang paling kecil
kelas tiga.
8. Bagaimana pemahaman Anda mengenai BSM?
BSM itu buat keperluan sekolah.
9. Tahukah keluarga Anda mengenai BSM?
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Tahu mbak.
10. Apakah Anda merasa senang dapat menerima BSM?
Iya, senang.
11. Bagaimana respon orang tua mengenai Anda sebagai penerima BSM?
Orang tua senang mbak, karena dapat meringankan.
12. Berapa dana BSM yang Anda terima?
Rp 550.000,00
13. Tahukah Anda bagaimana penyaluran dana tersebut sampai ke tangan
Anda?
Saya dari Guru BK. Sebelumya saya tidak tahu darimana.
14. Bagaimana pemanfaatan dana BSM Anda selama ini?
Buat keperluan sekolah mbak. Buat beli sepatu, tas, pianika.
15. Tahukah Anda bagaimana pemanfaatan dana BSM teman Anda?
Tidak tahu e mbak.
16. Bagaimana pelaporan pemanfaatan dana BSM Anda?
Saya minta uang ke guru BK untuk membeli barang, lalu saya serahkan
kuitansi pembelian ke guru BK. Kalau sisa ya buat uang saku.
17. Menurut Anda, sudah efektif dan efisienkah mekanisme program BSM?
Mengapa?
Efektif mbak, tidak ribet.
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18. Menurut Anda, apa saja saran dan kritik untuk pemerintah dan sekolah
demi mensukseskan program ini?
BSM itu bagus, karena sangat membantu siswa yang kurang mampu.
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E. Wawancara dengan Siswa Penerima BSM
Nama siswa: VE
1. Apakah alasan Anda masuk ke sekolah ini?
Karena banyak teman di sini.
2. Berasal darimanakah Anda?
Dari jalan Ledoksari, dekat Retjo Buntung.
3. Apa pekerjaan orang tua Anda?
Bapak Ibu buruh di tempat makan Ayam Goreng di dekat rumah.
4. Transportasi apa yang Anda gunakan untuk berangkat dan pulang
sekolah?
Naik sepeda. Kadang dianter, nanti pulangnya jalan kaki.
5. Berapa uang saku Anda?
Rp 5.000,00 sehari.
6. Berapa kali Anda tidak masuk sekolah? Mengapa?
Nggak pernah mbak.
7. Berapa saudara Anda dan berapa yang masih sekolah?
Saya anak pertama, adik saya masih kecil.
8. Bagaimana pemahaman Anda mengenai BSM?
BSM itu duitnya buat beli alat sekolah, nanti ada notanya mbak.
9. Mengapa Anda mendapat BSM?
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Tiba-tiba dapet mbak.
10. Tahukah keluarga Anda mengenai BSM?
Tahu.
11. Apakah Anda merasa senang dapat menerima BSM?
Iya, senang.
12. Bagaimana respon orang tua mengenai Anda sebagai penerima BSM?
Senang, karena bisa untuk meringankan dana pembelian peralatan buat
sekolah.
13. Tahukah Anda bagaimana penyaluran dana tersebut sampai ke tangan
Anda?
Waktu itu saya diminta tanda tangan mbak. Katanya mau buat ambil duit
begitu.
14. Apakah keluarga Anda termasuk dalam Program Keluarga Harapan
(PKH) dan memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS)?
Iya, ada mbak KPS. Tapi kalau PKH nggak tahu.
15. Berapa dana BSM yang Anda terima?
Rp 550.000,00
16. Bagaimana pemanfaatan dana BSM Anda selama ini?
Buat beli alat sekolah, nggak pernah saya buat uang saku mbak, Cuma
buat alat sekolah aja.
17. Bagaimana pelaporan pemanfaatan dana BSM Anda?
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Buat beli alat sekolah, nanti notanya diminta pas beli itu dan orang tahu,
sekolah juga tahu.
18. Hambatan apa saja yang Anda alami selama menerima dana BSM ini?
Nggak ada mbak.
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F. Wawancara dengan Orang Tua Siswa Penerima BSM
Nama siswa : OA
Nama Ayah : S
Nama Ibu : N
1. Bagaimana pemahaman Anda tentang BSM?
Saya juga kurang tahu mbak sebenarnya. Karena bantuan itu banyak
mbak yang kami terima. Kalau yang Rp 550.000,00 itu memang bantuan
untuk sekolahnya Andi. Buat beli seragam, yang terakhir itu buat beli
sepatu.
2. Bagaimana anak Anda mendapatkan BSM?
Kalau tidak salah, kami dikirimi kartu mbak. Tapi ya bukan kartu
sebenarnya, hanya kertas isine nama anak saya sama apa gitu saya juga
lupa. Tapi disitu ditulis suruh bawa ke sekolah gitubuat daftar. Ndak tahu
bagaimana lalu saya dipanggil ke sekolah.
3. Bagaimana respon Anda mengenai anak Anda yang mendapat BSM?
Ya seneng mbak, lha wong dapet bantuan kok. Kalau nggak dapat
bantuan ya sentik-sentik mbak mau biayain anak.
4. Apa pekerjaan Anda?
Bapak tukang bersih-bersih di TK ABA mbak. Saya jualan di sini (nasi
dan gorengan di jalan depan rumah).
5. Berapa penghasilan per bulan Anda?
Tidak bisa ditentukan mbak. Tapi kalau bapak, terus terang gajinya hanya
Rp 325.000,00 mbak.
6. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai sekolah anak
Anda dalam satu bulan dan satu tahun?
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Terus terang kalau sekolah di SMP N 15 kan tidak membayar, tapi kan
keperluan sekolah yang lain seperti seragam, peralatan lain kan beli
sendiri.
7. Bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh sekolah ataupun pemerintah
mengenai program BSM?
Waktu itu saya dipanggil ke sekolahnya Andi mbak. Ya diberitahu kalau
ada bantuan sekian ratus ribu itu untuk kebutuhan sekolahnya Andi,
begitu.
8. Tahukah Anda pemanfaatan dana BSM anak Anda digunakan untuk apa
saja?
Itu buat beli seragam, sepatu juga Rp 260.000,00 biar awet mbak. Kalau
yang murah kan nanti sebentar-sebentar beli lagi mbak, jadi boros.
9. Apakah Anda pernah menyampaikan pengaduan atau keluhan kepada
sekolah terkait program ini?
Belum pernah mbak. Karena bagi kami selama duitnya sudah pas,
keperluannya juga pas, ya sudah.
10. Apakah program BSM ini sangat membantu keluarga dalam memenuhi
kebutuhan sekolah anak Anda?
Ya sangat membantu mbak.
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G. Wawancara dengan Orang Tua Siswa Penerima BSM
Nama siswa : JN
Nama Ayah : JP
Nama Ibu : S
1. Bagaimana pemahaman Anda tentang BSM?
BSM itu bantuan untuk peralatan sekolah anak kami mbak yang Rp
550.000,00 itu. Ya untuk membeli peralatan sekolahnya Joni. Waktu itu
buat dia beli pianika, suling, tas, dan sepatu juga kalau tidak salah.
2. Bagaimana respon Anda mengenai anak Anda yang mendapat BSM?
Ya seneng sekali mbak. Bisa bantu-bantu keperluan anak, jadi ringan
gitu. Meskipun kami orang Jogja asli, tapi tanah saja ndak punya mbak.
Cuma bisa ngontrak kamar ini saja.
3. Bagaimana anak Anda mendapatkan BSM?
Kalau itu sepertinya karena ibu ikut PKH, jadi dibantu gitu anak kami.
4. Apa pekerjaan Anda?
Saya buruh harian.
5. Berapa penghasilan per bulan Anda?
Hanya sedikit. Rata-rata ya satu jutaan bisa terkumpul kalau lancar.
6. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai sekolah anak
Anda dalam satu bulan dan satu tahun?
Biayanya ya sekitar Rp 1.500.000,00 per tahun mbak, itu di luar uang
saku.
7. Apakah keluarga Anda termasuk dalam Program Keluarga Harapan
(PKH) dan memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS)?
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Iya, ikut mbak. Ibu ikut PKH dan saya ikut KPS.
8. Bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh sekolah ataupun pemerintah
mengenai program BSM?
Kalau itu saya dipanggil ke sekolah. Kalau bantuan yang lainnya ada
yang diberi surat edaran saja. Sosialisasi kemarin saya diberi penjelasan
kalau uang ini digunakan untuk keperluan sekolah mulai dari seragam,
sepatu, tas, buku. Pertama itu sosialisasi, tapi belum bisa diambil
uangnya. Baru setelah dua hari kemudian saya dipanggil untuk
mengambil uangnya sekitar setengah dari jatah yang diterima.
Setengahnya lagi diambil langsung oleh anak saya sendiri, tapi juga
disimpankan ke orang tua.
9. Tahukah Anda pemanfaatan dana BSM anak Anda digunakan untuk apa
saja?
Itu jelas yang menerima saya kalau bantuan itu. Pertama yang ambil
saya, langsung saya belikan tas dan sepatu dan nota kan harus saya kasih
ke sekolah mbak. Setelah itu, kan masih ada sisa, diminta Joni untuk
dibelikan alat musik.
10. Apakah program BSM ini sangat membantu keluarga dalam memenuhi
kebutuhan sekolah anak Anda?
Untuk kebutuhan sekolah ya jelas kurang mbak. Setiap hari saja butuh
uang transportasi, uang saku kan otomatis mbak. Ya kita tidak
mengandalkan bantuan terus karena kita kan juga kerja.
11. Apakah Anda pernah menyampaikan pengaduan atau keluhan kepada
sekolah terkait program ini?
Wah, saya nggak pernah mengeluh ke sekolah e mbak. Wong sudah
dibantu saja saya bersyukur sekali. Selama saya tahu sudah benar ya
nggak perlu dikeluhkan lagi.
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12. Apa saja saran dan kritik Anda untuk lebih mensukseskan program ini?
Sebenarnya sudah bagus mbak program ini, dengan tujuan membantu
warga yang kekurangan. Kami juga sudah bersyukur sekali mendapat
bantuan ini. Kalau kekurangan, semua orang ya pengennya kurang mbak.
Tapi program ini memang sudah sangat membantu mbak.
H. Wawancara dengan Orang Tua Siswa Penerima BSM
Nama siswa : VE
Nama Ayah : PW
Nama Ibu : P
1. Bagaimana pemahaman Anda tentang BSM?
Saya tahunya ya uang ini untuk keperluan sekolah dan khusus untuk
kebutuhan sekolah anak. Jadi tidak bisa di otak-atik.
2. Bagaimana respon Anda mengenai anak Anda yang mendapat BSM?
Ya Alhamdulillah membantu sekali mbak. Seragam bisa tercukupi,
keperluan yang bisa tercukupi. Lha saya nganggur, ibunya anak-anak
Cuma tukang masak di tempat ayam goreng. Orang kayak kita ini kalau
hidup di kota ini kan ya berat sebenarnya. Untungnya ada berbagai
bantuan dari pemerintah, jadi bisa bantu-bantu kebutuhan.
3. Apa pekerjaan Anda?
Saya buruh, ibu juga buruh. Kalau saya dulu kan kerja di Ayam goreng
Bu Tini bagian kasir, tapi sekarang sudah keluar, sudah nganggur. Kalau
ibu masih di situ, di bagian dapur.
4. Bagaimana anak Anda mendapatkan BSM?
Wah, kurang tahu saya mbak. Setau saya ada edarannya terus disuruh
dibawa ke sekolah begitu.
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5. Berapa penghasilan per bulan Anda?
Kira-kira ya Rp 600.000,00 sampai Rp 700.000,00.
6. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai sekolah anak
Anda dalam satu bulan dan satu tahun?
Sebenarnya keperluan untuk sekolah sudah banyak dibantu oleh
pemerintah mbak. Tapi ya paling-paling uang saku dan transportasi itu
saja yang harian. Uang saku kadang Rp 5.000,00 kadang Rp 7.000,00.
7. Apakah keluarga Anda termasuk dalam Program Keluarga Harapan
(PKH) dan memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS)?
Iya, dapat KPS tahun ini mbak.
8. Bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh sekolah ataupun pemerintah
mengenai program BSM?
Siswa diberi tahu, orang tua ya dikasih tahu oleh siswa. Pertama itu
asalkan orang tua diberi tahu oleh siswa bahwa uang itu harus
dipergunakan sedemikian, besok siswa bisa mengambil sendiri, asalkan
nota diserahkan ke sekolah. Kemudian setelah uang turun orang tua
dipanggil
9. Tahukah Anda pemanfaatan dana BSM anak Anda digunakan untuk apa
saja?
Untuk keperluan sekolah. Nanti buat beli alat-alat musik, seperti kemarin
vivi minta dibelikan pianika, sepatu sekolah, seragam pramuka, itu juga
dari uang itu.  Sekolah kan minta nota. Kemarin uangnya dulu, lalu
sekolah minta notanya. Kalau sekolah tidak ngasih uang, kami beli pakai
apa mbak? Uang saja belum punya waktu itu.
10. Apakah Anda pernah menyampaikan pengaduan atau keluhan kepada
sekolah terkait program ini?
150
Saya rasa baik-baik saja mbak. Saya hanya berharap program ini dapat
terus berlanjut. Kalau bisa ditingkatkan ya itu lebih baik.
11. Apakah program BSM ini sangat membantu keluarga dalam memenuhi
kebutuhan sekolah anak Anda?
Ya sangat membantu mbak. Kalau mencukupi ya, namanya juga manusia
ya nggak ada yang cukup mbak.
151
Lampiran 5.  Catatan Lapangan
Catatan Lapangan I
Tanggal :11 September 2013
Agenda : wawancara dengan Kepala Sekolah SMP N 15 Yogyakarta
Peneliti datang ke SMP N 15 Yogyakarta dan langsung menemui Kepala
Sekolah. Peneliti bermaksud melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah
mengenai Bantuan Siswa Miskin (BSM). Namun ternyata Kepala Sekolah sendiri
kurang memahami mengenai Bantuan Siswa Miskin (BSM), sehingga saat
wawancara Kepala Sekolah didampingi oleh salah satu staf Tata Usaha yang
mengurusi administrasi sekolah termasuk mengurusi Bantuan Siswa Miskin
(BSM). Agar peneliti mendapatkan hasil wawancara yang lebih baik, Kepala
Sekolah menyarankan peneliti untuk menemui Bapak NB atau Ibu LK selaku
Guru Bimbingan dan Konseling (BK).
Peneliti masuk ke ruang Bimbingan dan Konseling (BK) dan bertemu
dengan salah satu guru BK. Setelah memberitahukan maksud kedatangan peneliti,
guru BK tersebut memberitahu bahwa Ibu LK dan Bapak NB sedang tidak ada di
sekolah. Oleh karena itu, peneliti disarankan untuk kembali lagi besok.
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Catatan Lapangan II
Tanggal :12 September 2013
Agenda : Konfirmasi surat ijin ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan
wawancara dengan Guru BK SMP N 15 Yogyakarta
Pagi harinya, peneliti datang ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
untuk menanyakan konfirmasi surat ijin penelitian ke salah satu bagian yang
mengurusi Bantuan Siswa Miskin (BSM). Surat ijin penelitian tersebut ternyata
telah didisposisikan ke bagian Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) yang menangani
seluruh bantuan dan beasiswa di wilayah Kota Yogyakarta.  Peneliti masuk ke
ruang JPD dan bertemu dengan Ibu Kepala JPD serta memberitahukan maksud
dan tujuan kedatangan peneliti. Peneliti berdiskusi sebentar dengan Ibu Kepala
JPD tersebut dan diberi sebuah Buku Panduan BSM tahun 2013 untuk difotokopi
oleh peneliti. Ibu Kepala JPD juga memberitahukan kalau JPD hanya mengurusi
BSM tahun berjalan ini. Sehingga kalau peneliti menginginkan data BSM tahun
2012/2013, maka peneliti diarahkan untuk pergi ke bagian Seksi SMP Bidang
Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, peneliti
langsung ke Seksi SMP dan menyerahkan surat disposisi dari JPD. Namun saat itu
yang mengurusi BSM sedang berada di Solo, sehingga tidak dapat ditemui hari
ini. Peneliti disarankan untuk kembali hari Senin. Akhirnya peneliti memutuskan
ke tujuan berikutnya, yaitu menemui guru BK SMP N 15 Yogyakarta.
Peneliti sampai di SMP N 15 Yogyakarta yang jaraknya tidak jauh dari
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Peneliti berhasil menemui Ibu LK dan
memberitahukan maksud dan kedatangan peneliti. Namun karena Ibu LK sedang
terburu-buru untuk agenda yang lain, maka peneliti hanya berdiskusi sebentar
dengan beliau. Dari pertemuan itu, peneliti berhasil mendapatkan data tentang
BSM di sekolah tersebut.
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Catatan Lapangan III
Tanggal :13 September 2013
Agenda : wawancara dengan Guru BK SMP N 15 Yogyakarta
Pukul 09.00 peneliti sampai di SMP N 15 Yogyakarta dan bertemu
dengan Ibu LK serta Bapak NB selaku guru BK yang mengurusi BSM di sekolah
tersebut.  Selama satu setengah jam peneliti wawancara dan berdiskusi dengan
kedua narasumber tersebut serta berhasil mendapatkan data-data tambahan dan
dokumen sekolah.
Catatan Lapangan IV
Tanggal : 16 September 2013
Agenda : wawancara dengan Staf Seksi SMP Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan Kota Yogyakarta
Pukul 10.00 peneliti tiba di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan
bertemu dengan Bapak M selaku staf Seksi SMP yang mengurusi BSM tahun
2012/2013.  Setelah memberitahukan maksud dan tujuan peneliti, dan mendapat
persetujuan dari Bapak M, peneliti langsung melakukan wawancara dengan beliau
terkait BSM dan memfotokopi beberapa dokumen terkait BSM tahun 2012/2013.
Setelah wawancara, peneliti kebetulan bertemu dengan Dosen Pembimbing
pertama di teras Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Peneliti memutuskan untuk
menanyakan beberapa hal terkait penelitian peneliti dan bagaimana mengatasi
permasalahan yang dihadapi oleh peneliti selama penelitian.
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Catatan Lapangan V
Tanggal : 23 September 2013
Agenda : wawancara dengan siswa penerima BSM
Pukul 10.00 peneliti tiba di SMP N 15 Yogyakarta. Peneliti langsung ke
ruang BK dan meminta ijin untuk melakukan wawancara dengan beberapa siswa
penerima BSM. Peneliti dibantu oleh guru BK untuk menemui siswa-siswa
tersebut. Akhirnya peneliti mendapatkan tiga siswa penerima BSM yang masing-
masing bernama OA, JN, dan VE. Peneliti melakukan wawancara secara terpisah
kepada ketiga siswa tersebut  serta tidak lupa peneliti meminta ijin untuk datang
ke rumah siswa dan menemui orang tua siswa. Setelah mendapat persetujuan dari
siswa, peneliti mencatat alamat ketiga siswa tersebut untuk memudahkan peneliti
mencari rumah mereka.
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Catatan Lapangan VI
Tanggal : 24 September 2013
Agenda : wawancara dengan orang tua siswa penerima BSM
Peneliti yang telah mendapat alamat masing-masing siswa kemudian
mendatangi rumah siswa-siswa tersebut. Setelah melalui perjuangan, peneliti
akhirnya menemukan rumah pertama di daerah Timoho. Peneliti bertemu dengan
Ibu N, Ibu dari OA. Peneliti memberitahukan maksud dan kedatangan peneliti
kepada Ibu N dan Ibu N bersedia diwawancarai di warung tempat Ibu N berjualan.
Warung tersebut terletak di gang kecil yang sama dengan gang masuk ke rumah
beliau. Selesai wawancara, peneliti pamit.
Peneliti mencari rumah kedua, yaitu di di daerah Taman Siswa. Setelah
mencari alamat dan bertanya ke beberapa orang di daerah tersebut, peneliti tidak
berhasil menemukan rumah kedua. Akhirnya peneliti memutuskan untuk menuju
ke rumah ketiga di daerah Ledoksari, Pakualaman. Sesampai di daerah yang dituju
peneliti bertanya ke beberapa orang tentang alamat yang akan peneliti tuju.
Akhirnya ada satu orang yang bersedia mengantar peneliti ke rumah tersebut.
Rumah tersebut berada di bantaran Sungai Code. Rumah tersebut sangat kecil,
jarak antar rumah hanya dipisahkan gang-gang kecil. Peneliti masuk ke rumah
tersebut dan bertemu dengan Bapak PW, bapak dari siswa VE. Peneliti
memberitahukan maksud dan kedatangan peneliti dan peneliti berhasil
mewawancarai beliau saat itu juga.
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Catatan Lapangan VII
Tanggal : 25 September 2013
Agenda : wawancara dengan orang tua siswa penerima BSM
Pagi harinya peneliti datang ke SMP N 15 Yogyakarta untuk menemui
siswa JN untuk menanyakan kembali  alamat dan letak rumahnya. Melalui
bantuan guru BK, peneliti berhasil menemui JN dan mendapatkan penjelasan yang
lebih lengkap terkait rumahnya. Akhirnya peneliti berhasil menemukan rumah
siswa JN dan bertemu dengan Bapak JP dan Ibu S, orang tua JN. Peneliti
memberitahukan maksud dan kedatangan peneliti dan peneliti berhasil
mewawancarai beliau saat itu juga.
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Lampiran 7. Profil SMP N 15 Yogyakarta
PROFIL SEKOLAH
A. SEJARAH SEKOLAH
Masa Sebelum Kemerdekaan
SMP Negeri 15 Yogyakarta yang beralamat di jalan Tegal Lempuyangan 61
Yogyakarta memiliki sejarah panjang keberadaanya. Sumber-sumber dan
dokumen resmi sebagai bahan referensi sudah sangat langka, bahkan sudah
tidak ditemukan lagi. Dari beberapa peninggalan yang ada misalnya : mesin –
mesin praktek keterampilan, buku-buku praktek keterampilan, beberapa
tulisan di dinding bangunan sebelum roboh,  dapat diketahui bahwa SMP
Negeri 15 Yogyakarta pada masa sebelum kemerdekaan atau lebih tepatnya
masa Hindia Belanda, merupakan Sekolah Teknik atau “AMBA SCHOOL”.
Masa Sesudah Kemerdekaan
Secara singkat, kronologi keberadaan SMP Negeri 15 Yogyakarta _ias
diutarakan sebagai berikut:
o Sekitar tahun 1975, banyak Sekolah Teknik ( ST ) yang beralih nama dan
digabung menjadi 1 sekolah dan 1 lokasi , seperti ST 7, 8, 9, 10 diubah
menjadi 2 sekolah yaitu ST 7 berdiri sendiri sedangkan ST 8, 9, 10
digabung menjadi ST 8 dan berada dalam 1 lokasi. ST 7 dan ST 8
dipimpin oleh satu orang Kepala Sekolah yaitu MUSLAM. Adapun
mengenai program keterampilan ST 7 dengan program keterampilan
logan dan ST 8 dengan program keterampilan listrik dan Bangunan. Pada
tahun 1978 ST 7 dipindah ke luar kota menjadi SMP, sedangkan lokasi di
Jalan Tegal Lempuyangan sepenuhnya dipakai oleh ST Negeri 8 dengan
program keterampilan logam, bangunan dan listrik.
o Berdasarkan SK Mendikbud RI No. 0259/O/1994 tanggal 5 Oktober 1994
tentang alih fungsi ST/SKKP menjadi SMP, maka ST Negeri 8 beralih
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fungsi menjadi SMP Negeri 19 Yogyakarta. Adapun program
keterampilan masih tetap dijalankan seperti pada waktu masih ST.
o Pada tahun 1997 SMP Negeri 19 berubah menjadi SLTP Negeri 15
Yogyakarta berdasarkan SK Mendikbud RI No. 034/O/1997 tanggal 7
Maret 1997 tentang perubahan nomenklatur SMP Menjadi SLTP serta
organisasi dan7 tata kerja SLTP.
o Selanjutnya pada tahun 2000 SLTP berubah menjadi SMP, sehingga
SLTP Negeri 15 Yogyakarta berubah menjadi SMP Negeri 15
Yogyakarta.
B. IDENTITAS SEKOLAH
1. Nama Sekolah :  Sekolah Menengah Pertama Negeri 15
Yogyakarta
2. No. Statistik Sekolah : 221046003001
3. Tipe Sekolah : A
4. Alamat Sekolah : Jalan Tegal Lempuyangan Nomor 61
Yogyakarta 55211
:  Website : www.smpn15yogya.com
: (E-Mail Sekolah) smp15yk@yahoo.co.id
:  Kelurahan Bausasran
: (Kecamatan) Danurejan
: (Kabupaten/Kota) Yogyakarta
: (Propinsi) Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Telepon/HP/Fax : (0274) 512912 / (0274) 544903
6. Status Sekolah : Negeri
7. Nilai Akreditasi Sekolah : A Skor  : 96
8..   Luas Lahan dan Jumlah Rombel :
Luas Lahan : 12.703 m2.
Jumlah ruang pada Lantai  1 : 14
Jumlah ruang pada Lantai 2 : 16
Jumlah ruang pada Lantai 3 : -
LANTAI : 1 / 2
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Jumlah Rombel : 30 Nilai akreditasi Sekolah : 96
9. Data Siswa
Th. Pelajaran
Jml Pendaftar
(Cln Siswa
Baru)
Kelas VII Kelas VIII Kelas IX
Jumlah
(Kls. VII + VIII +
IX)
Jml
Siswa
Jumlah
Rombel
Jml
Siswa
Jumlah
Rombel
Jml
Siswa
Jumlah
Rombel Siswa Rombel
2009/2010 617 360 10 359 10 357 10 1076 30
2010/2011 533 360 10 354 10 356 10 1050 30
2011/2012 481 338 10 332 10 350 10 1020 30
2012/2013 443 340 10 337 10 333 10 1010 30
2013/2014 394 356 10 332 10 334 10 1022 30
10. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Kepala sekolah
No Jabatan Nama
Jenis
Kela-min Usia Pend.Akhir
Masa
Kerja
L P
1. Kepala Sekolah Drs. SUKIRNO, SH L - 57 S1 31
2. Wkl. Kepala Sekolah Drs. HERI SUMATO L - 55 S2 31
b. Guru
1) Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah
No. Tingkat Pendidikan
Jumlah dan Status Guru
JumlahGT/PNS GTT/Guru Bantu
L P L P
1. S3/S2 3 - - - 3
2. S1 24 34 1 6 65
3. D-4
4. D3/Sarmud 3 3 6
5. D2
6. D1 1 1
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7. ≤ SMA/sederajat 1 1
Jumlah 31 38 1 6 76
2) Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang
pendidikan (keahlian)
No. Guru
Jumlah guru dengan latar
belakang pendidikan sesuai
dengan tugas mengajar
Jumlah guru dengan latar
belakang pendidikan yang
TIDAK sesuai dengan tugas
mengajar Jumlah
D1/D2 D3/
Sarmud
S1/D4 S2/S3 D1/D2 D3/
Sarmud
S1/D4 S2/S3
1. IPA 7 1 8
2. Matematika 8 8
3. Bahasa Indonesia 6 6
4. Bahasa Inggris 1 4 5
5. Pendidikan Agama 3 1 4
6. IPS 1 5 6
7. Penjasorkes 4 4
8. Seni Budaya 1 2 - 3
9. PKn 1 2 3
10. TIK/Keterampilan 1 1 7 6 15
11. BK 5 1 6
12. Lainnya: .............. 2 1 3
Jumlah 1 6 53 4 6 70
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3) Pengembangan kompetensi/profesionalisme guru
4) Prestasi guru
No. Jenis lomba
Perolehan kejuaraan 1 sampai 3 dalam 3
tahun terakhir
Tingkat Jumlah Guru
1. Lomba PTK Nasional 1
Provinsi 1
Kab/Kota 1
2. Lomba Karya tulis Inovasi
Pembelajaran
Nasional 1
Provinsi
Kab/Kota
3. Lomba Guru Berprestasi Nasional 2
Provinsi 1
Kab/Kota
4. Lomba lainnya: ............................... Nasional 3
Provinsi
No
.
Jenis Pengembangan
Kompetensi
Jumlah Guru yang telah mengikuti kegiatan
pengembangan kompetensi/profesionalisme
Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Penataran KBK/KTSP 9 5 14
3. Penataran Metode
Pembelajaran (termasuk CTL) 3 2 5
4. Penataran PTK 4 4 8
5. Penataran Karya Tulis Ilmiah 4 1 5
6. Sertifikasi
Profesi/Kompetensi 9 2 11
7. Penataran PTBK 9 12 21
8. Penataran lainnya: ..............
7 5 12
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Kab/Kota
4. Nasional
Provinsi
Kab/Kota
c. Tenaga Kependidikan: Tenaga Pendukung
No. Tenaga pendukung
Jumlah tenaga pendukung dan
kualifikasi pendidikannya
Jumlah tenaga
pendukung
Berdasarkan Status
dan Jenis Kelamin Jumlah
≤
SMP
SMA D1 D2 D3 S1 PNS Honorer
L P L P
1. Tata Usaha 2 8 1 2 2 6 1 11
2. Perpustakaan 1 1 1 1 2
3. Laboran lab. IPA
4. Teknisi lab. Komputer 1 1 1
5. Laboran lab. Bahasa
6. PTD (Pend Tek.
Dasar)
7. Kantin
8. Penjaga Sekolah 1 1 1
9. Tukang Kebun
10. Keamanan
11. Lainnya: ...............
Jumlah 2 7 1 2 2 2 8 3 15
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11. a)  Data Ruang Belajar (Kelas)
Kondisi
Jumlah dan ukuran Jml. ruang
lainnya
yg digunakan
untuk r. Kelas
(e)
Jumlah ruang
yg digunakan
untuk R. Kelas
(f)=(d+e)
Ukuran
7x9 m2 (a)
Ukuran
> 63m2 (b)
Ukuran
< 63 m2
(c)
Jumlah (d)
=(a+b+c)
Baik 28 2 28 ............. ruang,
yaitu: ………
30
Rsk ringan
Rsk sedang
Rsk Berat
Rsk Total
Keterangan kondisi:
Baik Kerusakan < 15%
Rusak ringan 15% - < 30%
Rusak sedang 30% - < 45%
Rusak berat 45% - 65%
Rusak total >65%
b) Data Ruang Belajar Lainnya
Jenis Ruangan Jumlah(buah) Ukuran(pxl)
Kondisi*) Jenis Ruangan Jumlah(buah) Ukuran(pxl)
Kondisi
1. Perpustakaan 1 8 X 24 Baik 6. Lab. Bahasa 1 8 X 15 Baik
2. Lab. IPA 2 10 X 13 Baik 7. Lab. Komputer 2 5 X 8 Baik
3. Ketrampilan 3 14 X 16 Baik 8. PTD 3 14 X 16 Baik
4. Multimedia 1 5 X 8 Baik 9. Serbaguna/aula 1 14 X 15 Baik
5. Kesenian 1 6 X 6 Baik 10. ……………
c) Data Ruang Kantor
Jenis Ruangan Jumlah(buah) Ukuran(pxl)
Kondisi*)
1. Kepala Sekolah 1 5 X 8 Baik
2. Wk Kepala Sekolah 1 4 X 8 Baik
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3. Guru 1 9 X 24 Baik
4. Tata Usaha 1 8 X 10 Baik
5. Tamu 1 3 X 6 Baik
Lainnya: ……………
d) Data Ruang Penunjang
Jenis Ruangan Jml(buah) Ukuran(pxl)
Kondisi*) Jenis Ruangan Jml(buah) Ukuran(pxl)
Kondisi
1. Gudang 1 3 X 8 Baik 10. Ibadah 1 6 X 6 Baik
2. Dapur 1 3 X 8 Baik 11. Ganti 1 3 X 4 Baik
3. Reproduksi 1 4 X 6 Baik 12. Koperasi 1 3 X 7 Baik
4. KM/WC Guru 6 4 X 6 Baik 13. Hall/lobi 1 4 X 12 Baik
5. KM/WC ssw 16 2 X 12 Baik 14. Kantin 1 6 X 8 Baik
6. BK
1 5 X 8 Baik
15. Rumah Pompa/
Menara  Air 4 1 X 1,5
Baik
7. UKS 1 5 X 8 Baik 16. Bangsal Kendaraan 2 2 X 96 Baik
8. PMR/Pramuka 1 5 X 8 Baik 17. Rumah Penjaga 2 2 X 6,5 Baik
9. OSIS 1 2 X 5 Baik 18. Pos Jaga 2 3 X 3 Baik
12. Lapangan Olahraga dan Upacara
Lapangan Jumlah(buah) Ukuran(pxl)
Kondisi Keterangan
1. Lapangan Olahraga
a. Bola Basket
b. Bola Volly
c. Tenis Lapangan
d. Bulu Tangkis
1
2
1
1
1
28 X 15
18 X  9
24 X  11
13 X  6,10
13,4 X 6,10
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
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e. Sepak Bola
2. Lapangan Upacara 1 31 X 46 Baik
13. Kepemilikan Tanah : Pemerintah
Status Tanah : Sultan Ground
Luas Lahan/Tanah : 12.703  m2
Luas Tanah Terbangun : 7.249  m2
Luas Tanah Siap Bangun : 630  m2
Luas Lantai Atas Siap Bangun : 140 m2
14. Perabot (furniture) utama
a. Perabot ruang kelas (belajar)
No. Jumlah ruangkelas
Perabot
Jumlah dan kondisi meja
siswa
Jumlah dan kondisi
kursi siswa
Almari + rak
buku/alat Papan tulis
Jm
l
B
ai
k
R
sk
.
R
in
ga
n
R
sk
.
B
er
at
Jm
l
B
ai
k
R
sk
.
R
in
ga
n
R
sk
.
B
er
at
Jm
l
B
ai
k
R
sk
.
R
in
ga
n
R
sk
.
B
er
at
Jm
l
B
ai
k
R
sk
.
R
in
ga
n
R
sk
.
B
er
at
1 30 600 Baik 1,5 - 1200 Baik 27 - 30 Baik - -
b. Perabot ruang belajar lainnya
No. Ruang
Perabot
Meja Kursi Almari + rakbuku/alat Lainnya
Jm
l
B
ai
k
R
sk
.
R
in
ga
n
R
sk
.
B
er
at
Jm
l
B
ai
k
R
sk
.
R
in
ga
n
R
sk
.
B
er
at
Jm
l
B
ai
k
R
sk
.
R
in
ga
n
R
sk
.
B
er
at
Jm
l
B
ai
k
R
sk
.
R
in
ga
n
R
sk
.
B
er
at
1.Perpustakaan 22 Baik 44 Baik 16 Baik 3 Baik
2.Lab. IPA 28 Baik 80 Baik 9 Baik
3.Ketrampilan 24 Baik 50 Baik 21 Baik
4.Multimedia 20 Baik 24 Baik 2 Baik
5.Lab. bahasa 40 Baik 40 Baik 2 Baik
6.Lab. komputer 40 Baik 80 Baik 2 Baik
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7.Serbaguna 4 Baik 8 Baik
8.Kesenian 2 Baik 2 Baik
9.PTD 24 Baik 40 Baik 21 Baik
c. Perabot Ruang Kantor
No. Ruang
Perabot
Meja Kursi Almari + rakbuku/alat Lainnya
Jm
l
B
ai
k
R
sk
.
R
in
ga
n
R
sk
.
B
er
at
Jm
l
B
ai
k
R
sk
.
R
in
ga
n
R
sk
.
B
er
at
Jm
l
B
ai
k
R
sk
.
R
in
ga
n
R
sk
.
B
er
at
Jm
l
B
ai
k
R
sk
.
R
in
ga
n
R
sk
.
B
er
at
1. Kepala Sekolah 2 Baik 4 Baik 3 Baik 2 Baik
2. Wk Ka. Sekolah 6 Baik 7 Baik 3 Baik 2 Baik
3. Guru 34 Baik 60 Baik 6 Baik
4. Tata Usaha 10 Baik 14 Baik 8 Baik 2 Baik
5. Tamu 1 Baik 4 Baik
d. Perabot Ruang Penunjang
No. Ruang
Perabot
Meja Kursi Almari + rakbuku/alat Lainnya
Jm
l
B
ai
k
R
sk
.
R
in
ga
n
R
sk
.
B
er
at
Jm
l
B
ai
k
R
sk
.
R
in
ga
n
R
sk
.
B
er
at
Jm
l
B
ai
k
R
sk
.
R
in
ga
n
R
sk
.
B
er
at
Jm
l
B
ai
k
R
sk
.
R
in
ga
n
R
sk
.
B
er
at
1. BK 6 Baik 8 Baik 4 Baik 2
2. UKS 2 Baik 4 Baik 2 Baik 4
3. PMR/Pramuka 1 Baik 10 Baik 1 Baik
4. OSIS 3 Baik 6 Baik Baik
5. Gudang 1 Baik 2 Baik 4 Baik
6. Ibadah Baik Baik 1 Baik
7. Koperasi 2 Baik 3 Baik 3 Baik
8. Hall/lobi 1 Baik 4 Baik 4 Baik
9. Kantin 2 Baik 3 Baik 3 Baik
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10. Pos jaga 2 Baik 3 Baik 3 Baik
11. Reproduksi 2 Baik 3 Baik 3 Baik
15. Koleksi Buku Perpustakaan
No. Jenis Jumlah Kondisi
Rusak Baik
1. Buku siswa/pelajaran (semua mata pelajaran) 9.741 0 9.741
2. Buku bacaan (misalnya novel, buku ilmu
pengetahuan dan teknologi, dsb.) 16.824 0 16.824
3. Buku referensi (misalnya kamus, ensiklopedia,
dsb.) 255 0 255
4. Jurnal 10 0 10
5. Majalah 377 0 377
6. Surat kabar 2 0 2
7. Alat Peraga Pembelajaran 78 0 78
8. Silabus dan RPP 48 0 48
9. Tabloid 90 0 90
Total 27.245 0 27.245
16. Fasilitas Penunjang Perpustakaan
No. Jenis Jumlah / Ukuran/ Spesifikasi
1. Komputer Siswa (Internet) 6 Unit Pentium Core 2 Dual Vista
2. Komputer Otomasi
Perpustakaan
3 Unit Pentium 4 (Rusak)
3. Ruang baca 2 - 8 X 10 m2
4. TV 1 - 21’’
5. LCD -
6. VCD/DVD player 1 Unit (Rusak)
7. AC 3 Unit
8. Kipas Angin 3 Unit
9. Printer 2 Unit (Kurang Layak)
10. Meja Baca 23 Buah
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11. Kursi 52 Buah
12. Meja Kerja 4 Buah
13. Meja Komputer 8 Buah
14. Meja Sirkulasi 2 Buah
15. Almari/Rak 7 Buah
16. Rak Tas 1 Buah
17. Troli Buku 1 Buah
18. Ruang Media Pembelajaran 1 Buah
19. Papan Grafik 2 Buah
20. Papan Koran 2 Buah
21. Papan Pengumuman 1 Buah
22. Aiphone Ruang 1 Buah
17. Alat/Bahan di Laboratorium/Ruang Keterampilan/Ruang Multimedia
No. Alat/bahan
Jumlah, kualitas, dan kondisi alat/bahan*)
Jumlah Kualitas Kondisi
Kurang
dari
25% dr
keb.
25%-
50%
dr
keb.
50%-
75%
dr
keb.
75%-
100%
dr
keb.
Kurang Cukup Baik Sangatbaik
Rusak
berat
Rusak
ringan Baik
1. Lab. IPA   
2. Lab. bahasa   
3. Lab. komputer   
4. Ketrampilan  
5. PTD  
6. Kesenian  
7. Multimedia  
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18. Prestasi sekolah/siswa lima (5) tahun terakhir
a. Prestasi Akademik: NUAN
No
Tahun
Pelajaran
Rata-rata NUN
Jumlah
Rata-rata 4
mapelBhs
Indonesia Matematika
Bahasa
Inggris
IPA
1. 2008/2009 8.24 7.54 6.89 6.83 29.50 7.38
2. 2009/2010 8.46 7.30 6.81 7.24 29.80 7.45
3. 2010/2011 7.96 7.35 7.21 7.53 30.05 7.51
4. 2011/2012 8.95 7.45 6.48 6.74 29.62 7.41
5. 2012/2013
b. Prestasi Akademik: Nilai Ujian Sekolah (US)
No
Tahun
Pelajaran
Rata-rata Nilai Ujian Sekolah
Bhs
Indonesia Matematika
Bahasa
Inggris
IPA
1. 2010/2011 8.79 8.53 8.44 8.87
2. 2011/2012 8.35 7.94 7.87 8.04
3. 2012/2013
c. Angka Kelulusan dan Melanjutkan
No
.
Tahun Ajaran
Jumlah Kelulusan dan Kelanjutan Studi
Jumlah
Peserta
Ujian
Jumlah
Lulus
%
Kelulusan
% Lulusan
yang
Melanjutkan
Pendidikan
% Lulusan
yang TIDAK
Melanjutkan
Pendidikan
1. 2008/2009 352 352 100 % 100% 0%
2. 2009/2010 357 355 99 % 100% 0%
3. 2010/2011 356 356 100 % 100% 0%
4. 2011/2012 348 348 100 % 100% 0%
5. 2012/2013 337 337 100 % 100% 0%
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d. Perolehan Kejuaraan/Prestasi Non Akademik
No Nama Lomba
2009/2010 2010/2011
Juar
a
ke:
Tingkat
Juar
a
ke:
Tingkat
Kab/
Kota
Pro
-
pin
si
Nas
io-
nal
Inte
rnas
iona
l
Kab/
Kota
Pro-
pinsi
Nasi
o-
nal
1. Kejuaraan  Nasional Panahan
antar PLPP
Total Jarak beregu  Putri
I √
2. Taekwondo Championships
2009
Ho chi Minh City Vietnam
I √
3. Kejuaraan  Nasional Panahan
antar PLPP
Total Jarak FITA Beregu Putri
II √
4. Kejuaraan  Nasional Panahan
antar PLPP
Jarak 40 Meter Perorangan
Putri
II √
5. Kejuaraan  Nasional Panahan
antar PLPP
Jarak 50 Meter Perorangan
Putri
III √
6. Kejuaraan  Nasional Panahan
antar PLPP
Jarak 30 Meter Perorangan
Putri
I √
7. Kejuaraan  Nasional Panahan
antar PLPP
Total Jarak Perorangan  Putri
II √
8. Bola Volly Putri III √
9. Bola Volly Putra I √
10. Lomba Futsal I √
11. Taekwondo Putri Kelas Under
35 kg
II √
12. Lomba Futsal I √ I √
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e.Jumlah dan prosentase siswa drop-out
No Kelas Jumlah dan prosentase siswa drop-out
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
1 VII - - - - -
2 VIII - - - - -
3 IX - - - - -
Total (%) - - - - -
f. Jumlah dan prosentase siswa yang TERANCAM drop-out
No Kelas
Jumlah dan prosentase siswa terancam drop-out
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
1 VII 1 2 - - -
2 VIII 1 3 - - -
3 IX 2 2 - - -
Total (%) 0,38 0,67 - - -
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VISI, MISI, TUJUAN SEKOLAH DAN
PROGRAM KERJA
A. VISI SEKOLAH
”Teguh dalam Iman, Santun dalam laku, Unggul dalam Ilmu, Terampil dalam
Karya, Hijau dalam Nuansa”
Visi sekolah tersebut tergambar di dalam indikator - indikator sebagai berikut
:
1. Unggul dalam bidang peningkatan akademik
2. Unggul dalam bidang peningkatan aktivitas keagamaan
3. Unggul dalam prestasi  seni, budaya dan olah raga
4. Mandiri dan berjiwa wirausaha
5. Terampil berkomunikasi dalam bahasa Inggris
6. Unggul dalam dalam penyediaan media dan sarana belajar serta kegiatan
siswa
7.  Lingkungan yang hijau bersih dan asri
B. MISI SEKOLAH
Untuk mewujudkan visi SMP Negeri 15 Yogyakarta sebagaimana
uraian diatas, maka misi sekolah adalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan sekolah berwawasan mutu dan keunggulan
2. Menumbuhkan dan mengembangkan penghayatan terhadap agama yang
dianut
3. Menumbuhkembangkan rasa cinta seni dan olah raga sehingga mampu
meraih prestasi yang lebih baik
4. Membekali jiwa kewirausahaan dan kemandirian dalam menghadapai
persaingan global.
5. Membekali keterampilan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
6. Meningkatkan mutu media,  sarana dan prasarana belajar serta kegiatan
siswa dalam rangka   peningkatan  mutu  pendidikan.
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7. Mengembangkan lingkungan sekolah yang asri, bersih, nyaman dan
bersahaja
C. TUJUAN SEKOLAH
Untuk mewujudkan Visi dan Misi SMP Negeri 15 Yogyakarta,  perlu
dirumuskan tujuan sekolah yang meliputi:
1. Tujuan Umum
Tujuan umum SMP Negeri 15 Yogyakarta mengacu pada tujuan umum
pendidikan dasar yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan,
kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan
mengikuti pendidikan lebih lanjut dan memiliki tanggung jawab terhadap
kelestarian lingkungan.
2. Tujuan Khusus
a. Mengaplikasikan nilai-nilai moral keagamaan dalam kehidupan sehari-
hari.
b. Pembudayaan adab pergaulan dan etika kepribadian luhur.
c. Pencapaian standar proses pembelajaran tuntas dan pendekatan
individual dengan strategi penyelenggaraan yang aktif, kreatif,
inovatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna.
d. Memenuhi akan mutu, akses, relevansi dan tata kelola pendidikan
efektif yang menyeimbangkan antara aspek pikir, karsa, karya,
estetika, moral keagamaan, serta tanggung jawab terhadap kelestarian
lingkungan.
e. Pemenuhan standar fasilitas sekolah baik sarana, peralatan, perawatan,
dan pengembangan ke depan.
f. Memiliki prestasi akademik dengan selisih rata-rata NUN (gain score
achievement) + 0,50 dari 7,50 menjadi 8,00.
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g. Memiliki kreativitas dalam bidang keterampilan teknik dasar sebagai
bekal hidup mandiri.
h. Meraih prestasi akademik dan keterampilan dasar minimal di tingkat
Kota Yogyakarta.
i. Memiliki tata kelola lingkungan sekolah yang sehat, indah, bersih,
hijau, dan berbudaya lingkungan.
j. Meraih prestasi sebagai sekolah berwawasan lingkungan sampai di
tingkat nasional.
D. RENCANA KERJA /PROGRAM SEKOLAH
Program – program SMP Negeri 15 Yogyakarta yang sejalan
dengan visi, misi dan tujuan di atas adalah sebagai berikut :
1. Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana  Kerja/program
2. Pengembangan program Bidang kesiswaan
3. Pengembangan KTSP, Pembelajaran dan Penilaian, dan Kalender Pendidikan/Akademik
4. Pengembangan proses belajar mengajar yang berstandar nasional
5. Penyusunan, penataan, dan pengembangan, struktur organisasi sekolah dan  mekanisme
kerja
6. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7. Pengembangan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana
8. Pengembangan dan Pemenuhan Keuangan dan Pembiayaan
9. Pengembangan Budaya dan Lingkungan Sekolah
10. Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan
11. Pengembangan manajemen sekolah
12. Pengembangan sistim penilaian yang berstandar nasional
13. Pengembangan sistim penerimaan siswa baru
14. Pengembangan ICT dalam rangka pelayanan prima
1. STRATEGI PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
a. Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana
kerja/program :
1) Membuat buku Pedoman Pelaksanaan Program Sekolah (P3S)
2) Membuat buku Pedoman Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3) Membuat buku Pedoman Belajar Siswa
b. Pengembangan program Bidang kesiswaan
1) Pembuatan Rencana Kerja Kesiswaan
2) Kegiatan Penerimaan Siswa Baru
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3) Kegiatan Program Matrikulasi ( Briging Course dan MOS)
4) Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan dengan mengadakan:
a. Peringatan Hari Kemerdekaan RI
b. Peringatan Hardiknas
c. Peringatan Maulud Nabi Muhammad SWA
d. Peringatan Isro Mi’roj
e. Kegiatan Pondok Romadhon dan pembagian zakat
f. Peringatan Idhul Adha
5) Kegiatan Unjuk Kerja Siswa
a. (Pameran Hasil Karya Siswa dan Pentas Seni
b. Pameran Pendidikan
6) Kegiatan Lomba Akademik dan Non Akademik :
a. Lomba Olimpiade Fisika
b. Lomba Olimpiade Matematika
c. Lomba Olimpiade Bahasa Inggris
d. Siswa Berprestasi
e. Karya Ilmiah Remaja (KIR)
7) Kegiatan Pengembangan Diri
a. Seni Musik dan Tari
b. English Club
c. Karya Ilmiah Remaja
8)  Kegiatan kunjungan museum
9)  Kegiatan Pelepasan Siswa Kegiatan Penyerahan Kembali Siswa
kepada orang tua
10) Kegiatan Ekstrakurikuler meliputi:
a. Kegiatan Pramuka
b. Kegiatan  Palang Merah Remaja
c. Bola voli club
d. Karate
e. Pengembangan bakat dan Minat (siswa yang memiliki bakat dan hobi yang belum
tercover dalam kegiatan sekolah diberi kesempatan mengikuti ektrakurikuler
berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki)
11) Pembinaan OSIS yang meliputi :
a. Pemilihan Pengurus OSIS
b. Latihan Dasar Kepemimpinan (LDKS)
12) Pendokumentasian Hasil Belajar Siswa
c. Bidang Pengembangan KTSP, Pembelajaran dan Penilaian, dan Kalender
Pendidikan / Akademik
1) Pembuatan Dokumen I Kelas VII, VIII dan IX
2) Pembuatan Dokumen II Kelas VII, VIII dan IX
3) Pembuatan Kurikulum Program Bilingual Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam,
Matematika dan Bahasa Inggris (Piloting kelas VIIA)
4) Program Pengayaan dan Remidiasi terjadwal
a. Kegiatan Pengayaan siswa yang Tuntas Belajar mencapai KKM 6,5 dan dijadikan
Tutor sebaya bagi siswa yang mengikuti program remidiasi
b. Kegiatan Remidiasi bagi siswa yang belum mencapai KKM 6,5
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5) Penyusunan Perangkat Mengajar Guru
6) Menyusun perangkat evaluasi
d. Pengembangan proses belajar mengajar yang berstandar nasional
1) Menyusun program-program pengembangan PBM
2) Menetapkan berbagai model dan metode pembelajaran
3) Mengembangkan strategi pembelajaran yang bertaraf nasional yang berbasis ICT.
4) Mengembangkan program pendukung keterlaksanaan PBM berstandar nasional.
5) Meningkatkan prestasi non akademik
e. Penyusunan, penataan, dan pengembangan, struktur organisasi sekolah dan
mekanisme kerja
1) Pembuatan Struktur Organisasi Sekolah
2) Penyusunan Job Diskribsi
f. Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1) Peningkatan Kompetensi Guru
a. Pelatihan mengoperasikan Komputer Program Microsoft Worlds secara aplikatif
b. Pelatihan mengoperasikan Komputer Program Microsoft Excel aplikatif
c. Pelatihan mengoperasikan Komputer Program Microsoft Power Point aplikatif
d. Workshop Penilaian otentik (Lanjutan Program Tahun yang lalu)
e. Pelatihan Guru Program Bilingual
f. Kolaborasi dalam aktivitas “Saturday Smarth” untuk perbaikan dan inovasi
pembelajaran
g. Melaksanakan kursus/belajar bersama Bahasa Inggris bagi guru  dan pegawai
h. Mengikutsertakan guru  untuk mengikuti ujian TOEFL.
i. Melaksanakan pelatihan strategi pembelajaran yang berstandar nasional
2) Peningkatan Kompetensi Karyawan Sekolah
a. Diklat mengoperasikan Komputer Program Microsoft Data Base secara aplikatif
b. Pelatihan Pengisian dan Pengoperasian Website Sekolah
c. Kolaborasi dalam aktivitas “Saturday Smarth” untuk perbaikan dan peningkatan
layanan publik
d. Mengikutsertakan   karyawan untuk mengikuti ujian TOEFL.
g. Pengembangan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana
1) Menyusun program pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
a. Melaksanakan program
b. Penambahan Ruang Multi Media (belum memiliki)
c. Membuat Laboratorium Alam untuk wahana Penelitian Siswa (KIR)
2) Penambahan sarana penunjang pembelajaran Komputer untuk memenuhi standar
kelayakan
3) Meningkatkan spesifikasi laboratorium Fisika
4) Meremajakan Laboratorium komputer
5) Meningkatkan standar dan kemampuan jaringan internet
6) Pengadaan peralatan dan media pembelajaran.
7) Mengevaluasi program
8) Membuat Laporan
h. Pengembangan dan Pemenuhan Keuangan dan Pembiayaan
1) Melakukan analisa kebutuhan pemenuhan keuangan dan pembiayaan
2) Menyusun program-program pengembangan pembiayaan sekolah berstandar nasional
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3) Memperluas dan mengembangkan sumber pembiayaan sekolah berstandar nasional
4) Melaksanakan kemitraan dengan cara:
a. Menawarkan Program unggulan sekolah (Bilingual) dengan meningkatkan baiaya
pelaksanaan pembelajaran
b. Mensosialisasikan Program Sekolah Pembelajaran Berbasis ICT dan Lifeskills
dengan meningkatkan biaya pengadaan, perawatan dan penggunaan internet
c. Meningkatkan pelayanan pembiyaran siswa melalui Bank Sekolah dan dapat diakses
melalui Internet
d. Melakukan monitoring/evaluasi program
i. Pengembangan Budaya dan Lingkungan Sekolah
1) Melakukan analisa fenomena yang perlu dibudayakan di sekolah
a. Melaksanakan Program 5 (Senyum, Sapa, Salam,Sopan dan Santun)
b. Melaksanakan Program Jum’at Bersih
c. Melaksanakan Pembelajaran Aplikasi Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa
Jawa dlingkungan sekolah dan TV Program 2 harian (Learning Society)
2) Mengevaluasi program
3) Membuat Laporan
j. Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan
1) Melakukan pendataan lingkungan masyarakat dan lintas sektoral dengan cara:
a. Bermitra dengan Telkom untuk memperoleh biaya pulsa murah untuk operasional
internet siswa
b. Membentuk Teman Asuh
c. Membentuk Orang Tua/Guru asuh
d. Bermitra dengan perusahaan yang peduli pendidikan
e. Melakukan pameran dan unjuk kerja siswa bermitra dengan penyandang dana
(masyarakat)
2) Melakukan monitoring dan evaluasi program
k. Pengembangan manajemen sekolah
A. Pengembagan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIMKO)
1) Membentuk Tim Pengembangan Informasi sekolah
2) Melakukan analisis berdasarkan skala prioritas
3) Melaksanakan Program:
a. Membuat dan mengisi Website sekolah online
b. Menayangkan/mengoperasikan Website sekolah online
4) Mengevaluasi Program
5) Membuat laporan
B. Pengembangan Pengawasan dan Evaluasi
1) Membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi
2) Menerbitkan SK Tim
3) Menyusun Program Kerja
4) Menyusun format supervisi berupa rubrik dan kriteria terkait dengan Pengawasan
dan Evaluasi
5) Melaksanakan Program
a. Mengevaluasi dan mengawasi program Kegiatan SSN
b. Mengevaluasi dan mengawasi penggunaan dana SSN
6) Melaksanakan Evaluasi Program
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7) Membuat laporan
l. Pengembangan sistim penilaian yang berstandar nasional
1) Menetapkan standar penilaian berstandar nasional.
2) Menghadirkan nara sumber model penilaian sesuai dengan kurikulum
3) Menetapkan model penilaian sesuai dengan kurikulum
4) Melaksanakan ujian akhir sekolah dengan standar nasional.
5) Menyusun program pengembangan sistem penilaian pendidikan di sekolah berstandar
nasional
6) Penetapan  berbagai standar nilai  yang nasional
7) Penetapan model penilaian sesuai dengan tuntutan sekolah berstandar nasional
8) Pelaksanaan penilaian pembelajaran berstandar nasional
9) Melaksanakan  ujian akhir sekolah dengan standar nasional
10) Mendokumentasikan perencanaan, pengembangan dan hasil penilaian berstandar
nasional
m. Pengembangan sistim penerimaan siswa baru
1) Mengembangkan sistem seleksi siswa baru yang akurat dan valid dengan mengikuti
sistem RTO
n. Pengembangan ICT dalam rangka pelayanan prima
1) Menyempurnakan PUSKKOM ( Pusat Komunikasi dan Komputerisasi ) sebagai pusat
multimedia.
2) Mengembangkan pelatihan multi media untuk pembelajaran
3) Memproduksi CD alat bantu pembelajaran untuk kalangan sendiri maupun untuk
diakses sekolah lain
2. HASIL YANG DIHARAPKAN
Hasil yang diharapkan tercapai atau terpenuhi dari program-program di
atas adalah sebagai berikut :
a. Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana
kerja/program :
1) Terealisasinya pembuatan buku Pedoman Pelaksanaan Program Sekolah (P3S)
2) Terealisasinya pembuatan buku Pedoman Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3) Terealisasinya pembuatan  buku Pedoman Belajar Siswa
b. Pengembangan Bidang kesiswaan
1) Terealisasinya pembuatan Pembuatan Rencana Kerja Kesiswaan
2) Terealisasinya pembuatan Kegiatan Penerimaan Siswa Baru
3) Terealisasinya pembuatan Kegiatan Program Matrikulasi ( Briging Course dan MOS)
4) Terealisasinya Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan dengan
mengadakan:
a. Peringatan Hari Kemerdekaan RI
b. Peringatan Hardiknas
c. Peringatan Maulud Nabi Muhammad SWA
d. Peringatan Isro Mi’roj
e. Kegiatan Pondok Romadhon dan pembagian zakat
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f. Peringatan Idhul Adha
5) Terealisasinya Kegiatan Unjuk Kerja Siswa
a. Pameran Hasil Karya Siswa dan Pentas Seni
b. Pameran Pendidikan
6) Terealisasinya Kegiatan Lomba Akademik dan Non Akademik :
a. Lomba Olimpiade Fisika
b. Lomba Olimpiade Matematika
c. Lomba Olimpiade Bahasa Inggris
d. Siswa Berprestasi
e. Karya Ilmiah Remaja (KIR)
7) Terealisasinya Kegiatan Pengembangan Diri
a. Seni Musik dan Tari
b. English Club
c. Karya Ilmiah Remaja
8)  Terealisasinya Kegiatan kunjungan museum
9)  Terealisasinya Kegiatan Pelepasan Siswa Kegiatan Penyerahan Kembali Siswa
kepada orang tua
9) Terealisasinya Kegiatan Ekstrakurikuler meliputi:
a. Kegiatan Pramuka
b. Kegiatan  Palang Merah Remaja
c. Bola voli club
d. Karate
e. Pengembangan bakat dan Minat (siswa yang memiliki bakat dan hobi yang belum
tercover dalam kegiatan sekolah diberi kesempatan mengikuti ektrakurikuler
berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki)
11) Terealisasinya Pembinaan OSIS
c. Pemilihan Pengurus OSIS
d. Latihan Dasar Kepemimpinan (LDKS)
12) Terealisasinya Pendokumentasian Hasil Belajar Siswa
c. Bidang Pengembangan KTSP, Pembelajaran dan Penilaian, dan Kalender
Pendidikan/Akademik
1) Terealisasinya Pembuatan Dokumen I Kelas VII, VIII dan IX
2) Terealisasinya Pembuatan Dokumen II revisi Kelas VII, VIII dan IX
3) Terealisasinya Pembuatan Kurikulum Program Bilingual Mata Pelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam, Matematika dan Bahasa Inggris (Piloting kelas VIIA)
4) Terealisasinya pelaksanaan Program Pengayaan dan Remidiasi terjadwal
a. Terealisasinya Kegiatan Pengayaan siswa yang Tuntas Belajar mencapai KKM
6,5 dan dijadikan Tutor sebaya bagi siswa yang mengikuti program remidiasi
b. Terealisasinya Kegiatan Remidiasi bagi siswa yang belum mencapai KKM 6,5
5) Terealisasinya Penyusunan Perangkat Mengajar Guru
d. Pengembangan proses belajar mengajar yang berstandar nasional
1) Terealisasinya penyusunan program-program pengembangan PBM
2) Terealisasinya penetapan berbagai model dan metode pembelajaran
3) Terealisasinya pengembangan strategi pembelajaran yang bertaraf nasional yang
berbasis ICT.
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4) Terealisasinya pengembangan program pendukung keterlaksanaan PBM berstandar
nasional.
5) Terealisasinya peningkatan prestasi non akademik
e. Penyusunan, penataan, dan pengembangan, struktur organisasi sekolah dan
mekanisme kerja
1) Terealisasinya Pembuatan Struktur Organisasi Sekolah
2) Terealisasinya Penyusunan job diskribsi
f. Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1) Terealisasinya Peningkatan Kompetensi Guru
a. Pelatihan mengoperasikan Komputer Program Microsoft Worlds secara aplikatif
b. Pelatihan mengoperasikan Komputer Program Microsoft Excel aplikatif
c. Pelatihan mengoperasikan Komputer Program Microsoft Power Point aplikatif
d. Workshop Penilaian otentik (Lanjutan Program Tahun yang lalu)
e. Pelatihan Guru Program Bilingual
f. Kolaborasi dalam aktivitas “Saturday Smarth” untuk perbaikan dan inovasi
pembelajaran
g. Melaksanakan kursus Bahasa Inggris bagi guru  dan pegawai
h. Mengikutsertakan guru  untuk mengikuti ujian TOEFL.
i. Melaksanakan pelatihan strategi pembelajaran yang berstandar nasional
2) Terealisasinya Peningkatan Kompetensi Karyawan Sekolah
b. Diklat mengoperasikan Komputer Program Microsoft Data Base secara aplikatif
c. Pelatihan Pengisian dan Pengoperasian Website Sekolah
d. Kolaborasi dalam aktivitas “Saturday Smarth” untuk perbaikan dan peningkatan
layanan publik
e. Mengikutsertakan   karyawan untuk mengikuti ujian TOEFL.
g. Pengembangan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana
1) Terealisasinya penyusunan program pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
a. Melaksanakan program
b. Penambahan Ruang Multi Media (belum memiliki)
2) Terealisasinya pembuatan Laboratorium Alam untuk wahana Penelitian Siswa (KIR)
3) Terealisasinya Penambahan sarana penunjang pembelajaran Komputer untuk memenuhi
standar kelayakan
4) Terealisasinya peningkatan spesifikasi laboratorium Fisika
5) Terealisasinya peremajaan Laboratorium komputer
6) Terealisasinya peningkatan standar dan kemampuan jaringan internet
7) Terealisasinya Pengadaan peralatan dan media pembelajaran.
8) Terealisasinya pengevaluasian program
9) Terealisasinya pembuatan Laporan
h. Pengembangan dan Pemenuhan Keuangan dan Pembiayaan
1) Terealisasinya analisis kebutuhan pemenuhan keuangan dan pembiayaan
2) Terealisasinya penyusunan program-program pengembangan pembiayaan sekolah
berstandar nasional
3) Terealisasinya perluasan dan pengembangan sumber pembiayaan sekolah berstandar
nasional
4) Terlaksananya kemitraan dengan cara:
a. Menawarkan Program unggulan sekolah (Bilingual) dengan meningkatkan baiaya
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pelaksanaan pembelajaran
b. Mensosialisasikan Program Sekolah Pembelajaran Berbasis ICT dan Lifeskills dengan
meningkatkan biaya pengadaan, perawatan dan penggunaan internet
c. Meningkatkan pelayanan pembiyaran siswa melalui Bank Sekolah dan dapat diakses
melalui Internet
d. Melakukan monitoring/evaluasi program
i. Pengembangan Budaya dan Lingkungan Sekolah
1) Terealisasinya penerapan  nilai-nilai kehidupan  yang  dibudayakan di Sekolah yang
meliputi :
a. Melaksanakan Program 5 (Senyum, Sapa, Salam,Sopan dan Santun)
b. Melaksanakan Program Jum’at Bersih
c. Melaksanakan Pembelajaran Aplikasi Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa
Jawa dlingkungan sekolah dan TV Program 2 harian (Learning Society)
3) Terealisasinya pengevaluasian program
4) Terealisasinya pembuatan Laporan secara tertib
j. Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan
1)   Terealisasinya pendataan lingkungan masyarakat dan lintas sektoral dengan cara:
a. Bermitra dengan Telkom untuk memperoleh biaya pulsa murah untuk operasional
internet siswa
b. Membentuk Teman Asuh
c. Membentuk Orang Tua/Guru asuh
d. Bermitra dengan perusahaan yang peduli pendidikan
e. Melakukan pameran dan unjuk kerja siswa bermitra dengan penyandang dana
(masyarakat)
2) Terealisasinya monitoring dan evaluasi program
k. Pengembangan manajemen sekolah
A. Terealisasinya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIMKO)
1) Membentuk Tim Pengembangan Informasi sekolah
2) Melakukan analisis berdasarkan skala prioritas
3) Melaksanakan Program:
a. Membuat dan mengisi Website sekolah online
b. Menayangkan/mengoperasikan Website sekolah online
4) Mengevaluasi Program
5) Membuat laporan
B. Terealisasinya Pengembangan Pengawasan dan Evaluasi
1) Membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi
2) Menerbitkan SK Tim
3) Menyusun Program Kerja
4) Menyusun format supervisi berupa rubrik dan kriteria terkait dengan Pengawasan dan
Evaluasi
5) Melaksanakan Program
a. Mengevaluasi dan mengawasi program Kegiatan SSN
b. Mengevaluasi dan mengawasi penggunaan dana SSN
6) Melaksanakan Evaluasi Program
7) Membuat laporan
l. Pengembangan sistim penilaian yang berstandar nasional
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1) Terealisasinya Penetapan standar penilaian berstandar nasional.
2) Terealisasinya Penghadiran nara sumber model penilaian sesuai dengan kurikulum
3) Terealisasinya penetapan model penilaian sesuai dengan kurikulum
4) Terealisasinya pelaksanaan ujian akhir sekolah dengan standar nasional.
5) Terealisasinya penyusunan program pengembangan sistem penilaian pendidikan di
sekolah berstandar nasional
6) Terealisasinya Penetapan berbagai standar nilai  yang nasional
7) Terealisasinya Penetapan model penilaian sesuai dengan tuntutan sekolah berstandar
nasional
8) Terealisasinya Pelaksanaan penilaian pembelajaran berstandar nasional
9) Terealisasinya pelaksanaan  ujian akhir sekolah dengan standar nasional
10) Terealisasinya pendokumentasian perencanaan, pengembangan dan hasil penilaian
berstandar nasional
m. Pengembangan sistim penerimaan siswa baru
1) Terealisasinya pengembangan sistem seleksi siswa baru yang akurat dan valid.
2) Terealisasinya Sosilalisasi PSB dan rekruitmen siswa baru pada SD-SD unggulan di
Gunungkidul.
3) Terealisasinya Pembentukan kelas-kelas unggulan
n. Pengembangan ICT dalam rangka pelayanan prima
1) Terealisasinya penyempurnaan PUSKKOM ( Pusat Komunikasi dan Komputerisasi )
sebagai pusat multimedia.
2) Terealisasinya pengembangan pelatihan multi media untuk pembelajaran
3) Terealisasinya usaha Memproduksi CD alat bantu pembelajaran untuk kalangan sendiri
maupun untuk diakses sekolah lain
3. MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
a. Tujuan Monitoring dan Evaluasi
Monitoring merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah
program sekolah berjalan sebagaimana yang direncanakan, apa hambatan
yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Jadi
menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan program.
Evaluasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah
program sekolah mencapai sasaran yang diharapkan. Jadi menekankan
pada aspek hasil.
b.   Komponen Utama Monitoring dan Evaluasi
1) Komponen Input
 Aspek tenaga kependidikan : Kepala Sekolah, Guru dan
Karyawan
 Aspek Kesiswaan : Kondisi siswa dan prestasi siswa
 Aspek sarana dan pembiayaan
 Aspek peran masyarakat
2) Komponen Proses
 Aspek kurikulum dan bahan ajar
 Aspek proses belajar mengajar
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 Aspek penilaian
 Aspek manajemen dan kepemimpinan
3) Komponen Output
 Aspek prestasi belajar siswa
 Aspek prestasi guru dan Kepala Sekolah
 Aspek prestasi sekolah
c.   Pelaksana Monitoring dan Evaluasi
1).   Internal :
 Kepala Sekolah
 Kepala Sekolah dan wakil Kepala Sekolah
 Tim khusus
2). Eksternal
 Komite Sekolah
 Dinas Pendidikan Kota
 Bawasda Kota
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
 Direktorat Pembinaan SMP
 Irjen Depdikbud, BPKP dan BPK
d. Waktu Pelaksanaan
1). Monitoring
 Internal : dilaksanakan setiap 2 bulan
 Eksternal : sesuai jadwal monitoring
2). Evaluasi
 Internal : dilaksanakan diakhir tahun pelajaran
 Ekternal : sesuai jadwal evaluasi
e. Sumber Data/Responden
1) Dokumen
2) Kepala sekolah dan jajarannya (Tim SSN)
3) Komite Sekolah, siswa, guru, dan lainnya yang relevan
f. Metode Pengumpulan Data
1) Metode Dokumentasi
2) Metode Wawancara
3) Metode Observasi
4) Metode Kuisioner
g. Rincian Kegiatan:
1) Pembentukan tim Monotoring dan Evaluasi sekolah
2) Menyusun jadwal pelaksanaan Monotoring dan Evaluasi
3) Menyusun instrumen Monotoring dan Evaluasi
4) Melaksanakan Monotoring dan Evaluasi (pengambilan data)
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5) Analisis hasil Monotoring dan Evaluasi
6) Pembuatan pelaporan
7) Tindak lanjut
JADWAL MONITORING DAN EVALUASI
NO KEGIATAN
Semester Ganjil Semester Genap
Bulan Bulan
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1 Monitoring x x x x x x
2 Evaluasi x
4. PEMBIAYAAN
Biaya untuk pelaksanaan pengembangan sekolah pada SMP
Negeri 15 Yogyakarta ini menggunakan adalah berasal dari sumber-sumber
dana sebagai berikut :
a. Dana yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN)  yang meliputi :
1) Dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah)
2) Dana subsidi Ujian Nasional
b. Dana yang berasal dari Pemerintah Daerah (APBD) yang meliputi:
1) BOSDA
2) Jaminan Pendidikan Daerah
3) Bantuan Ujian Nasional
c. Dana yang berasal dari Masyarakat yang meliputi :
- Sumbangan yang tidak mengikat (Hibah, Donatur dan Sponsor
dll.)
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JADWAL KERJA KEPALA SEKOLAH,
FUNGSI DAN TUGAS KEPALA SEKOLAH, PENGELOLA
SEKOLAH
Agar kegiatan Kepala Sekolah dapat mencapai sasaran secara optimal diperlukan
adanya jadwal kerja Kepala Sekolah yang meliputi kegiatan-kegiatan rumah,
harian, mingguan, bulanan, semester dan tahunan.
KEGIATAN HARIAN
1. Memeriksa daftar hadir tenaga teknis kependidikan dan tenaga kerja tata
Usaha (non kependidikan)
2. Mengatur dan memeriksa kegiatan 7 K di sekolah
3. Memeriksa Program Satuan Pelajaran Guru dan persiapan lainnya yang
menunjang proses KBM
4. Menyelesaikan surat-surat, menerima tamu dan menyelenggarakan pekerjaan
kantor lainnya
5. Mengatasi kasus pada hari itu
6. Mengatasi hambatan-hambatan terhadap berlangsungnya proses KBM
7. Memeriksa segala sesuatu menjelang sekolah usai
KEGIATAN BULANAN
Pada awal bulan dilakukan kegiatan antara lain :
1. Melaksanakan penyelesaian kegiatan setoran Rutin, Gaji guru dan karyawan,
laporan bulanan, rencana keperluan perlengkapan sekolah/kanor/rencana
bulanan
2. Melakukan pemeriksaan umum antara lain :
a. Buku kas
b. Daftar hadir guru dan karyawan
c. Kumpulan bahan ecaluasi
d. Kumpulan program satuan pelajaran
e. Diagram pencapaian kurikulum
186
f. Diagram daya serap siswa
g. Program perbaikan dan pengayaan
h. Buku catatan pelaksanaan bimbingan dan konseling
3. Memberi buku petunjuk/catatan kepada guru-guru tentang siswa yang perlu
diperhatikan, khusus yang perlu diketahui, dalam rangka pembinaan kegiatan
siswa
Pada akhir bulan dilakukan kegiatan antara lain :
1. Penutupan buku kas
2. Pertanggungjawaban keuangan
3. Evaluasi terhadap persediaan dan penggunaan alat an bahan praktek
KEGIATAN SEMESTERAN
1. Menyusun laporan semesetr, menyangkut tentang :
a.   Data guru : tenaga teknis kependidikan ( tetap dan tidak tetap )
b.   Data karyawan : Tenaga non teknis ( tetap dan tidak tetap )
c. Data siswa : jumlah siswa, mutasi siswa dan lain-lain
2. Melaporkan data/laporan semester kepada instansi yang berwenang
3. Menyelenggarakan perbaikan alat-alat sekolah (alat kantor, alat praktek,
pergedungan dll )
4. Menyelenggarakan pengisian buku induk siswa
5. Menyelenggarakan evaluasi kegiatan BK, OSIS, UKS dan ekstrakurikuler,
laboratorium, koperasi guru dan karyawan, dsb.
6. Menyelenggarakan persiapan evaluasi semester
7. Menyelenggarakan kegiatan semester
8. Kumpulan nilai ( leger )
9. Ketetapan nilai rapor
10. Catatan tentang siswa yang perlu mendapat perhatian khusus
11. Pembagian rapor dan pengisian data pribadi siswa
12. Pengisisan nilai semester
13. Pemberian, pemanggilan orang tua siswa, sejauh diperlukan untuk
berkonsultasi
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KEGIATAN AKHIR TAHUN PELAJARAN
Setiap akhir tahun pelajaran dilaksanakan kegiatan tertentu dalam rangka
penutupan tahun pelajaran sekaligus melaksanakan persiapan untuk tahun
pelajaran yang akan datang antara lain :
1. Menyelenggarakan penutupan buku inventaris dan keuangan
2. Menyelenggarakan Ujian Akhir Sekolah/Ujian Nasional
3. Menyelenggarakan persiapan kenaikan kelas/kelulusan meliputi :
a. pengisian daftar nilai ( leger )
b. penyiapan bahan-bahan untuk rapat guru
c. pengisian rapor dan UAS/UN
d. upacara akhir tahun pelajaran, pembekalan siswa, kenaikan kelas,
pembagian rapor, penyerahan Ijasah dan pelepasan/wisuda siswa
4. Menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tahun
pelajaran yang bersangkutan
5. Menyelenggarakan penyusunan rencana keuangan tahun yang akan datang
6. Menyelenggarakan penyusunan rencana perbaikan dan pemeliharaan sekolah
dan alat-alat bantu pendidikan
7. Menyelenggarakan kegiatan rencana penerimaan siswa baru tahun yang akan
datang meliputi :
a. kebutuhan guru
b. pembagian tugas guru
c. program satuan pelajaran dan jadwal mengajar
d. kebutuhan buku pelajaran, buku pegangan guru
e. kelengkapan alat pelajaran dan bahan ajaran
f. rapat guru
g. penyusunan program data sekolah
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FUNGSI DAN TUGAS KEPALA SEKOLAH DAN
PENGELOLA SEKOLAH
A. FUNGSI DAN TUGAS KEPALA SEKOLAH
Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai Unit
Pelaksana Teknis ( UPT ) pendidikan formal, secara garis besar memiliki
tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan pendidikan formal selama jangka waktu tertentu sesuai
dengan jenis, jenjang dan sifat sekolah tersebut
2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang
berlaku
3. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan serta bimbingan karir bagi
siswa di sekolah
4. Membina Organisasi Intra Sekolah ( OSIS )
5. Melaksanakan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga
6. Membina kerja sama dengan orang tua, masyarakat dan dunia usaha
B. FUNGSI DAN TUGAS PENGELOLA SEKOLAH
Pengelola sekolah terdiri dari :
1. Kepala Sekolah
Kepala Sekolah berfungsi sebagai Pimpinan, Administrator dan
Supervisor
a. Kepala Sekolah selaku pimpinan mempunyai tugas :
1) menyusun perencanaan
2) mengorganisasi kegiatan
3) mengarahkan kegiatan
4) mengkoordinasikan kegiatan
5) melaksanakan pengawasan
6) melaksanakan evaluasi
7) menentukan kebijaksanaan
8) mengadakan rapat
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9) mengatur proses belajar mengajar
10) mengatur belajar mengajar
11) mengatur administrasi
a) kantor
b) siswa
c) perlengkapan keuangan / RAPBS
d) kantor
12) mengatur Organisasi Intra Sekolah ( OSIS )
13) mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan dunia usaha
b. Kepala Sekolah selaku Administrator bertugas menyelenggarakan
administrasi :
1) Perencanaan
2) Pengorganisasian
3) Pengarahan
4) Pengawasan
5) Kurikulum
6) Kesiswaan
7) Kantor
8) Kepegawaian
9) Perlengkapan
10) Keuangan
11) Perpustakaan
12) Ruang keterampilan/kesenian
c. Kepala Sekolah selaku Supervisor bertugas menyelenggarakan
supervisi mengenai :
1) kegiatan belajar mengajar
2) kegiatan bimbingan dan penyuluhan / bimbingan karir
3) kegiatan kerjasama masyarakat dan dunia usaha
4) kegiatan ketata usahaan
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah dapat
mendelegasikan kepada Wakil Kepala Sekolah.
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Tugas Khusus :
- membina prinsip-prinsip dalam kebijaksanaan pengarahan
lembaga pendidikan yang dipercayakan kepadanya
- memahami dan menguasai
C. TUGAS KEPALA SEKOLAH
Kepala Sekolah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir,
mengorganisir, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan
pendidikan di sekolah dengan perincian sebagai berikut :
1. Mengatur Proses Belajar Mengajar
a. Program tahunan, semester berdasar kalender pendidikan
b. Jadwal pelajaran pertahun, semester termasuk penetapan jenis mata
pelajaran / keterampilan ( teori dan praktek ) berdasar buku kurikulum
c. Program satuan pelajaran ( teori dan praktek ) berdasar buku
kurikulum
d. Pelaksanaan jadwal satuan pelajaran ( teori dan praktek ) menurut
alokasi waktu yang telah ditentukan berdasar kalender pendidikan
e. Pelaksanaan ulangan/tes/ujian untuk kenaikan dan kelulusan
f. Penyusunan kelompok murid/siswa berdasarkan norma pengurusan
g. Penyusunan norma penilaian
h. Penetapan keanikan kelas
i. Laporan kemajuan hasil belajar murid
j. Penetapan dalam peningkatan proses belajar mengajar
2. Mengatur administrasi kantor
3. Mengatur administrasi murid/siswa
4. Mengatur administrasi pegawai
5. Mengatur administrasi perlengkapan
6. Mengatur administrasi keuangan
7. Mengatur administrasi perpustakaan
8. Mengatur pembinaan kemuridan/kesiswaan
9. Mengatur hubungan dengan masyarakat
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10. Mengatur pembinaan keagamaan guru, karyawan dan siswa
TUGAS WAKIL KEPALA SEKOLAH DAN
BENDAHARA SEKOLAH
A. WAKIL KEPALA SEKOLAH UMUM/HUMAS
Tugas-tugasnya :
1. Mewakili Kepala Sekolah keluar kedalam
2. Mengkoordinir, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk
seluruh guru, karyawan dan siswa yang tercermin secara luas dalam
sekolah maupun di luar sekolah.
3. mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang tua /
wali siswa
4. membina hubungan antar sekolah dengan Komite Sekolah
5. menyusun laporan pelaksanaan hubungan masyarakat secara berkala
6. Membantu Kepala Sekolah dalam urusan-urusan sebagai berikut :
a. menyusun perencanaan, membuat program kegiatan  program
pelaksanaan
b. pengorganisasian
c. pengarahan
d. ketenagaan
e. pengkoordinasian
f. pengawasan
g. penilaian
h. identifikasi dan pengumpulan
i. penyusunan laporan
B. WAKIL KEPALA SEKOLAH URUSAN KURIKULUM
Mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah, dalam kegiatan sebagai berikut
:
1. Menyusun program pengajaran
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2. Menyusun pembagian tugas guru
3. Menyusun jadwal pelajaran
4. Menyusun evaluasi belajar
5. Menyusun pelaksanaan ujian sekolah/ujian nasional
6. Menerapkan kriteria persyaratan naik kelas / tidak naik kelas
7. Menerapkan jadwal penerimaan buku laporan pendidikan ( Rapor ) dan
penerimaan STTB
8. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan satuan pelajaran
9. menyediakan buku kemajuan kelas
10. Menyusun laporan pelaksanaan pelajaran
C. WAKIL KEPALA SEKOLAH URUSAN KESISWAAN
Mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan-kegiatan
sebagai berikut :
1. Menyusun program pembinaan kesiswaan
2. Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan
siswa/OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah
3. Membina dan melaksanakan koordinasi keamanan, kebersihan,
ketertiban, keindahan, kerindangan dan kekeluargaan
4. Memberikan pengarahan dalam pemilihan pengurus OSIS
5. Melakuan pembinaan Pengurus OSIS dalam berorganisasi
6. Menyusun program dan jadwal pembinaan siswa secara berkala dan
insidentil
7. Melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan calon siswa penerima
beasiswa
8. Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di
luar sekolah
9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan secara berkala
10. Mengatur mutasi siswa
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D. WAKIL KEPALA SEKOLAH URUSAN SARANA PRASARANA
Mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan sebagai berikut
:
1. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah
2. mengadministrasikan pendayagunaan sarana prasarana sekolah
3. mengelola pembiayaan alat-alat pengajaran
4. menyusun laporan pelaksanaan urusan sarana prasarana secara berkala
E. BENDAHARA SEKOLAH
1. Mengelola keuangan sekolah secara tertib dan teratur
2. Mencatat semua transaksi keuangan dengan tertib disertai dokumen
transaksi serta menyimpan semua pada tempat yang aman
3. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah
4. mendistribusikan kebutuhan uang pada satuan kegiatan yang memrlukan
5. menyusun laporan keuangan sesuai kebutuhan
6. selalu siap dilakukan pemeriksaan pada setiap saat
TUGAS GURU
A. TUGAS UMUM
Guru bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan mempunyai tugas
melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien.
Tugas dan tanggung jawab guru meliputi :
1. membuat program pengajaran/rencana kegiatan belajar mengajar
semester/tahunan
2. membuat satuan pelajaran (persiapan mengajar)
3. melaksanakan kegiatan belajar mengajar
4. melaksanakan kegiatan penilaian belajar semester/tahunan
5. mengisi daftar nama siswa
6. melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar siswa
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7. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan
8. melaksanakan kegiatan membimbing guru dalam proses belajar mengajar
9. membuat alat pelajaran / alat program
10. membuat alat pelajaran / alat peraga
11. menciptakan alat seni
12. mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum
13. melaksanakan kegiatan tertentu di sekolah
14. mengadakan pengembangan setiap bidang pengajaran yang menjadi
tanggung jawabnya
15. membuat lembaran kerja siswa ( LKS )
16. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar siswa
17. meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran
18. mengatur kebersihan kelas dan ruang praktikum
19. mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya
B. TUGAS KHUSUS
1. mampu memiliki sifat asih, asah dan asuh
2. mampu membimbing dan menyuluh siswanya
3. berbudi luhur, santun, arif dan bijaksana yang akan ditauladani siswanya
4. mengaplikasikan pelajaran budi pekerti diantara proses KBM, sebagai
perwujudan budaya bangsa
TUGAS GURU BIMBINGAN DAN KONSELING
A. TUGAS UMUM
Bimbingan dan konseling / bimbingan karir membantu Kepala Sekolah dalam
kegiatan sebagai berikut :
1. menyusun program dan melaksanakan bimbingan konseling/bimbingan
karir
2. koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah
yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar
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3. Menyeleksi calon yang diusulkan mendapat bea siswa
4. memberikan pelayanan bimbingan penyuluhan kepada siswa agar lebih
berprestasi dalam belajar
5. memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh
gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang
sesuai
6. mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan konseling/bimbingan karir
7. menyusun statistik hasil penilaian bimbingan konseling /bingan karir
8. melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar praktek atau
pelaksanaan bimbingan konseling/bimbingan karir
9. menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan
konseling/bimbingan karir
10. menyusun laporan pelaksanaan bimbingan karir
B. TUGAS KHUSUS
1. mampu menyantuni anak didik untuk diarahkan menjadi anak yang
mantap, taqwa ibadahnya sesuai agama yang dianut
2. membantu melayani konsultasi orang tua serta membina kerjasama
dengan orang tua / wali, ataupun instansi terkait dalam pembinaan anak
didik
HAL-HAL YANG PERLU DISIAPKAN WALI KELAS
A. KEAMANAN
1. Tidak ada kerusuhan di dalam maupun di luar kelas
2. Tidak ada keributan terutama pada jam-jam kosong
3. Tidak pernah terjadi kehilangan dalam kelas (kehilangan milik
siswa/kelas)
4. Anggota kelas tidak ada yang menyebabkan kerusuhan, kegaduhan
terhadap kelas
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Demikianlah data dan program kerja SMP Negeri 15 Yogyakarta
tahun pelajaran 2013/2014 ini kami buat untuk memberikan arah dan tujuan dalam
pelaksanaan kegiatan sekolah. Harapan kami agar program kerja ini dapat
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab demi peningkatan
mutu pendidikan khususnya di SMP Negeri 15 Yogyakarta.
Akhir kata kami ucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila
dalam penyusunan data dan program kerja ini banyak terdapat kata-kata yang
kurang berkenan. Selanjutnya atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak kami
ucapkan terima kasih.
Yogyakarta, 15 Juli 2013
Kepala SMP Negeri 15 Yogyakarta
Drs. Sardiyanto
NIP. 19561206 198203 1 010
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